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Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Kerusakan hutan akibat pemanfaatan hutan yang se-

rampangan dan cenderung meminggirkan komunitas sekitar
hutan menimbulkan polemik. Polemik ini kemudian diambil
sebuah solusi untuk melibatkan komunitas masyarakat se-
kitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Ide untuk
melibatkan masyarakat sekitar ini tertuang dalam gagasan
membangun Hutan Kemasyarakatan (HKm). HKm dikem-
bangkan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat
sekitar hutan untuk dapat mengakses sumber daya hutan
yang pada gilirannya mampu meningkatkan ekonomi. HKm
dikembangkan dalam buku ini memakai kaca mata pengem-
bangan hutan berbasis rakyat berkelanjutan.

Penelitian dalam buku ini menggunakan metode dis-
kriptif-kualitatif. Tahapan penlitian dilakukan dengan meto-
de multiangulasi yang melibatkan beberapa metode, yaitu:
studi pustaka atau literatur, wawancara (indept interview),
diskusi kelompok terarah (Focus Group Discution), dan obser-
vasi lapangan. Kacamata yang dicoba untuk melihat pengem-
bangan HKm di Gunung Kidul yang berkelanjutan ada dua.
Pertama sisi kebijakan untuk melihat dukungan negara ter-
hadap program ini. Kacamata kedua adalah aspek sosial, dan

KATA PENGANTAR
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budaya, dilihat tentang mekanisme yang terdapat dalam
masyarakat untuk mengelola secara partisipatif dan efektif.

Dari sisi kebijakan, nampak bahwa perhatian pemerintah
dalam pengembang hutan berbasis rakyat masih minim. Pro-
duk peruturan yang dikeluarkan negara masih nampak kurang
dalam pelaksanaan maupun pengawasannya. Dalam pelak-
sanaan  nampak bahwa kebijakan ini cenderung tidak parti-
sipatif dan cenderung sentralistik bahkan eksploitatif. Kebi-
jakan yang sadar ekologis coba dibuat, tetapi kembali pada
tataran implementasi kebijakan ini masih sangat kurang.

Kemudian dari kacamata sosial dan budaya komunitas yang
mencoba mengembangankan HKm di Gunung Kidul dapat
dilihat yang lebih sebaliknya. Komunitas ternyata lebih siap
dalam mengembangan HKm dalam keinginannya yang men-
dorong keberlanjutan hutan itu sendiri. Mereka memiliki
aturan main yang mendorong kemunculan kearifan lokal.
Pengetahuan mereka dalam pengelolaan hutan ternyata lebih
baik serta lebih mumpuni untuk menyelamatkan hutan. Posisi
lemah petani dengan aktor yang lain mampu disiasati mereka.
Mereka berkelompok serta membangun jaringan antar mereka.
Keinginan meningkatkan kapasitas serta nilai tawar posisi
menjadi kerja yang mereka sadari.

Semoga bermanfaat.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Juli 2011
Eko Priyo Purnomo
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Pengembangan Hutan Berbasis Rakyat Berkelanjutan

A. Persoalan Pemanfaatan Hutan
Persoalan pemanfaatan hutan sebetulnya sangatlah kom-

pleks dan mencakup banyak kepentingan. Pemanfaatan yang
terjadi di negara berkembang seperti Indonesia memang tidak
semata-mata karena faktor ekonomi. Motif ekonomi semacam
penekanan pada peningkatan devisa memang menjadi salah
satu faktor saja sebab harus diakui pemegang HPH (Hak Peng-
usahaan Hutan) lapisan masyarakat tradisional pun dipan-
dang bertanggung jawab dalam perambahan dan perusakan
hutan karena faktor ini.

Motif untuk mempertahankan hidup seringkali menem-
patkan pihak-pihak yang peduli dalam penyelamatan ling-
kungan dalam kondisi yang dilematis. Karena aksi yang dila-
kukan oleh masyarakat perambah hutan dilatarbelakangi mo-
tif untuk sekedar bertahan hidup (struggle of life). Sehingga
dalam hal ini para pelestari lingkungan hidup menghadapi
kendala sosial yang cukup rumit.

Indonesia jelas mengalami kesulitan besar dalam meng-
hadapi kerusakan hutan. Kerusakan yang cukup mengkhawa-
tirkan bagi kelangsungan ekosistem dan sosial. Penebangan
hutan serta penjarahan hasil hutan yang hanya berorientasi

BAB I
HUTAN UNTUK

KESEJAHTERAAN RAKYAT



2

Eko Priyo Purnomo

pada ekonomi serta pemanfaatan jangka pendek menjadikan
kerusakan semakin parah. Peningkatan dalam penebangan
hutan yang dilakukan dalam semangat liberalisasi serta per-
tumbuhan ekonomi menjadi pemicu hal ini. Menteri Kehutan-
an (Menhut) M. Prakosa mengungkapkan, jumlah kerugian
negara akibat kerusakan hutan secara nasional mencapai Rp
3 triliun, sehingga diperlukan upaya keras untuk menyubur-
kan kembali hutan di Indonesia. Kerusakan hutan terjadi di
semua provinsi di Indonesia termasuk Kalimantan maupun
DI Yogyakarta (Antara, 2004).

Kerusakan hutan akibat pemanfaatan hutan yang seram-
pangan dan cenderung meminggirkan komunitas sekitar hu-
tan menimbulkan problema pelik. Solusinya pemerintah me-
libatkan komunitas dan masyarakat sekitar hutan dalam pe-
ngelolaan sumber daya hutan. Ide untuk melibatkan masyara-
kat sekitar hutan ini tertuang dalam gagasan membangun Hu-
tan Kemasyarakatan. Ide ini diajukan ketika disadari masya-
rakat sekitar hutan ternyata tidak dapat ikut menikmati hasil
hutan. Masyarakat sekitar hutan hanya menjadi penonton
dari eksploitasi hasil hutan. Hutan Kemasyarakatan dikem-
bangkan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat
sekitar hutan untuk dapat mengakses sumber daya hutan
yang pada gilirannya mampu meningkatkan ekonomi.

Pemanfaatan hutan yang memberikan akses pada masya-
rakat sekitar hutan dalam hutan kemasyarakatan ini perlu
kita lihat dari kacamata yang lain. Cara pandang yang coba
dipakai adalah dengan pendekatan pembangunan berkelan-
jutan atau sustainable development.

Cara pandang ini melihat bahwa pembangunan konven-
sional hanya menempuh satu jalur saja, yakni pembangunan
ekonomi saja. Sedangkan pembangunan berkelanjutan men-
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coba mengkolaburasikan antara tiga unsur yaitu, sustainabi-
litas ekonomi, sustainibilitas sosial, dan sustainibilitas eko-
logi-lingkungan (Salim, 2002).

Usaha ini perlu dilakukan agar kegiatan ekonomi dapat
berlanjut, serta meningkat, tetapi perlu diperhitungkan dam-
paknya pada berkelanjutan kehidupan masyarakat sosial yang
ditopang keberlanjutan fungsi ekologi-lingkungan. Semangat
pengembangan hutan ini melihat dengan cara konservasi ling-
kungan bagi kesejahteraan, dimana konservasi dilihat sebagai
upaya pemanfaatan sumber daya alam yang ada saat ini, tetapi
tetap mempertahankan keberadaannya di waktu yang akan
datang. Oleh karenanya konservasi akan melestarikan sumber
daya alam serta lingkungan ysng menjadi pijakan sustainable
development (Dewi, 2003).

Pemanfaatan hutan dengan pelibatan komunitas disekitar
hutan memang patut didukung tetapi juga patut kita kritisi
bersama. Semangat yang muncul dalam pemanfaatan hutan
kemasyarakatan ini sebenarnya yang menjadi catatan kita.
Ide ini ketika hanya berpijak dengan pelibatan serta pening-
katan masyarakat dalam melakukan akses terhadap hutan
yang hanya mening-katkan ekonomi saja dapat menjadi bume-
rang bagi kelestarian hutan itu sendiri. Pendekatan ini akan
memungkinkan timbulnya kerusakan hutan. Keinginan kita
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat akan jauh dari
kenyataan. Catatan kritis dalam ide hutan kemasyarakat untuk
mengembangan pemanfaatan hutan dengan pelibatan masya-
rakat sekitar hutan antara lain :

Pertama, dari sisi ekonomi ternyata masyarakat tetap da-
lam kondisi dirugikan. Partisipasi yang musti dilakukan ter-
nyata susah diwujudkan, marginalisasi masyarakat karena
pendidikan rendah mereka jelas hanya menjadi buruh kecil



4

Eko Priyo Purnomo

(pengolah lahan hutan tetapi minim otoritas) dengan penda-
patan kecil juga. Pelibatan masyarakat hanya dilakukan de-
ngan semangat agar masyarakat mau menjadi “satpam” dengan
bayaran murah kalau tak mau disebut gratis dalam menjaga
keutuhan hutan. Dimana karena semangat ini jelas bahwa
posisi masyarakat kelewat lemah karena mereka memang ha-
nya dipandang sebagai buruh dan pekerja oleh Negara.

Kedua, dari sisi sosial-politik, pembangunan dilakukan
dengan minimnya kelibatan masyarakat dalam melakukan ta-
war-menawar hasil misalnya. Dimana masyarakat hanya dija-
dikan kambing congek yang wajib menaati keputusan pengua-
sa (Modal, Negara). Ini jelas hanya menjadikan masyarakat
semakin tersisih dalam sistem sosial yang ada. Ini terjadi
karena mereka hanya sekedar pengelola tetapi tidak cukup
memiliki posisi tawar dengan Negara. Terutama dalam mela-
kukan negosiasi seberapa hak dan kewajiban mereka.

Ketiga, keinginan untuk meningkatkan pendapatan ma-
syarakat disekitar hutan, maupun peningkatan pendapatan
negara, jelas meminimalkan semangat ekologis. Dimana da-
lam pandangan peningkatan ekonomi maka yang menjadi ca-
tatan penting adalah Negara mendapat berapa, masyarakat
mendapatkan apa dan ekosistem hutan akan bertambah parah
dengan sendirinya hutan kemudian tetap rusak.

Beberapa catatan diatas dalam pengembangan hutan ke-
masyarakatan ini memang sebuah perenungan kritis yang la-
yak disimak serta kemudian kita tindak lanjuti, sehingga ide
yang pelibatan masyarakat dalam pemanfaaatan hutan bukan
menjadi sebuah pejarahan baru dalam bentuk penjarahan de-
ngan aktor (baru) yang lebih banyak maupun cara (baru). Ma-
ka semangat yang perlu sekali ditanamkan dalam masyarakat,
aktivis penggiat, maupun pemerintah pelaksana hutan kema-
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syarakatan adalah semangat pembangunan berkelanjutan sus-
tainable development yang sadar ekologi dan konservasi hutan.

Penelitian ini diharapkan mampu melihat bahwa peman-
faatan hutan ke depan bukan menjadi perusakan hutan de-
ngan aktor yang lebih banyak. Kalau dulu penjarahan hanya
oleh pemegang HPH atau para penjarah hutan resmi, tetapi
sekarang penjarahan melibatkan aktor yang lebih banyak. Hal
ini mungkin terjadi sekaligus dengan penjarahan hutan de-
ngan cara baru. Bahaya ini dapat muncul ketika pemanfaatan
hutan dengan munculnya ide pelibatan masyarakat dalam
pengembangan hutan tanpa semangat konservasi dan mema-
hami fungsi hutan. Maka ide yang muncul dalam Program
Hutan Kemasyarakatan akan sia-sia ketika tidak dilakukan
pula dengan semangat sustainable development.

Penelitian ini kemudian memfokuskan pada dua hal yang
mendorong pengembangan Hutan berkelanjutan, pertama
yang coba dilihat adalah kondisi yang mendukung untuk pe-
ngelolaan hutan berkelanjutan. Kriteria ini akan dilihat kebi-
jakan, rencana serta kerangka pikir kelembagaan yang kon-
duktif untuk pengelolaan hutan berkelanjutan. Kebijakan da-
lam hal ini adalah berkaitan dengan produk peraturan perun-
dangan yang dikeluarkan pemerintah dan upaya pengaturan
operasionalnya dalam implementasi (Suharjito,dkk., 2000).
Kemudian hal kedua yaitu melihat aspek ekonomi, sosial, serta
budaya masyarakat (Prabhu, etc., 1996).

Dalam kriteria ini yang kemudian dilihat tentang hubu-
ngan antar pihak dalam pengelolaan hutan berkelanjutan ser-
ta dilihat pula tentang mekanisme yang terdapat dalam masya-
rakat untuk mengelola secara partisipatif dan efektif. Di dalam
Komunitas kemudian akan dilihat aktor siapa saja yang terlibat
dalam pengembangan HKm tersebut. Resolusi konflik macam
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apa yang dapat menjembatani keadaan mereka, serta tak kalah
pentingnya kita harus melihat adanya pengetahuan lokal se-
bagai strategi pengembangan hutan versi rakyat. Pengetahuan
lokal yang ada dalam masyarakat justru dapat mendorong
pengembangan hutan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan hutan kemasyarakatan ini ternyata juga dila-
kukan oleh masyarakat di Gunung Kidul. Di mana hutan ke-
masyarakatan yang paling dinamis dan berjalan di seluruh
Indonesia yaitu Hkm (Hutan Kemasyarakatan) di Gunung Ki-
dul, dimana di daerah lain hanya cenderung berebut dan ber-
sifat proyek (Awang, 2004). Catatan kenapa wilayah Gunung
Kidul perlu dilihat dalam penelitian ini, karena dimilikinya
beberapa karateristik yang cukup menarik dilihat; pertama,
telah muncul kelompok masyarakat di sekitar hutan yang
berusaha melakukan pengelolaaan hutan, komunitas sekitar
hutan ini membentuk kelompok Tani Hutan yang kemudian
bergabung dalam Forum Komunikasi Hutan Kemasyarakatan
(Rahman, 2004). Kedua, di wilayah Gunung Kidul ini yang
nampak jelas batas antara penguasaan hutan rakyat dan hutan
Negara. Ketiga, Penyelenggaraan HKm mendapat dukungan
dari pemerintah daerah dengan keluarnya SK Bupati No 213/
KPTS/2003 tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Ke-
empat Kondisi wilayah Gunung Kidul yang rawan lingkung-
an.Wilayah Gunung Kidul yang miring dan tandus (wawan-
cara Kasi Konservasi). Kelima, munculnya penjarahan dan
pengrusakan hutan Negara yang membuat kawasan hutan Ne-
gara, dulunya 8,9 persen wilayah daratan Gunung Kidul seka-
rang merosot menjadi 1 persennya saja (Kompas, 10 Agustus
2004).

Pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar
hutan dalam program Hutan kemasyarakat (HKm) patut dikri-
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tisi. Pelibatan dan pengelolaan dalam prespektif ekonomi saja
dapat menjadi bumerang bagi ekologi dan masyarakat. Se-
hingga ide yang mencoba melibatkan masyarakat dalam pe-
manfaaatan hutan bukan menjadi sebuah pejarahan baru da-
lam bentuk penjarahan dengan aktor yang lebih banyak mau-
pun cara baru.

Melihat beberapa catatan di atas dari pemanfaatan Hutan
Kemasyarakatan di wilayah Gunung Kidul yang dicoba di-
kembangkan, serta kondisi geografis tersebut patutlah bahwa
penelitian ini layak untuk dilakukan. Penelitian ini dilakukan
untuk menjawab pertanyaan Apakah pelibatan masyarakat
dalam pengelolaan hutan melalui HKm kondusif bagi pe-
ngembangan hutan berkelanjutan?

Pertanyaan ini dipertajam lebih lanjut dengan pertanyaan
yang lebih mikro: Apakah pemerintah, melalui program Hu-
tan Kemasyarakatan (HKm), bersifat enabling bagi pengelo-
laan hutan berkelanjutan? Apakah sifat enabling yang ada
para pemerintah dires-pon secara positif oleh masyarakat?
Respon positif ini akan dilacak dari aktualisasi potensi atau
pendayagunaan basis kekuatan masyarakat untuk melakukan
pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Adapun tujuan penulisan buku ini adalah untuk (1) men-
dapatkan gambaran kebijakan negara yang memfasilitasi pe-
ngembangan Hutan berbasis rakyat yang berkelanjutan; (2)
Penelitian ini dilakukan dalam pijakan untuk mengetahui pe-
rilaku masyarakat (sebagai aktor baru pemanfaatan hutan) ter-
hadap pengembangan hutan berbasis rakyat yang berkelanjut-
an; (3) Mendapatkan pengetahuan lokal demi pengembangan
Hutan Berbasis rakyat yang berkelanjutan dengan meletakkan
isu sustainable development.
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B. Kerangka Pemikiran
Kebijakan ekonomi tentang pengelolaan sumber daya

alam khususnya hutan menempatkan sumber daya hutan ha-
nya sebagai komoditas ekonomi. Sumber daya hutan hanya
diperuntukkan sebagai penghasil kayu (timber). Pengelolaan
sistem hutan ini ada dua cara pandang. Pertama, cara kelola
yang lebih dikenal dengan timber extraction (penambangan
kayu). Sistem yang pertama ini memang berpandangan bahwa
hutan sebagai warisan leluhur (merasa tidak menanam) ada-
lah sumber daya yang sangat potensial untuk menumbuhkan
perekonomian negara, maka dapat ditambang dieksploitasi
untuk sebesar-besar devisa negara. Atau dengan kata lain hu-
tan untuk penebangan kayu dengan tujuan komersial bukan
untuk pemenuhan kebutuhan sendiri.

Kedua, cara kelola yang disebut timber management (pe-
ngelolaan kayu). Dimana cara pandang yang kedua ini telah
menerapkan pengelolaan hutan agar dapat menjaga kelestarian
produk hutan. Dan dua sistem ini awalnya memang dapat
menyerap tenaga kerja yang besar dan dapat menghasilkan
devisa yang tinggi dari hasil kayu. Di sisi ini nampak bahwa
pemanfaatan hutan secara ekonomi nampak dominan. Peman-
faatan hutan dengan cara ini ternyata mampu menyerap ba-
nyak tenaga kerja. Tetapi yang kemudian muncul masalah
adalah tenaga yang digunakan bukan berasal dari komunitas
sekitar hutan tersebut. Pelibatan komunitas yang minim ini
yang kemudian mendorong munculnnya koflik dalam penge-
lolaan hutan (Sepsiaji dan Fuadi, 2004, Siti Maskanah, Faisal
H Fuad, 2000, Men KLH, 2002).

Di sisi lain kerusakan ekosistem hutan akibat penebang-
an tersebut terus bertambah tanpa diimbangi dengan pena-
naman kembali yang baik. Singkat kata dua sistem ini telah
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meninggalkan faktor-faktor lain seperti sosial dan ekologi atau
dua faktor tersebut menjadi bagian yang tidak penting.

Pemanfaatan hutan dengan cara ini yang menjauhkan ko-
munitas dan ide konservasi hutan yang menjadi cara pandang
utama pembangunan hutan di Indonesia era dulu sampai be-
berapa dekade. Sistem ini terbukti gagal membawa pemba-
ngunan hutan yang berkelanjutan. Hutan mengalami kerusak-
an yang maha dasyat.

Beberapa catatan dimuka yang nampak mengam-barkan
bahwa cara kelola hutan sudah meminggirkan komunitas se-
kitar hutan dan pemanfaatan cenderung merusak dan sangat
eksploitatif. Muncul kesadaran dan pergeseran paradigma
pembangunan hutan yang sebelumnya menganut timber ma-
nagement dan sistem pengelolaannya yang sejenis tanpa
memperdulikan faktor-faktor sosial kemudian bergeser ke
paradigma sosial forestry (SF) dan community forestry(CF).

Dari sini mulailah faktor-faktor ekologi dan sosial mulai
diperhatikan serius, karena faktor sosial dan ekologi meru-
pakan dua faktor yang sangat penting demi pengelolaan hutan
yang berkelanjutan (sustainable). Sehingga berkembanglah
apa yang disebut pembangunan hutan yang berkelanjutan de-
ngan melibatkan masyarakat. Hanya saja retorika pembangun-
an yang berkelanjutan (sustainable development) dan meli-
batkan masyarakat masih dalam dataran wacana. Belum men-
jadi jiwa dan kebutuhan bersama semua pihak sehingga sam-
pai sekarang kerusakan hutan pun masih menjadi dominasi
wacana kita (Sepsiaji dan Fuadi, 2004).

HKm sebagai sebuah program kerja yang dilontarkan
pemerintah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan
peran masyarakat dalam mengelola hutan. Cara yang dilaku-
kan untuk berbagi hasil maupun fungsi dengan masyarakat
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demi kesejahteraan. Ikhtiyar inilah yang akan kita lihat peran
pemerintah maupun potensi mayarakat macam apa yang
mapu mendukung program ini mapu meningkatkan kesejah-
teraan dan kelestarian hutan.

Penelitian ini adalah penelitian diskriptif eksploratif un-
tuk mengungkap terhadap Program Pengembangan Hutan Ke-
masyarakatan dalam prespektif sustainable development.
Pengembangan hutan dalam program hutan kemasyarakatan
sudah selayaknya dilakukan pengkritisan serta penelitian
yang baik. Terutama manfaat serta partisipasi masyarakat da-
lam melakukan pengembangan hutan tersebut. Sejauh mana
masyarakat dapat mengakses serta memanfaatkan program
tersebut bagi peneingkataan kesejahteraan. Dengan didukung
kebijakan yang enabling dari pemerintah dalam program ini.

1. Program Hutan Kemasyarakatan
Hutan kemasyarakatan pada dasarnya merupakan pembe-

rian kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat setem-
pat untuk mengelola hutan secara lestari dan madiri dalam
upaya peningkatan kesejahteraan (Dep hut, 2001). Di mana
ide ini muncul dalam perkembangan wacana hutan harus
mampu mensejahterakan masyarakat, atau hutan memiliki
fungsi sosial (sosial forestry (SF) dan sekaligus dimulai mun-
culnya pandangan tentang hutan harus dapat mensejahtera-
kan dan memberikan akses terhadap komunitas sekitar hutan.
Ide ini dikenal sebagai community forestry (CF).

Dalam implementasinya SF dibatasi oleh rambu-rambu
yaitu bahwa SF tidak merubah status dan fungsi hutan. SF
juga tidak berbicara tentang pemberian hak kepemilikan
(ownerships tenurial) terhadap kawasan hutan, tetapi hanya
hak pengelolaan hutan (right to manage). Kepemilihan hutan
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masih dipegang penuh oleh negara seperti yang diamanatkan
oleh UUD 1945 Pasal 33 bahwa sumber daya alam dikuasi
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemak-
muran rakyat. Kawasan atau wilayah yang dicadangkan untuk
SF adalah sebagian dari: 1) kawasan pemberdayaan masyara-
kat yang dibina oleh Dirjen RLPS (hutan lindung, hutan pro-
duksi, dan hutan rakyat); 2) areal HPH, HTI, BUMN aktif
(kerja sama BUMN/BUMS/BUMD dengan masyarakat lokal
di hutan produksi); 3) aeral eks HPH, eks HTI (hutan produk-
si); 4) kawasan konservasi (pemberdayaan masyarakat di ka-
wasan penyangga dan areal pemanfaaatan); dan 5) kawasan
hutan yang dikembangkan melalui inisiatif lokal sesuai de-
ngan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini HKm masuk
dalam skema yang kelima yaitu hutan yang dikembangkan
melalui iniistif lokal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pelibatan
masyarakat mengelola sumber daya hutan, pemerintah terus
mengupayakan pelaksanaan desentralisasi sumber daya hu-
tan dalam payung sosial forestry. Sosial forestry dianggap dan
diyakini dapat menyelesaikan berbagai persoalan sumber da-
ya hutan yang kronis. Walaupun anggapan ini belum sepe-
nuhnya benar, karena belum ada bukti yang menyeluruh di
lapangan, Justru yang muncul berupa model-model pengelo-
laan yang berbasis masyarakat sebagai bukti kearifan lokal
dalam mengelola sumberdaya hutan seperti Repong Damar
Lampung, dsb yang terbukti meningkatkan fungsi hutan bagi
kesejahteraan. Termasuk disini adanya usaha-usaha pembuat-
an model pengelolaan yang berbasis masyarakat, seperti hu-
tan rakyat, hutan desa, dll. Model-model tersebut setidaknya
dapat menjadi acuan dan replikasi bahwa desentralisai PSDH
yang intinya adanya pemberdayaan masyarakat dalam me-
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ngelola hutan dapat mengatasi problema kehutanan masa kini
dan masa datang. Dari sekian alternatif tersebut ada yang telah
berumur 9 tahun yaitu pengembangan hutan kemasyarakatan
(HKm).

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan sekian dari
program-program pemerintah yang diklaim telah membela
dan memperhatikan masyarakat sekitar hutan. Program-pro-
gram lainnya yang dapat dikatakan sejenis seperti HPH Bina
Desa (1991), Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) ta-
hun 1995, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
yang diusung PT. Perhutani (waktu itu Perum Perhutani).

Berbicara tentang HKm tidak akan terlepas dari sejarah
perjalanan kebijakan di tingkat pusat (Departemen Kehutan-
an). Termasuk bagaimana pelaksanaan HKm di tingkat la-
pangan. Tidak selamanya yang diidealkan dan dirumuskan
oleh para ahli kehutanan di pusat dapat dengan serta merta
dapat diterapkan dan “pas” untuk diterapkan di lapangan. Pe-
nyimpangan kebijakan, penyalahgunaan prosedur, dan salah
penafsiran terhadap suatu produk hukum, merupakan bukti
adanya ketidaksinkronan antara yang dirumuskan di pusat
dengan pelaksanaannya di daerah (lapangan). Apalagi bila pro-
duk hukum tersebut tidak disertai dengan petunjuk pelaksana-
an (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Di sisi lain masih
banyak petugas kehutanan (mantri dan mandor) yang kurang
paham dan atau tidak mau tahu dengan apa yang telah ditetap-
kan dari atas.

Pertama kali kebijakan HKm dicanangkan pemerintah se-
bagai salah satu proyek nasional pada tahun 1995 dengan
dikeluarkannya SK Menhut No 622/Kpts-II/1995. Dalam SK
No. 622/Kpts-II/1995 tersebut pada prinsipnya HKm diletak-
kan dalam kerangka perizinan dalam pemanfaatan hutan, serta
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hak masyarakat dibatasi pada rehabilitasi hutan dan peman-
faatan hasil hutan non kayu. Namun, hutan kemasyarakatan
telah menjadi salah satu instrumen pembangunan kehutanan
versi pemerintah yang diakui sebagai model pembangunan
kehutanan berbasis masyarakat.

SK Menhut No 622/1995 sebagai intrumen pemerintah
dalam model pengelolaan hutan berbasis masyarakat ternyata
mengandung beberapa masalah. Pertama bahwa dalam hutan
kemasyarakatan (HKm), masyarakat hanya diikutkan dalam
mengelola hutan, tidak secara bersama-sama dengan kedu-
dukan setara bersama pemerintah dalam mengelola hutan.
Kedua, cenderung diskriminatif, karena pengelolaan hutan
oleh masyarakat lokal hanya pada hasil non kayu saja. Di sam-
ping itu juga hanya dilaksanakan pada hutan lindung yang
kritis dan perlu direhabilitasi, bukan hutan lindung yang ma-
sih baik. Ketiga, tidak transparan karena hanya didasarkan pe-
nunjukkan Kepala Dinas kehutanan setempat, atas usul dari
kepala desa dan pengurus koperasi, tanpa melibatkan masya-
rakat lainnya. Bentuk perjanjian kerja sama antara masyarakat
dengan pemerintah timpang dan sepihak karena membeban-
kan banyak kewajiban pada masyarakat tetapi tidak pada peme-
rintah. Sementara di pihak pemerintah dapat membatalkan
izin dengan sepihak.

Kebijakan HKm ini terus mengalami perubahan dengan
keluarnya kebijakan kehutanan di Departemen Kehutanan.
Kebijakan hutan kemasyarakatan (HKm) telah mengalami per-
ubahan sampai dua kali. Perubahan pertama yaitu menjadi
SK 677/Kpts-II/1998 dan yang kedua menyesuaikan dengan
konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang sampai seka-
rang masih berlaku yaitu SK Menhut 31/Kpts-II/2001. Keluar-
nya SK 677/Kpts-II/1998 membawa angin segar bagi masyara-
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kat karena ada kandungan dalam SK tersebut yang menun-
jukkan kemajuan substansi dibanding dengan SK sebelum-
nya. Sebagai contoh yaitu tentang pengaturan cakupan areal
hutan kemasyarakatan yang tidak hanya di hutan produksi
tetapi juga mencakup di hutan lindung. Lebih jauh lagi, hasil
hutan yang dapat dipungut masyarakat tidak hanya non kayu
(hasil di bawah tegakan dan manfaat lingkungan lainnya),
tetapi juga hasil hutan kayu.

Tiga tahun kemudian terjadi perubahan kedua, tepatnya
pada tanggal 12 Februari 2001 Menteri Kehutanan mengeluar-
kan keputusan bernomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyeleng-
garaan Hutan Kemasyarakatan. Salah satu alasan dikeluarkan-
nya dua surat keputusan sebelumnya, yakni No. 677/1998
dan No. 865/1999, dianggap tidak sesuai lagi dengan UU No.
41/1999 (Konsideran Menimbang huruf c). Untuk itu di ba-
wah payung keputusan No. 31/2001, Departemen Kehutanan
mengelola sebuah proyek HKm di 10 propinsi. Dalam bebe-
rapa tahun, proyek ini telah ‘berhasil’ melakukan langkah-
langkah persiapan (pemetaan wilayah dan penyiapan masya-
rakat) sampai akhirnya menghasilkan 13 usulan pencadangan
dari 13 kabupaten. Kabupaten Gunung Kidul adalah satu di
antaranya. Hanya saja sampai sekarang SK Menteri Kehutanan
tentang pencadangan HKm tersebut tak kunjung datang.

SK No. 31/Kpts-II/2001 yang pada konsiderannya meng-
acu pada UU No 22/1999, oleh sebagian kalangan kebijakan
ini dapat menjadi peluang besar implementasi desentralisasi
pengelolaan sumberdaya hutan karena di dalamnya memuat
tentang kewenangan Bupati untuk memberikan izin kepada
kelompok masyarakat dalam pengelolan HKm, menempatkan
pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk proaktif dalam mem-
fasilitasi masyarakat, melibatkan partisipasi masyarakat,
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memperjuangkan keadilan ekonomi (share benefit), dan mem-
berdayakan masyarakat (empowering) dalam mengelola sum-
ber daya hutan secara lestari.

Prinsip dasar sebagai salah satu pertimbangan dalam pe-
ngembangan hutan kemasyarakatan adalah masyarakat meru-
pakan pelaku utama. Secara tersurat dalam SK Menhut No
31/Kpts-II/2001 pasal 2 menyatakan bahwa “Hutan kemasya-
rakatan diselenggarakan dengan berazaskan kelestarian fungsi
hutan dari aspek ekosistem, kesejahteraan masyarakat yang
berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang demokra-
tis, keadilan sosial, akuntabilitas publik, serta kepastian hu-
kum”. Sedangkan Pasal 3 menyatakan “Penyelenggaraan hutan
kemasyarakatan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat
setempat dalam pengelolaan hutan, dengan tetap menjaga ke-
lestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dalam rangka
meningkatkan kesejahteraannya”.

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan pada hakekatnya
merupakan proses berbagi peran dan tugas antara pemerintah
pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini tertuang
jelas dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa ayat (1) Ruang
lingkup penyelenggaraan hutan kemasyarakatan meliputi peng-
aturan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat dalam aspek-aspek pe-
netapan wilayah pengelolaan, penyiapan masyarakat, perizin-
an, pengelolaan, dan pengendalian; serta ayat (2) Aspek-aspek
penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksa-
nakan sebagai satu kesatuan mulai dari penetapan wilayah
pengelolaan, penyiapan masyarakat, perizinan, pengelolaan,
sampai dengan pengendalian.

Penyiapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pa-
sal tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesiapan
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kelembagaan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan
kemasyarakatan. Jadi jelas bahwa program Hutan kemasyara-
kat merupakan pengembangan hutan dengan melakukan peli-
batan komunitas atau kelompok sekitar hutan. Program ini
dititikberatkan pada semangat peningkatan pendapatan ko-
munitas sekitar hutan. Walaupunpada akhirnya mampu me-
ningkatkan kesejahteraan penduduk, tetapi sebenarnya yang
tidak kalah pentingnya adalah bahwa program ini harus tetap
memperhatikan ketahanan dan kelestarian dari ekosistem hu-
tan. Kesuksesan program HKm inilah yang perlu didorong
dengan melihat kesungguhan pemerintah maupun masyara-
kat dengan segala potensinya.

2 Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development)
Pada awal tahun 1970an dunia dikejutkan dengan mun-

culnya hujan asam Acid Rain, gejala yang diterima pertama
kali di negara Swedia. Kemudian ternyata kejadian sama me-
nimpa Negara Norwegia dan bahkan beberapa Negara Skandi-
navia sekaligus (John s. Dryzek; 1985). Hujan asam yang me-
rusak hutan dan danau di daerah Amerika Utara pun terjadi.
Kerusakan hutan, penurunan kualitas air minum serta penge-
roposan bangunan jaga dilaporkan terjadi di Colorado. Bah-
kan pada awal tahun 1980an di Jerman Timur terjadi kematian
hutan cukup parah (Dryzek, 1985). Pada tahun 1970an ini yang
kemudian dikenal sebagai krisis lingkungan dan krisis energi
terjadi secara global. Beberapa problem lingkungan yang
muncul lain, berkurangnya luas hutan secara global yang terjadi
karena kebutuhan kayu dan olahannya sangat tinggi, dan juga
kemerosotan kesuburan tanah secara cukup mencolok.
Kejadian ini yang sangat menggelisahkan bagi umat manusia
dan kelangsungan hidupnya.
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Pada sisi yang lain diakhir tahun 70an dimana pemikiran
neoklasik menjadi dominan dalam perkembangan ekonomi
dunia. Ide neo klasil dengan pasar bebasnya telah meruntuh-
kan dominasi teori ekonomi Keynesian. Pendekatan ini meli-
hat pasar harus bebas, peran negara dikurangi, melakukan
pembagian serta pemanfaatan sumber daya secara efisien dan
melakuan pemaksimalan kesejahteraan masyarakat (Kinrade,
1996). Etika pendekatan neoklasik masuk kedalam masalah
lingkungan hidup, komunitas ini merasa bahwa pembangun
ekonomi dilakukan dengan menyeimbangkan antara perlin-
dungan alam dengan pertumbuhan ekonomi. Terciptanya ke-
seimbangan inipun dapat dilakukan dengan mengikuti meka-
nisme pasar (Kinrade, 1996). Pemikiran ini yang kemudian
dikenal dengan pendekatan ecological sustainable develop-
ment1.

Pemikiran yang secara sederhana dilihat sebagai pengga-
bungan dan penyeimbangan pembangunan ekonomi, ekologi
dan sosial (Peter kinrade, 1996).

Konsep keberlanjutan pertama kali muncul dalam perte-
muan United Nations on Human Enviroment, tetapi baru
dideklarasikan sebagai sebuah ide internasional dalam pem-
bangunan oleh World Commission on Enviroment and Deve-
lopment (WCED) dalamdeklarasi Our Common Future pada
tahun 1987.

Di dalam pertemuan ini kemudian mulai dikenal istilah
sustainable development (SD). Dalam kesepakatan forum yang

1 Di Australia dan dibeberapa tempat lain kemudian melihat istilah ini
dengan sustainable development, sebuah cara pandang dalam pemba-
ngunan ekonomi yang mencoba menyeimbangkan keberlanjutan pemba-
ngunan dan kelanjutan pertumbuhan yng mana kemudian pendekatan
ini meletakakan atau memperhatikan kebelanjutan ekologi.



18

Eko Priyo Purnomo

dikeluarkan WCED ini lebih dikenal sebagai Brundtland Re-
port. Dalam report ini nampak munculnya perdebatan antara
global enveromental, ekonomi dan sosial, terutama dalam me-
lihat mana dulu yang lebih utama.

SD menjadi topik pembicaraan dalam pertemuan United
Nations Coference on Enviroment and Development
(UNCED) di Rio De Janeiro, Brasil pada bulan Juni 1992. Pada
pertemuan internasional UN yang dikuti oleh lebih dari 150
anggota UN dimana banyak delegasi yang hadir dipimpin oleh
kepala negaranya2. Sebuah pertemuan cukup prestis dan pen-
ting untuk melihat Perubahan iklim global dan keanekaragaman
hayati.

Dalam pertemuan ini kemudian dikeluarkan sebuah kese-
pakatan tentang sebagai prinsip SD (dikenal pula sebagai RIO
Declaration). Di mana detail dan penjelasan tentang hasil ini
disebut dalam AGENDA 21. Konsekuensi dari pertemuan
UNCED ini UN membentuk sebuah badan baru yang disebut
Commision for sustainable development atau komisi untuk
pembangunan berke-lanjutan.

Dalam melakukan pembangunan berkelanjutan ini kemu-
dian tercipta kesepahaman bahwa peningkatan kesejahteraan
dan kelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab bersama
(pemerintah, NGO, Lembaga donor). Untuk memahami pem-
bangunan yang berkelanjutan kemudian dibuat beberapa prin-
sip dasar dari SD tersebut. Prinsib dasar itu antara lain (Kin-
rade, 1996);

2 Konferensi PBB untuk lingkungandan pembanguan ini kemudian diingat
dengan konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit). Diikuti oleh kepala
negaa, utusan badan-badan PBB dan Organisasi Internasioan dan NGO,
dengan peserta 176 negara hadir.
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a. Peningkatan partisipasi dan akses individu maupun
kelompok dalam proses ekonomi demi peningkatan ke-
sejahteraan tanpa mengurangi hak dari generasi men-
datang.

b. Menjamin tersedianya sumber daya alam untuk men-
cukupi kebutuhan antargenerasi.

c. Melindungi keanekaragaman hayari dan pengaturan sis-
tem dan proses lingungan hidup.

d. Pengakuan dan penghormatan dimensi Global.
e. Pendekatan kebijakan yang antisipatif dan pencegahan

(preventif)

Dalam memahami prinsib ini terdapat beberapa definisi
dari SD yang dikemukakan. SD menurut Koesnadi adalah
pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang
tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang
memenuhi kebutuhannya (Koesnadi, 1996). Sedangkan me-
nurut Otto Soemarwoto SD dilihat sebagai pembangunan
yang bisa melestarikan dan mensejahterakan manusia tanpa
harus merusak alam. Maka dari itu suatu pmbangunan terlan-
jutkan bukan hanya untuk memenuhi persyaratan ekonomi,
tetapi juga persyaratan sosial budaya dan ekologi (Soemar-
woto, 1992).

Sehingga nampak bahwa SD (sustainable development)
adalah cara pandang dalam meningkatkan kesejahteraan de-
ngan melakukan pembangunan yang berkelanjutan, berkelan-
jutan secara ekologis, ekonomi dan sosial, dengan melakukan
keadilan akses terhadap individu maupun kelompok secara
sama. Dimana SD juga harus menghormati hak generasi men-
datang untuk tetap mendapatkan sumber daya alam, serta
melakukan perlidungan terhadap keanekaragam hayati.
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3. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (SFM)
Dalam pembangunan berkelanjutan sangat memperhati-

kan adanya keberpihakan dan pengakuan terhadap peman-
faatan sumberdaya alam tetapi juga yang terpenting adalah
keselamatan dari ekosistem yang perlu dijaga. Sehingga ide
penegelolaan hutan sudah selayaknya memperhatikan ga-
gasan tentang keberlanjutan. Keberlanjutan dalam pengelolaan
hutan dimana dalam pemanfaatan sumber daya hutan yang
terpenting adalah peran dalam menciptakan keadilan sosial,
misalnya pengurangan kemiskinan, tetapi juga perlu diperha-
tikannya keberlanjutan kelola sacara ekologis.

Gagasan pemanfaatan sumber daya hutan dalam program
hutan kemasyarakatan sudah sangat tepat ketika meletakkan
aspek keadilan dan peningkatan ekonomi demi mengurangi
kemiskinan. Tetapi yang perlu diingat kemudian adalah keles-
tarian ekosistem. Sehingga perlu sebuah pengembangan hu-
tan dengan melihat managemen pengelolaan hutan yang ber-
kelanjutan. Penegelolana yang pada dasarnya mencoba meng-
kolaburasikan fungsi hutan secara ekonomi dengan pening-
katan akses rakyat dalam hutan sekaligus mencoba menjaga
ekosistemhutannya.

Maka program HKm sudah seharusya dilakukan dalam
kerangga pembangunan berkelanjuutan. Yang dalam buku The
Sustainable Forestry Hand Book (Higman,Ed,al., 1999) terda-
pat pengertian tentang manajemen atau pengelolaan hutan
yang berkelanjutan sebagai :

“The Sustainable Forestry is the process of managing fo-
rest to achieve one or more clearly specified objectives of
management with regard to the production of to continous
flow of desired forest products and services, without un-
due reduction of its inherent values and future producti-
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vity and without undue undesirable effects on the physical
and social environment”

Atau menurut Wiersum (1995) bahwa pengelolaan hutan
berkelanjutan merupakan cara yang dilakukan untuk mengu-
rangi kegagalan kelola hutan, dimana pengelolaan yang berke-
lanjutan ini dilakukan dengan cara pemanfaatan hutan yang
paling mungkin (utilise to the possible extent) tetapi juga dila-
kukan kebutuhan dari generasi yang akan datang, atau peman-
faat hutan dengan tetap memperhatikan adanya keberlanjutan
kebutuhan generasi mendatang (Future generation needs).

Bahkan menurut gagasan dari World Commission on En-
vironment and Development melihat bahwa SFM “a set of ob-
jectives, activities and outcome consistent with maintaining
or improving the forestry’s ecological integrity and contributing
to people’s well-being both now and in the future.”

Dalam beberapa gagasan SFM tersebut nampak bahwa
pengelolaan hutan sudah selayaknya dilakukan dengan tetap
melihat keberlanjutan kebutuhan antar generasai. Pemanfaat-
an hutan bukan hanya dilakukan untuk generasi sekarang.
Generasi ini tidak layak merasa yang paling berhak dalam
pemanfaatan hutan, tetapi sudah selayaknya dilakukan de-
ngan melihat kebutuhan generasi berikutnya. Termasuk da-
lam pengelolaan hutan tersebut jaga perlu dilakukan adanya
pengelolaan dari para aktor (pelaku). Seberapa mereka kemu-
dian mau mengkompromikan gagasan ini agar hutan tetap
lestari.

Sehingga dalam pengembangan HKm kedepan pendekat-
an tersebut (pembangunan berkelanjutan) dalam SFM, sudah
seharusnya dilakukan. Pendekatan ini pula yang akan diguna-
kan dalam kerangka pemikiran penelitian ini. Dalam diagram
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Dari diagram di samping, buku ini befokus dengan
melihat 2 (dua) kriteria saja untuk pengembangan HKM ini.
Kriteria pertama yang coba dilihat adalah kondisi yang men-
dukung untuk pengelolaan hutan berkelanjutan. Kriteria ini
dilihat dengan kebijakan rencana serta kerangka pikir kelem-
bagaan yang konduktif untuk pengelolaan hutan berkelanjut-
an (Prabhu, etc., 1996). Kondisi yang memungkinkan untuk
pengelolaan hutan berkelanjutan salah satunya dilihat dari
kebijakan yang mendukungnya. Dalam paparan ini dengan
melihat kebijakan, rencana serta kerangka pikir kelembagaan
yang konduktif untuk pengelolaan hutan berkelanjutan.

Kebijakan dalam hal ini adalah berkaitan dengan produk
peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah dan

nampak beberapa kriteria yang dapat dilakukan dalam penge-
lolaan hutan berkelanjutan.
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upaya pengaturan operasionalnya dalam implementasi (Su-
harjito, dkk., 2000). Produk perundangan yang berorientasi
pada komunitas maupun masyarakat cukup banyak. Orientasi
dari kebijakan ini dapat dilihat sebagai acuan tentang seberapa
besar konsen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat termasuk dalam hal ini kebijakan pemerintah da-
lam pengelolaan SDH. Lebih fokus dalam kebijakan kehutanan
masyarakat.

Kebijakan ini akan dilihat serta dipengaruhi dari cara pan-
dang Negara dan rakyat tentang SDA. Cara pandang yang per-
tama perlu kita lihat adalah bagaimana sebenarnya posisi hu-
tan di dalam kacamata negara dan rakyat. Pembahasan sistem
pengelolaan sumber daya hutan secara keseluruhan di Indo-
nesia, harus diawali dengan melihat cara pandang pemerin-
tah (negara) terhadap sumber daya hutannya. Pandangan ne-
gara terhadap hutan sebagai aset publik (public domain) dan
penguasannya sebagai aset negara, mencerminkan bentuk hu-
bungan negara dengan rakyatnya. Pemerintah sebagai wakil
negara mengatur sumber daya hutan dan dalam pelaksanaan-
nya dilakukan melalui seperangkat kebijakan dengan tujuan
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bila dalam peng-
aturan itu secara langsung bisa dinikmati oleh masyarakat,
berarti hutan bermakna sebagai fasilitas publik yang dikelola
oleh negara. Sementara di sisi lain, hutan bisa bermakna se-
bagai hak kepemilikan individu.

Sifat enabling ini bisa dilacak di dua lapis pemerintahan,
yakni Pemerintah Pusat (Departemen Kehutanan) dan Peme-
rintah Daerah (Pemkab Gunung Kidul). Dalam rangka melacak
sifat kebijakan pemerintah ini, di kedua pemerintahan ini
peneliti akan melacak beberapa hal. Pertama, penyesuaian-
penyesuaian (pelonggaran tingkat pusat dan pelonggaran di
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tingkat lokal) kendali pemerintah dalam rangka penyelengga-
raan HKm. Pelacakan akan difokuskan pada perubahan per-
aturan perundang-undangan. Kedua, adanya kejelasan kerang-
ka kelembagaan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan
melalui HKm. Dalam rangka ini peneliti akan mereview tata
kelembagaan yang ada untuk menopang kelancaran pelaksa-
naan program HKm. Ketiga, tercukupinya sumber daya yang
diperlukan untuk menyelenggarakan HKm. Dalam rangka ini
akan dikaji alokasi anggaran, personalia, sarana dan prasarana
yang diperlukan untuk kesuksesan HKm.

Kemudian akan dilihat pula kriteria kedua yaitu kriteria
yang melihat basis sosial serta budaya masyarakat (Prabhu,
etc., 1996). Dalam kriteria ini yang kemudian dilihat tentang
hubungan antar pihak dalam pengelolaan hutan berkelanjutan
serta dilihat pula tentang mekanisme yang terdapat dalam
masyarakat untuk mengelola secara partisipatif dan efektif.
Program hutan kemasyarakatan merupakan program yang di-
kembangkan dalam rangka penjembatanan penguasaan hutan
oleh negara dan rakyat kemudian dilakukan pengembangan
hutan dengan melakukan pelibatan komunitas atau kelom-
pok sekitar hutan.

Program ini dititik beratkan pada semangat peningkatan
pendapatan komunitas sekitar hutan. Program yang pada
akhirnya kemudian mampu meningkatkan kesejahteraan pen-
duduk. Tetapi sebenarnya yang tidak kalah pentingnya adalah
bahwa program ini harus tetap memperhatikan ketahanan
dan kelestarian dari ekosistem hutan.

Komunitas akan dilihat aktor siapa saja yang terlibat da-
lam pengembangan HKm tersebut. Resolusi konflik macam
apa yang dapat menjembatani keadaan mereka, serta tak kalah
pentingnya kita harus melihat adanya pengetahuan lokal seba-
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gai strategi pengembangan hutan versi rakyat. Pengetahuan
lokal yang ada dalam masyarakat justru dapat mendorong
pengembangan hutan yang berkelanjutan.

Pemilihan dua indikator dalam penelitian ini dilakukan
untuk memudahkan dalam melihat pengelolan HKm oleh
masyarakat yang berkelanjutan. Kerangka pemikiran kajian
ini terlihat dalam diagram berikut :

 
Kondisi yang mendukung untuk
pengelolaan hutan berkelanjutan

Dalam kriteria ini dilihat dengan :
Fungsi enabling Departemen

Kehutanan: ·Pelonggaran kontrol
Kejelasan kerangka kelembagaan

Kecukupan sumberdaya
Fungsi enabling Pem. Kab.

Gunung Kidul: Penguatan kendali
Kejelasan kerangka kelembagaan

Kecukupan sumberdaya

Basis sosial serta budaya
masyarakat

Dalam kriteria ini dilihat dengan :
a. Penggalanga sinergi

b. meknisme yang terdapat dalam
masyarakat untuk mengelola
secara partisipatif dan efektif
c.pengetahuan lokal sebagai

strategi pengembangan hutan versi
rakyat

Pengembangan
Hutan yang

Berkelanjutan

Diagram II Kerangka pemikiran Penelitian

Penelitian ini fokus pada dua kriteria tersebut untuk me-
mudahkan dalam melakukan pencarian data maupun pengo-
lahan data yang akan dilakukan. Pemilihan dua kriteria ter-
sebut bukan berarti meminggirkan kriteria yang lain. Semua
ini demi fokus serta kedalaman dari penelitian ini semata,
karena penelitian ini melihat dua kriteria tersebut merupakan
kriteria yang signifikan mempengaruhi pengembangan hutan
yang berkelanjutan
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C. Defenisi Konseptual dan Operasional
1. Definisi Konseptual

Pengelolaan hutan perkelanjutan adalah proses pengelo-
laan hutan yang dilakukan dengan pengoptimalan sumber
daya hutan dengan cara memperhatikan keutuhan ekosistem,
sekaligus dilakukan dengan tetap memperhatikan kesediaan
SDA hutan bagi generasi mendatang. Keberlanjutan ini dilaku-
kan dengan melihat dua aspek penting. Aspek pertama ena-
bling kondisi atau kebijakan yang mendukung HKm berkelan-
jutan. Aspek kedua yaitu basis atau potensi sosial, serta bu-
daya masyarakat.

2. Defenisi Operasional
Pengelolaan hutan dapat dilihat dari beberapa kriteria.

Kriteria pertama kondisi yang memungkinkan untuk penge-
lolaan hutan berkelanjutan. Di sini ada beberapa indikator
yang dilihat :

Fungsi enabling Pemerintah Pusat dan Daerah Gunung
Kidul
• Penguatan kendali
• Adanya kepastian hukum dan kebijakan dari pemerintah
• Adanya penetapan yang jelas antara lahan untuk pro-

duksi, dan lahan untuk konservasi.
• Kejelasan kerangka kelembagaan
• Adanya kepastian tentang kepemilikan atau pemakaian

tanah negara (hak kelola)
• Adanya kejelasan tentang siapa yang memiliki hak serta

kewajiban dalam pengelolaan maupun monitoring hutan
tersebut.

• Kecukupan sumber daya
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• Peraturan dan norma-norma pemanfaatan sumber daya
hutan terus dimonitor dan tetap dilaksanakan.

Kriteria kedua merupakan kriteria yang melihat Basis so-
sial dan budaya masyarakat dilihat dengan beberapa indikator
antara lain :
• Penggalangan sinergi
• Adanya komunikasi serta jaring interaksi antar aktor
• Stakeholder dan penduduk setempat ikut serta dalam usa-

ha pengelolaan hutan.
• Masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan dan

pegawai perusahaan pengelola hutan saling mengerti ten-
tang rencana dan kepentingan masing-masing pihak.

• Pelembagaan partisipasi
• Adanya mekanisme yang adil yang memungkinkan pen-

duduk setempat ikut menikmati keuntungan yang diper-
oleh

• Konflik yang timbul diusahakan seminimal mungkin atau
adanya penyelesain yang meminimalkan konflik.

• Munculnya kelembagaan di masyarakat
• Penggunaan kearifan lokal
• Masyarakat tetap memelihara hubungan spiritual mereka

dengan hutan serta dikembangkannya pengetahuan lokal
dalam pemanfaatan hutan.

Beberapa indikator tersebut diatas yang kemudian akan
dilihat dalam penelitian ini. Tetapi patut dicatat bahwa indi-
kator yang akan dilihat sebagai kerangka pikir dari penelitian
ini bukan merupakan harga mati. Maksudnya adalah indikator
ini sangat mungkin berubah sesuai dengan kondisi yang ada
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dalam komunitas serta sesuai dengan kondisi kelembagaan
komunitas hutan tersebut

D. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif-kuali-

tatif, karena kemampuannya untuk membantu memperjelas
gambaran pengelolaan hutan berkelanjutan yang tidak dapat
dicapai hanya dengan pendekatan kuantitatif. Dengan ciri ser-
ta prinsip dari diatas maka metode ini dipilih. Penelitian ini
sangat mengedepankan kita untuk belajar bersama dengan
masyarakat dan kemudian kita akan menjadikan komunitas
beraktifitas yang sadar dengan pengetahuan mereka tentang
hutan kemasyarakatan dan kemudian pembangunan berkelan-
jutan ini dapat mereka kerjakan secara bersama-sama.

Tahapan Penelitian kemudian dilakukan dengan metode
multiangulasi yang melibatkan beberapa metode3, yaitu: studi
pustaka atau literature, wawancara (indept interview), diskusi
kelompok terarah (Focus Group Discution), dan observasi la-
pangan. Pemilihan tehnik pengambilan data dengan beberapa
metode ini memperlihatkan bahwa penelitian ini mengguna-
kan metode kualitatif, sedangkan data penelitian disajikan
secara diskriptif-eksploratif.

Hasil penelitian ini didiskripsikan secara mendalam pa-
da materi permasalahan dengan segala aspeknya. Proses ini
akan dapat dilihat dengan lengkap dalam metode pencarian
data daaan pengolahan data di bawah.

3 Sebuah cara pencarian data dan informais dengan melakukan beberapa
metode sekaligus, dan kadang metode yang dilakukan dengan melakukan
cek ulang data. Metode ini pula dilakukan untuk lebih menggali informasi
yang beragam dan dalam
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Metode kualitatif yang menurut Hadawi Nawawi meru-
pakan penelitian yang menggunakan data yang dinyatakan
secara verbal dan kualifikasi teoretis (Nawawi, 1983). Sedang-
kan menurut Sitirios Sarantakos penelitian kualitatif merujuk
pada sejumlah pendekatan metodologis yang didasarkan pada
prinsip-prinsip teoritis yang berbeda (phenomenology, her-
meneutics, dan social interactions) menggunakan pengum-
pulan dan analisa data non-kuantitatif dan bertujuan melaku-
kan sebuah telaah mendalam terhadap fenomena itu (Saranta-
kos, 1993).

Pendekatan dalam pengolahan data yang diskriptif-
kualitatif digunakan karena kemampuannya untuk membantu
memperjelas gambaran sumber-sumber dan pola pengorgani-
sasian masyarakat dalam melakukan pengembangan Hutan
Kemasarakatan (HKm) yang ada yang tidak dapat dicapai ha-
nya dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini diharapkan
mampu mencari sumber-sumber kegagalan Pengembangan
HKm yang berkelanjutan dan peranan yang dapat dimainkan
oleh pemerintah serta para aktor lain dalam mengembangkan
hutan.

Sesuai dengan metode yang dipilih, maka tehnik pengum-
pulan data dilakukan dengan cara beberapa tahap: Tahap Per-
tama, studi Pustaka, data-data yang dibutuhkan dalam pe-
nelitian ini bersifat non-statistika (non-kuantitatif). Metode
yang dipakai adalah studi dokumenter atau teknik dokumen-
tasi. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan
melalui bahan-bahan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan
termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, pemi-
kiran yang berhubungan dengan penelitian. Selama penelitian
ini studi pustaka dilakukan baik pada buku teks maupun jur-
nal yang ada. Sedangkan data kuantitatif digunakan sebagai
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alat bantu dalam operasionalisasi dalam penelitian. Studi
pustaka dilakukan terhadap data pengembangan HKm, pe-
ngembangan Hutan berbasis komunitas dan pengembangan
hutan yang lestari.

Tahap Kedua Wawancara, setelah melakukan studi pus-
taka maka dilakukan pemetaan masalah secara detil sehingga
permasalahan yang muncul bukan sekedar common sense.
Hal tersebut menjadi dasar pemilihan alat pengumpulan data
dalam tahap awal (grounded research). Dengan melakukan
wawancara secara men-dalam diharapkan memperoleh data
yang akurat dan mendalam.

Wawancara dilakukan dengan para pihak, pelaku, peng-
giat HKm. Para pihak dalam hal ini antara lain pejabat dinas
kehutanan, aktivis LSM, pedagang kayu, peneliti dari pergu-
ruan tinggi dan terutama komunitas pengembang HKm sen-
diri

Teknik wawancara mendalam dalam indepth interview
dilakukan terhadap mereka yang mengetahui, mengkaji, ten-
tang HKm dan atau terlibat dalam lembaga, serta anggota ko-
munitas didalam pengembangan HKm di Gunung Kidul. Wa-
wancara dilakukan pula untuk melakukan crosscheck terha-
dap data yang sudah diperoleh sebelumnya. Menurut Lexi J
Moeloeng wawancara mendalam dimaksudkan untuk mem-
peroleh kekayaan dan pendalaman deskripsi (Moeloeng,
1998). Wawancara sendiri adalah percakapan dengan maksud
tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pe-
wawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan
yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban
atas pertanyaan tersebut (Moeloeng, 1998).

Sedangkan menurut Irwanti Singarimbun wawanara
merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam
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teknik wawancara, pewawancara diharapkan menyampaikan
pertanyaan kepada responden, merangsang responden untuk
menjawab pertanyaan, menggali jawaban lebih jauh bila dike-
hendaki dan mencatatnya (Singarimbun dan Sofian Efen-
di,ed., 1989). Tehnik wawancara yang digunakan penelitian
ini menggunakan wawancara yang didasarkan pada perkem-
bangan pertanyaan-pertanyaan yang secara spontan dalam
sebuah interaksi yang alamiah.

Tahap berikutnya atau tahap ketiga, adalah observasi la-
pangan. Observasi lapangan dilakukan untuk mencari fakta
di lapangan, dengan melihat secara langsung kondisi lapang-
an maka dapat dipahami keterkaitan antar berbagai permasa-
lahan yang muncul dalam yang telah dilakukan. Observasi
dilakukan dengan melakukan pencatatan terhadap setiap pe-
nanda yang spesifik yang muncul didalam lingkungan peneli-
tian. Dalam bukunya Jalaludin Rahmat menyatakan bahwa
observasi sebagai cara pemilahan, pengubahan, pencatatan
dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang ber-
kenan dengan organisme sesuai dengan tujuan empiris (Rah-
mat; 2001). Observasi dilakukan langsung oleh peneliti
dengan tinggal langsung di daerah penelitian yaitu tinggal
di Gunung Kidul.

Tahap keempat, Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group
Discussion), FGD dalam penelitian ini adalah melakukan pen-
dalaman terhadap permasalahan yang didapat dalam indepth
interview. Pendalaman perma-salahan tersebut dilakukan
dengan diskusi kelompok yang terarah (Focus Group Discus-
sion). Diskusi dengan masyarakat ini dilakukan secara formal
dan informal. Diskusi secara formal dilakukan dengan meng-
gunakan sarana berkumpul masyarakat, misalnya pertemuan
yang dilakukan oleh Konsursium KTH (KPHKm). Diskusi ini
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dilakukan secara terstruktur acaranya, waktu, peserta, dan
lokasinya. Sedangkan diskusi secara informal dilakukan seca-
ra tidak terstruktur, baik waktu, lokasi, maupun pesertanya.

Diskusi dalam FGD yang terstruktur dilakukan dengan
seorang fasilitator dengan dibantu beberapa asisten fasilitator.
Berikut rancangan FGD :
i. Perkenalan dan Ice Breaking supaya diskusi dapat dila-

kukan secara santai dan akrab. Dalam kondisioning ini
diharapkan setiap peserta dapat mengungkapkan perma-
salahan secara terbuka.

ii. Pertanyaan yang telah dirangkum dari wawancara men-
dalam yang telah dilakukan.Walaupun disini tidak me-
nutup kemungkinan muncul permasalahan baru.

iii. Melakukan pemetaan bersama atas hasil kartu tersebut
dengan melakukan penilaian secara bersama-sama.

iv. Diskusi secara mendalam terhadap pemetaan masalah ter-
sebut, Disini sekaligus dilakukan pula pemetaan tentang
aksi serta solusi terhadap masalah yang ada.

v. Penutup

Diskusi informal dilakukan secara tidak terstruktur ka-
rena merupakan tidak lanjut dari dikusi formal. Diskusi in-
formal dilakukan mialnya karena keterbatasan waktu, mau-
pun dilakukan untuk melakukan pendalaman permasalahan
tersebut. Sekaligus dilakukan ketika menemukan sebuah per-
masalahan baru yang dihadapi komunitas.

Penelitian ini menggunakan beberapa tehnik penelitian
yang beragam namun terintregrasi, sehingga data yang diha-
silkan lebih dari satu. Sesuai dengan metode triangulasi yang
dilakukan untuk melakukan sebuah pemahaman yang dalam
terhadap permasalahan maka pengolahan secara diskriptif-
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eksploratif dilakukan secra hati-hati dan cermat. Analisis data
adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang le-
bih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun,ed;
1989). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk
mengungkap dan menggambarkan peranan para aktor dalam
meningkatkan kemanfaatan hutan dalam prespektif SD serta
tantangan yang dihadapinya. Proses analisis data dalam pene-
litian kualitatif mengandung sejumlah elemen yang berhu-
bungan dengan proses penarikan (Sarantakos; 1993).

Proses analisa data dilakukan dalam tiga lingkah (Saranta-
kos; 1993). Pertama, reduksi data, langkah ini menunjuk pada
proses manipulasi, integrasi, transformasi dan penonjolan data
ketika ditampilkan. Reduksi data membantu untuk mengiden-
tifikasi aspek-aspek penting dari isu-isu dalam pertanyaan,
memfokuskan pengumpulan data, sampel dan metode, sampai
dengan kesimpulan. Kedua, pengorganisasian data berkaitan
dengan proses penyusunan informasi sesuai dengan topik dan
poin tertentu, kategorisasi informasi dalam tema-tema yang
lebih spesifik, dan menghadirkan kesimpulan dalam beberapa
bentuk. Ketiga, interpretasi data. Berkaitan dengan proses pem-
buatan keputusan dan penarikan kesimpulan sesuai dengan
pertanyaan penelitian.

Seluruh Proses penelitian ini dapat dilihat dalam dia-
gram berikut :
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Diagram III
Alur Penelitian

Penelitian ini mencoba melihat pengembangan HKm yang
dikembangkan oleh masyarakat di Gunung Kidul. Melihat pe-
ngembangan HKm yang dilakukan dengan melihat kebijakan
negara yang mendorong munculnya HKm berkelanjutan mau-
pun mengambil aktivitas warga dalam melakukan partisipasi
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aktif mendorong pengembangan hutan dengan menitikberat-
kan pada kesadaran ekologis dan pengelolaan berkelanjutan
di wilayah mereka.
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A. Penguasaan Hutan
Dorongan perubahan paradigma pembangunan dari sen-

tralisasi ke desentralisasi atau dari gagasan modern, state ba-
sed yang “ilmiah” ke gagasan tradisional, community based
yang dianggap “magis”, terus berlangsung. Pembangunan de-
ngan paradigma pertama bercirikan pembangunan yang lebih
bergantung pada komando pimpinan pusat, besarnya campur
tangan birokrat, mengedepankan keseragaman dan kepatuhan,
mematikan variasi dan kreasi, serta mengagungkan teknologi
impor. Sedangkan paradigma kedua mengutamakan penge-
tahuan masyarakat yang kreatif dan dinamis sebagai suatu
hasil proses belajar dari kehidupan sehari-hari, meskipun se-
ring dianggap oleh sebagian orang bahwa tindakan-tindakan
masyarakat lebih didasarkan pada pertimbangan irasional dan
magis.

Dorongan pergeseran itu semakin kuat akibat praktek-
praktek pembangunan, termasuk pengelolaan sumber daya
hutan di Indonesia, yang dinilai kurang dapat memenuhi ha-
rapan. Dalam paradigma baru ini pemanfaatan sumber daya
hutan diharapkan mampu memberikan manfaat secara lestari
(sustainable), produktif, efisien, dan adil (equiritable). Prak-

BAB II
PENGUASAAN & PENGELOLAAN

HUTAN PENDORONG
MUNCULNYA HKm
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tek-praktek pemanfaatan sumberdaya hutan di Indonesia yang
berlangsung selama masa Orde Baru telah menyebabkan ber-
bagai kondisi ekologis, ekonomi, dan sosial budaya yang mem-
prihatinkan, seperti: deforestasi, kemiskinan, kesenjangan
sosial, ekonomi, dan politik. Tingkat deforestrasi di Indonesia
selama periode 1981-1985 adalah 600.000 ha pertahun de-
ngan kecepatan 0,5% (Repetto, 1988). Jika dibandingkan de-
ngan negara-negara lain (yang sedang membangun), angka ab-
solutnya tertinggi kedua setelah Brazil, meskipun prosentase-
nya relatif rendah karena total luas hutan Indonesia yang
jauh lebih besar.

Penyebab deforestasi tersebut bermacam-macam, seperti:
proyek perkebunan, transmigrasi, kegiatan pembalakan (HPH),
kebakaran hutan, dan perladangan. Selama periode 1980-1986,
aktivitas trasmigrasi menyebabkan deforestrasi 200.000 ha per
tahun, perkebunan 13.000 ha, aktivitas HPH 80.000 ha, dan
kebakaran hutan 60.000 ha (Plotter, 1996). Meskipun besarnva
tingkat deforestrasi berbeda-beda antar sumber, namun semua-
nya menyebabkan angka deforestasi yang tinggi. Dampak negatif
adanya deforestasi khususnya adanya aktivitas HPH terhadap
masyarakat lokal berupa kehilangan sumber-sumber pangan
dan pendapatan, konflik-konflik sosial, dan perubahan nilai
budaya yang mendorong disharmoni (Plotter, 1991. Aigadrie,
1994).

Di lain pihak, praktek-praktek pengelolaan sumber daya
hutan oleh masyarakat lokal, meskipun di bawah tekanan-
tekanan sosial politik yang tidak menguntungkan, masih ber-
tahan dan menunjukkan kemampuannya untuk mewujudkan
kelestarian sumber daya alam. Keberadaan berbagai praktek
pengelolaan hutan oleh masyarakat dikenal dengan berbagai
istilah, seperti: hutan rakyat, hutan desa, wanatani, dan kebun
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hutan. Beberapa praktek yang menggunakan istilah daerah
seperti: mamar di Nusa Tenggara Timur, lembo di Kalimantan
Timur, tembawang di Kalimantan Barat, repong di Lampung,
dan tombak di Tapanuli Utara telah berpuluh-puluh tahun
bertahan. Praktek tersebut menunjukkan bahwa masyarakat
lokal mampu menge-lola sumber daya alam (hutan) dengan
baik. Pola-pola ini diketahui memiliki berbagai manfaat bagi
masyarakat dan lingkungan setempat, baik secara ekonomi,
sosial budaya, religi, dan lingkungan ekologis setempat.

Cara pandang yang pertama perlu kita lihat ádalah bagai-
mana sebenarnya posisi hutan di dalam kacamata negara dan
rakyat. Pembahasan sistem pengelolaan sumber daya hutan
secara keseluruhan di Indonesia, harus diawali dengan meli-
hat cara pandang pemerintah (negara) terhadap sumber daya
hutannya. Pandangan negara terhadap hutan sebagai aset pu-
blik (public domain) dan penguasannya sebagai aset negara,
mencerminkan bentuk hubungan negara dengan rakyatnya.
Pemerintah sebagai wakil negara mengatur sumber daya hu-
tan dan dalam pelaksanaannya dilakukan melalui seperangkat
kebijakan dengan tujuan untuk sebesar-besarnya bagi kemak-
muran rakyat. Bila dalam pengaturan itu secara langsung bisa
dinikmati oleh masyarakat, berarti hutan bermakna sebagai
fasilitas publik yang dikelola oleh negara. Sementara di sisi
lain, hutan bisa bermakna sebagai hak kepemilikan individu.
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Cara pandang tentang penguasaan sumber daya alam
(SDA) terutama hutan jelas memiliki perbedaan yang cukup
mendasar. Negara menganggap kuasa terhadap SDA merupa-
kan mutlak serta hanya layak dikelola atas kekuasaan negara.
Cara pandang yang cenderung mono interpretative ini yang
masih menjadi kacamata peme-rintah atas negara dan SDA-
nya (Awang, 2004). Pende-katan yang jelas berbeda dengan
kacamata rakyat yang menganggap bahwa mereka layak dan
bahkan paling kuasa terhadap SDA. Mereka melihat bahwa
mereka memiliki hak terhadap SDA. Dalam beberapa hal hak
ini disebut hak ulayat, hak asli, maupun pawungkon.

Ketegangan serta perbedaan yang mendasar dalam me-
mandang kuasa serta pengelolaan hutan di Indonesia ini yang
masih memunculkan konflik antara negara dengan rakyat. Ke-
tegangan yang muncul tetap meletak-kan hutan sebagai lahan
yang seksi untuk terus dieksploitasi. Sehingga yang muncul
kemudian hutan tetap dalam kondisi makin rusak (defores-
tasi). Hal ini lah yang kemudian patut kita lihat sebuah cara
pandang dalam penguasaan dan pengelolaan yang lebih me-
mahami ekosistem hutan, tetapi mampu menjebatani kete-
gangan negara dengan rakyat.

Kuasa Rakyat 

Kuasa negara Kuasa negara 

Kuasa Rakyat 

Kuasa negara Kuasa negara 

 

 

 

Tumpang-tindih penguasaan 

 

 
 Diagram IV

Hak Kuasa Negara dan Rakyat
dalam Sumber Daya Hutan
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1. Hak Kuasa Negara atas Sumber Daya Hutan
Hutan yang mendominasi daratan Indonesia dalam pe-

manfaatannya memang perlu diatur untuk melihat sejauh ma-
na pengaturan dan penguasaan negara serta bagaimana hubung-
an negara dengan rakyatnya. Indonesia sebagai bangsa bekas
jajahan, berdasarkan Pasal II, Aturan Peralihan UUD 1945 “se-
gala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung
berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-
Undang Dasar ini”, maka hubungan negara dengan aset publik
adalah hubungan kepemilikan, selama belum ada peraturan
atau hukum yang dibuat bangsa Indonesia sendiri. Penyusunan
UUD 1945 di BPUPKI dan PPKI menyepakati negara bukan
pemilik atas aset publik melainkan sebagai pihak yang me-
nguasai seperti tercantum dalam pasal 33 ayat 3, UUD 1945
yang berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang ter-
kandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperguna-
kan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, dalam pen-
jelasannya dengan sangat transparan menyebutkan bahwa tu-
juan menguasai untuk digunakan bagi kemakmuran rakyat.

Untuk merinci amanat UUD 1945 tentang hak mengusai,
pemerintah mengeluarkan UU No.5/Tahun 1960, tentang Per-
aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Mengenai hak pe-
nguasaan negara diatur dalam Pasal 2 ayat (2), tentang kewe-
nangan negara untuk :
• Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
• Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum,

air dan ruang angkasa;
• Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum

antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang
mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
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Dengan demikian, hak menguasai sebenarnya lebih tinggi
daripada hak milik, sebab mengatur itu berarti juga mengatur
berbagai hak dan aset publik yang didalamnya mencakup pem-
berian hak kepada, dan mencabut hak dari perseorangan atau
badan hukum. Dengan banyaknya atribut kewenangan terse-
but, akan membuka berbagai ruang negatif dalam pelaksana-
annya; undang-undang terlalu banyak menyerahkan wewe-
nang kepada pemerintah untuk mengatur hal-hal penting se-
cara sepihak, dengan mengeluarkan peraturan-peraturan pe-
laksanaan, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Pe-
merintah (Kepres), dan Keputusan Menteri (Kepmen).

Secara politis dan hukum, kekhawatiran pemerintah akan
bertindak sewenang-wenang telah terbukti dengan banyaknya
peraturan yang dikeluarkan sebagai hasil manipulasi dan
KKN. Indikasi kebijakan yang sentralistik dan otoriter juga
terjadi pada sektor kehutanan. Hal yang lumrah di zaman
Orde Baru, pemerintah terlalu mengatur pengelolaan sumber
daya hutan sampai ke hal teknis–semua diatur sesuai persep-
si penguasa–yang akhirnya membuka peluang penyalahguna-
an kewenangan, kekuasaan, dan pelanggaran hukum yang se-
lama ini mengkambinghitamkan oknum.

Dari penjelasaan tersebut di atas dapat disimpulkan bah-
wa hak kuasa negara atau sumber daya hutan secara hukum
lebih kuat dibanding dengan hak-hak lain yang ada dalam
negara, termasuk hak-hak rakyat. Salah satu sumber masalah
mengenai hak publik atas sumber daya hutan, yang inheren
dalam pengelolaan sumber daya hutan selama ini, adalah po-
la distribusi penguasaan lahan hutan, terutama berkaitan de-
ngan hak akses masyarakat sekitar hutan terhadap lahan da-
lam kawasan hutan.
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2. Hak Kuasa Rakyat atas Sumber Daya Hutan
Kajian selama ini menunjukkan bahwa penguasaan lahan

oleh masyarakat lokal dipandang sebagai hak komunal, atau
bahkan kepemilikan itu tidak ada sama sekali. Pemahaman
selanjutnya, untuk menyadarkan pemerintah dalam pengatur-
an dan pemanfaatan sumber daya hutan, bahwa dalam ka-
wasan hutan telah melekat sistem tata guna lahan yang dila-
kukan masyarakat lokal. Ketika dalam pengaturan manfaat
sumber daya hutan tidak diidentifikasi beban yang telah sis-
tematik ada, dengan diterapkannya yuridikasi dan kewenang-
an hukum atas sumber daya hutan, maka muncul asumsi bah-
wa hutan bersifat open access, karena tidak ada satu pihak
pun yang memiliki kepastian hak. Akhirnya, semua dikemba-
likan kepada pemerintah untuk ‘melabelkan’ hak baru atas
suatu kawasan hutan dalam mengatur dan memanfaatkannya.

Masyarakat adat yang sejak awal tinggal dihutan merasa
memiliki kawasan tersebut. Hak kuasa hutan oleh masyarakat
adat biasa disebut sebagai hak ulayat. Hak kepemilikan yang
dimiliki selama turun-temurun dan mereka sudah mengelola
hutan selama ini. Walaupun hak ini biasanya tidak memiliki
surat kepemilikan layaknya hukum positif atau hukum nega-
ra. Keadaan inilah yang kemudian menjadikan konflik kekua-
saan hutan antara rakyat dan negara muncul.

Timbulnya pertikaian akibat dari kebijakan dan kepastian
hak atas lahan hutan menunjukkan tidak sinergisnya interaksi
antar lembaga. Kebijakan pengusahaan hutan yang hanya dila-
kukan oleh HPH swasta dan BUMN pada kawasan hutan alam,
telah menggusur hak kepemilikan (de facto) dan hak akses
yang telah disandang masyarakat lokal jauh sebelum negara
ini terbentuk. Beberapa kebijakaan yang dikeluarkan pemerin-
tah berkenaan dengan sistem penguasaan dan pengelolaan
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kawasan hutan bisa menjadi bahan “pertunjukan” hubungan
antara hak kuasa negara dengan kepentingan rakyatnya, antara
lain :
• Keputusan Menhutbun No. 622/Kpts–II/1995, tentang Hu-

tan Kemasyarakatan,
• Peraturan Pemerintah No. 6/Tahun 1998, tentang Hak Peng-

usahaan Hutan dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan,
• Keputusan Menhutbun No. 677/Kpts–II/1998, tentang Hu-

tan Kemasyarakatan,
• Keputusan Menhutbun No. 728/Kpts–II/1998, tentang Luas

Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan
Hutan Untuk Budidaya Perkebunan,

• Keputusan Menhutbun No. 731/Kpts–II/1998, tentang Tata
Cara Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan,

• Keputusan Menhutbun No. 732/Kpts–II/1998, tentang Per-
syaratan dan Tata Cara Pembaharuan Hak Penguasahaan
Hutan.

• Keputusan Menhutbun No. 31/Kpts–II/2001, tentang Penye-
lenggaraan Hutan Kemasyara-katan,

Serentetan peraturan teknis di atas mencerminkan domi-
nannya hak kuasa negara terhadaap hutan. Permasalahannya
tentu bukan hanya pada kekuasaan pemerintah dalam meng-
atur pemanfaatan sumber daya hutan, namun lebih pada ke-
tiadaan proses yang nyata untuk meningkatkan kemakmuran
rakyat melalui kebijakan yang kondusif. Selama ini yang ter-
jadi, mereka yang menguasai atau memiliki akses terhadap
pemerintah, selalu mempunyai nilai tawar lebih besar, sehing-
ga berdampak lahirnya praktik monopoli dan suburnya KKN
dalam pemberian, pengaturan, perun-tukan, dan pengawasan
praktik pengusahaan hutan. Tidak bisa dipungkiri lagi, pe-
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nerjemahan hak negara atas sumber daya hutan sebagai aset
publik, menghasilkan struktur penguasaan sumber daya hu-
tan yang tidak seimbang. Selanjutnya berakibat buruk bagi
kelestarian hutan dan berakibat pada kemiskinan rakyat.

Hak-hak atas sumber daya hutan yang menjadi salah satu
permasalahan pokok kehutanan Indonesia tidak akan pernah
selesai, karena substansi kebijakan yang dikeluarkan justru
menghambat pertumbuhan, bahkan mematikan kepedulian
masyarakat terhadap kelestarian hutan. Padahal dalam sum-
ber daya hutan telah melekat fungsi-fungsi publik yang harus
tetap terpelihara. Pemerintah, dengan rasa percaya diri yang
berlebihan, merasa memiliki kewenangan penuh untuk meng-
atur hak publik atas manfaat hutan.

Setelah pembangunan kehutanan terbukti menghasilkan
rusaknya sebagian besar sumber daya hutan saat ini, pemerin-
tah acapkali mempublikasikan pemakluman terhadap kega-
galan kontrol, akibat ketimpangan perbandingan jumlah orang
yang duduk dalam pemerintahan dengan luas hutan yang
harus dikontrol. Padahal kebijakan kehutanan selama ini me-
mang tidak menghargai nilai-nilai masyarakat, dan semakin
menjauhkan partisipasi mereka dalam usaha-usaha pelestari-
an dan pemerataan manfaat hutan. Dengan terkikisnya rasa
memiliki publik atas hutan, yang terjadi kemudian adalah
munculnya konflik kehutanan secara luas, disertai aktivitas
free–riding yang mendorong degradasi hutan.

B. Pengelolaan Hutan
Menurut Simon (1998), perkembangan teori pengelolaan

hutan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu kate-
gori kehutanan konvensional dan kategori kehutanan modern
(kehutanan sosial). Teori pengelolaan hutan yang termasuk
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ke dalam kehutanan konvensional adalah penambangan kayu
atau timber extraction (TE) dan perkebunan kayu atau timber
management (TM). Sementara itu yang termasuk ke dalam
golongan kehutanan sosial adalah pengelolaan hutan sebagai
sumberdaya atau forest resource management (FRM) dan pe-
ngelolaan hutan sebagai ekosistem atau forest ecosystem ma-
nagement (FEM). Keduanya disebut juga dengan istilah lain
Sustainable Forestry Management (SFM). Ketiga teori penge-
lolaan hutan tersebut, secara evolutif berkembang, sejak dari
mulai penambangan kayu (TE) hingga sampai pada pengelo-
laan ekosistem hutan (FEM).

 

 

 

timber extraction 
(TE) 

timber 
management 
(TM). 

Sustainable 
Forestry 
Manageent 
(SFM) 

Diagram V
Perkembangan Pengelolaan Hutan

1. Timber Extraction (TE)
Timber extraction atau yang lazim disebut sebagai penam-

bangan kayu, adalah bentuk atau model pengelolaan hutan
yang paling tua dan biasanya didasarkan pada persepsi bahwa
hutan adalah tambang kayu. Model pengelolaan TE ini masih
dibedakan menjadi dua tahap, yaitu TE tahap I dan TE tahap
II. Timber extraction tahap I dicirikan antara lain: hutan yang
diusahakan adalah hutan alam, kegiatannya hanya terfokus
pada penebangan, kaidah-kaidah sistem silvikultur belum di-
pakai, perencanaan dan pengaturan hasil belum ada serta per-
alatan yang digunakan sederhana. Praktek TE tahap I di Indo-
nesia adalah berbagai bentuk pengusahaan hutan sejak jaman
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VOC hingga praktek-praktek pengusahaan hutan di luar Ja-
wa pada tahun 60-an, yang lazim dikenal dengan banjir cup.

Sedangkan TE tahap II bercirikan antara lain, hutan yang
diusahakan adalah hutan alam, dan sebagian kecil hutan ta-
naman, kegiatan sudah tidak terfokus pada penebangan, sis-
tem silvikultur sudah diterapkan akan tetapi perencanaan dan
pengaturan hasil masih belum digunakan. Praktek TE tahap II
adalah bentuk-bentuk pengusahaan hutan oleh HPH sekarang
ini.

Munculnya pengelolaan hutan model ini biasanya ditan-
dai dengan beberapa kondisi antara lain: luasan hutan (tentu
saja hutan alam) yang masih berlimpah, kebutuhan kayu dan
kepentingan akan hutan masih relatif rendah, kepadatan pen-
duduk yang belum begitu tinggi dan ilmu pengetahuan kehu-
tanan yang belum maju. Beberapa kondisi itulah yang menan-
dai masa timber extraction. Apabila kondisi-kondisi yang di-
maksudkan terpenuhi, maka kerusakan hutan yang diakibat-
kannya relatif kecil. Alam masih bisa mengatasi. Namun de-
mikian ketika kondisi-kondisi di atas sudah tidak terpenuhi
lagi; artinya luasan hutan kian sempit, jumlah penduduk kian
besar, ilmu pengetahuan kian maju serta kebutuhan akan kayu
dan kepentingan terhadap hutan makin tinggi, maka praktek
penambangan kayu ini sudah tidak sesuai lagi. Ketika dipak-
sakan maka yang akan terjadi adalah deforestasi yang masif.
Contoh dari praktek yang demikian ini adalah praktek penam-
bangan kayu pada hutan tropika oleh HPH yang hingga hari
ini banyak menimbulkan kerusakan ling-kungan.

2. Timber Management (TM)
Timber management atau bila diterjemahkan ke dalam

bahasa Indonesia menjadi perkebunan kayu, adalah evolusi
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tahap kedua bentuk pengelolaan hutan. Pada masa ini penge-
lolaan hutan tidak lagi didasarkan pada persepsi bahwa hutan
adalah tambang kayu–yang berarti tidak perlu memikirkan
kelestariannya–akan tetapi sudah didasarkan pada persepsi
bahwa hutan ada-lah sebuah kebun kayu. Dengan demikian
dibutuhkan beberapa instrumen pengelolaan yang lebih kom-
pleks, baik instrumen fisik maupun nonfisik.

Instrumen fisik yang dimaksud antara lain, tata batas
yang stabil, petak-petak yang permanen, dan jaringan jalan
angkutan yang memadai dan stabil. Sedangkan instrumen non-
fisik yang dimaksud antara lain, sistem silvikultur yang baku,
perencanaan dan pengaturan hasil serta administrasi kayu
yang mantap. Semua itu adalah indikator-indikator dalam
timber management atau perkebunan kayu.

Indikator lain dalam timber management adalah orien-
tasi produk yang hanya terfokus pada kayu pertukangan. Penge-
lolaan hutan ditujukan semata-mata hanya untuk memenuhi
kebutuhan kayu pertukangan. Oleh karena itu, segala sesuatu-
nya selalu dalam rangka menghasilkan kayu pertukangan se-
maksimal mungkin, baik kuantitas maupun kualitas. Hal-hal
yang dianggap mengganggu tercapainya tujuan yang dimak-
sud, senantiasa akan disingkirkan, dan sering pula dengan
menggunakan pendekatan keamanan (represif). Contoh pe-
ngelolaan model ini di Indonesia adalah pengelolaan hutan
jati oleh Perhutani, yang belakangan mulai diadop oleh bebe-
rapa HTI di luar Jawa.

3. Sustainable Forestry Management (SFM)
Sustainable Forestry Management (SFM) atau Forest re-

source management (FRM) adalah evolusi tahap ketiga model
pengelolaan hutan. Evolusi tahap ini ditandai dengan
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berbagai hal, antara lain makin pesatnya pertambahan pendu-
duk, yang tentu saja diikuti dengan peningkatan kebutuhan,
baik sandang, pangan, maupun papan. Fenomena ini menim-
bulkan beberapa implikasi penting yang antara lain, semakin
menyempitnya rasio kepemilikan lahan tiap keluarga.

Dalam kondisi yang sudah demikian, teori involusi perta-
nian dari Clifford Geertz sudah tidak terbukti lagi (Simon,
1993). Pelipatgandaan tenaga kerja dalam lahan pertanian, su-
dah tidak mampu lagi melipatgandakan hasil pertanian se-
cara proporsional. Oleh karena itu, yang terjadi adalah tekan-
an demi tekanan terhadap hutan. Hutan dituntut dapat meng-
hasilkan tidak sekedar kayu, tetapi juga pangan, lahan, pakan
ternak dan lain sebagainya.

Atas dasar kondisi semacam inilah kemudian Kongres
Kehutanan Dunia VI pada tahun 1960 mengambil tema Multi-
ple Use of Forest Land, dan kemu-dian ditindaklanjuti dengan
tema Forest for People pada Kongres Kehutanan Dunia VII di
Jakarta pada tahun 1978. Mulai saat itulah lahir beberapa
istilah seperti agro forestry, social forestry, tree farming dan
lain sebagainya. Pendeknya, hutan sudah bukan sekedar pa-
brik yang memproduksi kayu. Fungsi hutan sudah menyeru-
pai supermarket. Atau tepatnya public market.

Sayangnya momentum ini kemudian tidak diikuti dengan
implementasi yang memadai. Social forestry atau kehutanan
sosial yang seharusnya ditempatkan sebagai sebuah strategi
pengelolaan tahap berikutnya setelah timber management,
dalam implementasi di lapangan hanya ditempatkan sebagai
proyek sosial kehutanan. Di Jawa, Perhutani menterjemahkan
kehutanan sosial ini hanya sebagai proyek pencampuran ta-
naman (agroforestry). Di luar Jawa, HPH menterjemahkan ke-
hutanan sosial hanya sebagai paket bantuan sosial kema-
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syarakatan. Dengan demikian hingga hari ini praktis strategi
kehutanan sosial ini belum terim-plementasi, kecuali pada
kasus hutan rakyat.

Di daerah pegunungan Kapur Selatan, masyarakat menge-
lola hutan rakyat sudah menggunakan pendekatan kehu-
tanan sosial. Hutan yang dikelola sudah tidak monokul-
tur. Jarak tanam disesuaikan dengan kebutuhan. Dari da-
lam lahan hutan masyarakat dapat memungut tidak hanya
kayu pertukangan dan kayu bakar, melainkan juga pakan
ternak, tanaman pangan, dan berbagaim satwa yang ber-
nilai ekonomis (Awang, 2001).

Forest Ecosystem Management (FRM) —Forest ecosystem
management adalah model pengelolaan hutan yang paling mu-
takhir. Model ini muncul karena didorong oleh adanya per-
kembangan yang pesat akan ilmu lingkungan, sosial dan isu
politik lingkungan yang banyak disuarakan oleh kalangan lem-
baga swadaya masyarakat (LSM). Hutan bukanlah sebuah sis-
tem yang berdiri sendiri. Ia terkait dengan sistem-sistem lain
seperti: sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, maupun
sistem lain seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Atas dasar pengertian seperti itu lah pengelolaan hutan
harus terkait dengan sistem-sistem lain. Oleh karena itu pada
tahapan pengelolaan hutan yang seperti ini, perencanaan me-
megang peranan yang sangat penting. Perencanaan yang su-
dah merupakan perencanaan terpadu. Perencanaan yang men-
cakup perencanaan pembangunan wilayah. Dengan demikian
tujuan pengelolaan pada sistem ini adalah semata-mata untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan
kualitas berbagai sistem lingkungan yang terkait.

Hingga kini implementasi dari FEM ini masih jarang di-
jumpai, khususnya pada pengelolaan hutan yang diselengga-
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rakan pemerintah. Implementasi di lapangan yang paling men-
dekati FEM adalah pengelolaan hutan rakyat dan juga berbagai
kehutanan masyarakat yang dipraktekkan masyarakat adat,
seperti misalnya repong, simpugnk, dan lembo. Bentuk-ben-
tuk kehutanan masyarakat ini, dengan kearifan lokalnya, ter-
bukti telah mencakup pengelolaan yang tidak hanya terfokus
pada sumberdaya hutan, akan tetapi sudah meluas menjadi
pengelolaan ekosistem. Meskipun demikian hingga hari ini,
berbagai macam kehutanan masyarakat itu masih sekedar ter-
batas menjadi isu pinggiran.

Keberadaanya belum seratus persen diterima oleh peme-
rintah. Praktek kehutanannya belum diperhitungkan sebagai
praktek kehutanan yang ditopang oleh sendi-sendi ilmiah.

C. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
Konsepsi kehutanan masyarakat (community forestry/CF)

sebenarnya relatif baru karena muncul sebagai tanggapan dari
kegagalan konsep industrialisasi kehutanan yang populer pa-
da sekitar tahun 1960-an. Yang menarik, penggagas CF justru
ekonom kehutanan yang merasa bersalah karena terlibat da-
lam inisiatif industrialisasi kehutanan. Orang itu bernama
Jack Westoby (Munggoro, 1998).

Ia kemudian tercatat sebagai salah seorang yang banyak
terlibat dalam gagasan tema pokok Kongres Kehutanan Dunia
VII yang diseleng-garakan pada tahun 1978 di Jakarta: Forest
for People. Kristalisasi pikiran-pikirannya tentang CF ini ke-
mudian banyak dipubli-kasikan FAO. Dan kemudian pada ta-
hun 1983, secara resmi FAO mendefinisikan CF sebagai : “kon-
sep radikal kehutanan yang berintikan pastisipasi rakyat, arti-
nya rakyat diberi wewenang merencanakan dan memutuskan
sendiri apa yang mereka kehendaki”.
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Hal ini berarti memfasilitasi mereka dengan saran dan
masukan yang diperlukan untuk menumbuhkan bibit, mena-
nam, mengelola, dan melindungi sumberdaya hutan milik
mereka dan memperoleh keuntungan maksimal dari sumber
daya itu dan memanennya secara maksimum. CF didedikasi-
kan sebagai gagasan untuk meningkatkan keuntungan lang-
sung sumber daya hutan kepada masyarakat pedesaan yang
miskin.

Beberapa tahun terakhir ini konsepsi kehutanan masyara-
kat (CF) sering dikonfrontasikan dengan konsep perhutanan
sosial yang merupakan terjemahan dari social forestry (SF).
Konsepsi SF lebih dikonotasikan sebagai bentuk pengusahaan
kehutanan yang dimodifikasi supaya keuntungan yang di-
peroleh dari pembalakan kayu didistribusikan kepada ma-
syarakat lokal. Dan kemudian di Indonesia Perum Perhutani–
sebagai salah satu pelopor SF di Indonesia–mendefenisikan
bahwa SF adalah: “Suatu sistem di mana masyarakat lokal
berpartisipasi dalam manajemen hutan dengan tekanan pa-
da pembuatan hutan tanaman”.

Tujuan sistem SF adalah reforestasi yang jika berhasil akan
meningkatkan fungsi hutan, dan pada saat yang bersamaan
meningkatkan kesejahteraan sosial. Mengacu pada defe-
nisi Perhutani ini memang jelas terlihat perbedaan antara
CF dan SF. Terlepas dari adanya perbedaan dan pertentang-
an defenisi antara kehutanan masyarakat (CF) dan perhu-
tanan sosial (SF), di Indonesia kini berkembang berbagai
model dan konsepsi kehutanan yang mengklaim merupakan
derivasi dari konsepsi CF ataupun SF.

Pada awalnya social forestry sering mengacu kepada ben-
tuk kehutanan industrial (konvensional) yang dimodifikasi
untuk memungkinkan distribusi keuntungan kepada masya-
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rakat lokal. Sedangkan community forestry lebih menekankan
bahwa kehutanan harus dikontrol oleh masyarakat lokal (Gil-
mour dan Fisher, 1991). Sementara Noronha dan Spears
(1985) menganggap bahwa perbedaan istilah-istilah itu hanya
semantik belaka.

Namun umumnya istilah social forestry digunakan seba-
gai istilah payung yang mencakup program-program dan ke-
giatan kehutanan yang sedikit atau banyak melibatkan peran-
an masyarakat atau rakyat lokal, atau yang dikembangkan un-
tuk kepentingan masyarakat banyak. Blair dan Olpadwala
(1988) membedakan social forestry ke dalam dua komponen,
yaitu community forestry yang merupakan penumbuhan po-
hon-pohon oleh organisasi lokal (yang mungkin diprakarsai
pemerintah) pada bidang-bidang lahan umum (village com-
mons, lahan negara untuk beragam kegunaan/serbaguna). Ke-
dua, farm forestry terdiri dari pemilik-pemilik lahan yang
menanam pohon-pohon di lahan milik mereka. Dalam hal
ini status lahan (lahan umum atau lahan milik individu) dan
unit pengelolaan (organisasi, kelompok, atau individu) dija-
dikan dasar untuk membedakan praktek social forestry. Ber-
beda dengan Blair dan Olpadwala, Rao (1979) membedakan
praktek-praktek social forestry mencakup farm forestry (pena-
naman pohon-pohon di lahan pertanian), extension forestry
(penanaman pohon-pohon di luar lahan pertanian dan di luar
hutan lindung) misalnya di sempadan jalan raya dan rel kere-
ta api, dan urban forestry (penanaman pohon­pohon di perko-
taan). Dalam hal ini lokasi lahan dijadikan dasar untuk mem-
bedakan praktek social forestry.

Kirchhofer dan Mercer (1986:326) membedakan bentuk
social forestry berdasarkan keterlibatan masyarakat. Pertama,
community forestry (village based), dan national campaign.
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Kedua, program yang mensya-ratkan tindakan individual yang
mencakup penanaman pohon-pohon di lahan-lahan ‘sisa’ mi-
lik pribadi atau keluarga (seperti pekarangan) dan kontraktual.
Dalam hal community forestry, masyarakat secara kolektif meng-
ambil keputusan, menanggung berbagai biaya dan mengambil
manfaat. Biasanya penanaman pohon-pohon oleh masyarakat
dilakukan di lahan hutan negara. Contoh untuk ini dikembang-
kan oleh Departemen Kehutanan India melalui program social
forestry pada lahan kritis pada tahun 1970-an, di mana penge-
lolaannya ditangani oleh masyarakat sedangkan pihak peme-
rintah menyumbangkan bibit dan pembinaan teknis. Contoh
program social forestry secara kontrak antara lain program tum-
pangsari yang dikembangkan oleh Perum Perhutani di Jawa.

Wiersum (1987:136) memberikan tiga strategi umum social
forestry, yaitu (a) community or communal forestry, yaitu hutan
yang dikelola oleh masyarakat secara kolektif, dapat
dilaksanakan pada lahan komunal, lahan milik perorangan, mau-
pun lahan negara; (b) farm forestry, yaitu hutan yang dikelola
oleh individu atau perorangan, dapat dilaksanakan pada lahan
yang dikuasai oleh masyarakat secara kolektif, lahan milik per-
orangan maupun lahan negara; dan (c) publicly-managed fores-
try for local community development, yaitu hutan yang dikelola
oleh negara untuk pembangunan masyarakat lokal, yang dapat
dilaksanakan pada lahan komunal, lahan milik perorangan, mau-
pun lahan negara. Menurut konsepsi ini kegiatan tumpangsari
oleh Perum Perhutani di Jawa termasuk salah satu bentuk yang
ketiga, yaitu pengelolaan hutan oleh negara pada lahan negara.
Dari tiga strategi tersebut Wiersum memperjelas siapa penguasa,
pemilik dan penanggung jawab sumber daya (lahan dan pohon-
pohon), dan kedudukan aparat kehutanan.
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Dari beberapa konsepsi tersebut di atas, penggunaan istilah
community forestry selalu dikaitkan dengan tindakan pengam-
bilan keputusan dan milik atau penguasaan kolektif (komunal).
Sedangkan kata farm forestry lebih menunjuk pada tindakan
dan milik atau penguasaan perorangan (individual). Namun hal
ini kiranya masih kurang tepat karena kata community menun-
juk pada unit sosial, sedangkan farm menunjuk pada unit lahan.
Di samping itu, kata community tidak selalu berarti komunal
atau kolektif.

Penggunaan kata community forestry, social forestry, dan
participatory forestry jika dikaitkan dengan latar belakang per-
masalahan dan perkembangan pemikiran selanjutnya menun-
jukkan kesamaan maksud: menggeser paradigma pembangunan
kehutanan dari atas dan tersentralisasi menuju pembangunan
kehutanan yang mengutamakan kontrol dan keputusan dari
masyarakat lokal; mengubah sikap dan keterampilan rimbawan
dari “pelindung hutan” terhadap gangguan manusia menjadi
“bekerja bersama” masyarakat (Noronha dan Spears. 1985:228;
Gilmour dan Fisher, 1991:8; dan Rao, 1992:23). Pardo (1995:20)
menyebutkan pada tahap akhir perkembangan social forestry
adalah perubahan yang fundamental pada peranan pemerintah,
dari sebagai pengelola lahan (land managers) menjadi rimba-
wan penyuluh (extension foresters). Demikian pula Campbell
(1997) berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan dari “kehu-
tanan baru”, membutuhkan pergeseran konseptual yang funda-
mental dalam berfikir dan komitmen untuk mengembangkan
penyelesaian-penyelesaian dalam praktek pelaksanaan.

Campbell (1997) mengusulkan 20 langkah pergeseran yang
diperlukan untuk menuju kehutanan masyarakat, yaitu perubah-
an sikap dan orientasi, mekanisme institusional dan administra-
tif, dan metode manajemen (Tabel 2). Ohlsson dan Byron (1988)
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juga telah merumuskan perbedaan karakteristik antara state
forestry dengan community forestry, yang pada dasarnya sejalan
dengan Campbell.

Tabel. 1
Pergeseran Konseptual dalam

pengembangan Hutan oleh Komunitas

No Dari Menuju 
A. Sikap dan Orientasi 
1. Pengendalian Dukungan/fasilitas 
2. Penerima manfaat Mitra 
3. Pengguna Pengelola 

4. Pembuatan keputusan unilateral Partisipatif 
5. Orientasi penerimaan Orientasi sumberdaya 
6. Keuntungan nasional Orientasi keadilan lokal 
7. Diarahkan oleh rencana Proses belajar/evolusi 

B. Institusional dan Administratif 
8. Sentralisasi Desentralisasi 
9. Manajemen (perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring) oleh 
pemerintah 

Kemitraan 

10. Top Down Partisipatif/negosiatif 

11. Orientasi target Orientasi proses 
12. Anggaran kaku untuk rencana kerja 

besar 
Anggaran fleksibel dengan rencana 
mikro 

13. Aturan-aturan untuk menghukum Penyelesaian konflik 

C. Metode Manajemen
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Sumber: Campbell, 1997 dalam (Didik Suharjito,dkk:2000).

Salah satu definisi yang kiranya mencakup bagi maksud
dari istilah-istilah tersebut di atas adalah defini social fores-
try dari Tiwari (1983:7):

“Ilmu pengetahuan dan seni menumbuhkan pohon-pohon
dan atau vegetasi lain pada semua lahan yang tersedia, di
dalam dan di luar areal hutan tradisional, dan mengelola
hutan yang ada dengan melibatkan masyarakat secara intim
dan kurang lebih terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan lain,
untuk tujuan menghasilkan tataguna lahan yang seimbang
dan saling melengkapi untuk memberikan barang-barang
dan jasa-jasa secara luas kepada individu-individu mau-
pun masyarakat”.

Mengacu kepada definisi tersebut, praktek kehutanan ma-
syarakat dapat dilaksanakan pada lahan hutan tradisional,
yaitu kawasan hutan negara maupun lahan-lahan lainnya, se-
perti pekarangan, tegalan dan kebun. Vegetasi yang ditanam
adalah pohon-pohon dan atau tanaman pertanian lain dengan
pola agroforestri. Pengertian ini sejalan dengan Rao (1979) yang
membagi praktek-praktek social forestry mencakup farm fo-
restry, extension forestry, dan urban forestry. Namun Rao tidak

C. Metode Manajemen 
14. Kaku Fleksibel 

15. Tujuan tunggal Tujuan ganda/beragam 
16. Keseragaman Keanekaragaman 
17. Produk tunggal Produk beragam 

18. Menu manajemen yang tetap dengan 
aturan silvikultur tunggal 

Beragam pilihan aturan silvikultur 
untuk spesifik lokasi 

19. Tanaman Regenerasi alam 
20. Tenaga kerja/buruh/Pengumpul Manajer/pelaksana/pemroses/ 

pemasar 
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menyebutkan bagaimana mengelolanya, apakah ditangani
pemerintah, masyarakat, atau individu; dan tidak disebutkan
pula bagaimana pembagian tugas dan hasilnya. Meskipun tidak
menyebutkan masyarakat sebagai pemegang kontrol seperti
yang didefinisikan oleh Gilmour dan Fisher (1991), Tiwari
menekankan keterlibatan masyarakat secara intim dan tujuan-
nya untuk menyediakan barang dan jasa bagi perorangan atau
masyarakat yang lebih luas (Suharjito,dkk., 2000).

Dari konsepsi-konsepsi social forestry/community forestry
yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik suatu pengertian
bagi praktek kehutanan masyarakat, yaitu sistem pengelolaan
hutan yang dilakukan oleh individu, komunitas, atau kelom-
pok, pada lahan negara, lahan komunal, lahan adat atau lahan
milik (individual/rumah tangga) untuk memenuhi kebutuhan
individu/rumahtangga dan masyarakat, serta diusahakan seca-
ra komersial ataupun sekedar untuk subsistensi (Suharjito,
dkk., 2000).

Definisi ini dapat dipandang lebih dinamis sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat. Pola pengembangan
teknologi dan organisasi sosial praktek kehutanan masyarakat
yang bertujuan untuk subsistensi akan berbeda dengan yang
bertujuan komersial. Definisi ini meskipun lebih menekankan
kehutanan masyarakat pada kegiatan pengelolaan hutan, na-
mun akses masyarakat dalam aktivitas pengolahan hasil hutan
juga tidak boleh diabaikan.

Dalam implementasinya SF yang dikembangkan oleh
Dephut dibatasi oleh rambu-rambu yaitu bahwa SF tidak
merubah status dan fungsi hutan. SF juga tidak berbicara ten-
tang pemberian hak kepemilikan (ownerships tenurial) terha-
dap kawasan hutan, tetapi hanya hak pengelolaan hutan (right
to manage). Kepemilihan hutan masih dipegang penuh oleh
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negara seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 33 bah-
wa sumberdaya alam dikuasi oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kawasan atau wilayah
yang dicadangkan untuk SF adalah sebagian dari: 1) kawasan
pemberdayaan masyarakat yang dibina oleh Dirjen RLPS (hu-
tan lindung, hutan produksi, dan hutan rakyat); 2) areal HPH,
HTI, BUMN aktif (kerja sama BUMN/BUMS/BUMD dengan
masyarakat lokal di hutan produksi); 3) aeral eks HPH, eks
HTI (hutan produksi); 4) kawasan konservasi (pemberdayaan
masyarakat di kawasan penyangga dan areal pemanfaaatan);
dan 5) kawasan hutan yang dikembangkan melalui iniistif local
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini HKm
masuk dalam skema yang kelima yaitu hutan yang dikembang-
kan melalui inisiatif lokal sesuai dengan peraturan yang ber-
laku. Kemudian munculnya hutan kemasyarakatan yang pada
dasarnya merupakan pemberian kepercayaan dan kesempatan
kepada masyarakat setempat untuk mengelola hutan secara
lestari dan madiri dalam upaya peningkatan kesejahteraan (Dep
Hut; 2001). Dimana ide ini muncul dalam perkembangan wa-
cana hutan harus mampu mensejahterakan masyarakat, atau
hutan memiliki fungsi sosial (sosial forestry/SF) dan sekaligus
dimulai munculnya pandangan tentang hutan harus dapat
mensejahterakan dan memberikan akses terhadap komunitas
sekitar hutan. Ide ini dikenal sebagai community forestry (CF).

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pelibatan
masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan pemerintah
terus mengupayakan pelaksanaan desentralisasi sumber daya
hutan atau otonomi daerah sumber daya hutan dalam payung
sosial forestry karena dianggap dan diyakini dapat menyele-
saikan berbagai persoalan sumber daya hutan yang kronis.
Padahal anggapan ini belum sepenuhnya benar karena belum
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ada bukti yang menyeluruh di lapangan, hanya berupa model-
model pengelolaan yang berbasis masyarakat sebagai bukti
kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya hutan seperti
Repong Damar Lampung, dsb. Termasuk adanya usaha-usaha
pembuatan model pengelolaan yang berbasis masyarakat, se-
perti hutan rakyat, hutan desa, dll. Model-model tersebut
setidaknya dapat menjadi acuan dan replikasi bahwa desen-
tralisasi PSDH yang intinya adanya pemberdayaan masyara-
kat dalam mengelola hutan dapat, dapat mengatasi problema
kehutanan masa kini dan masa datang. Dari sekian alternatif
tersebut ada yang telah berumur 9 tahun yaitu pengembangan
hutan kemasyarakatan (HKm) (Sepsiaji dan Fuadi, 2004).

Jadi jelas bahwa program hutan kemasyarakatan merupa-
kan program yang dikembangkan dalam rangka penjembatan-
an penguasaan hutan oleh negara dan rakyat kemudian dila-
kukan pengembangan hutan dengan melakukan pelibatan ko-
munitas atau kelompok sekitar hutan. Program ini dititikbe-
ratkan pada semangat peningkatan pendapatan komunitas se-
kitar hutan yang pada akhirnya kemudian mampu meningkat-
kan kesejahteraan penduduk. Walaupun sebenarnya yang ti-
dak kalah pentingnya adalah bahwa program ini harus tetap
memperhatikan ketahanan dan kelestarian dari ekosistem hu-
tan.
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Kondisi yang memungkinkan untuk pengelolaan hutan
berkelanjutan salah satunya dilihat dari kebijakan yang men-
dukungnya. Dalam paparan ini dengan melihat kebijakan, ren-
cana serta kerangka pikir kelembagaan yang konduktif untuk
pengelolaan hutan berkelanjutan. Kebijakan dalam hal ini ada-
lah berkaitan dengan produk peraturan perundangan yang
dikeluarkan pemerintah dan upaya pengaturan operasional-
nya dalam implementasi (Suharjito,dkk.,2000). Produk per-
undangan yang berorientasi pada komunitas maupun masya-
rakat ini yang kemudian akan dilihat. Orientasi dari kebijakan
ini dapat dilihat sebagai acuan tentang seberapa besar konsen
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Termasuk dalam hal ini kebijakan pemerintah dalam pengelo-
laan SDH. Lebih fokus dalam kebijakan hutan kemasyarakatan.

Gejala kegagalan dunia kehutanan di Indonesia yang me-
nyimpan banyak pertanyaan mulai memuncak dan tampak
jelas setelah tumbangnya Orde Baru. Kegagalan ini menunjuk-
kan pola kebijakan yang diterapkan pemerintah Orde Baru.
Pola ini bukan berarti terbenam bersama Orde Baru karena
masa reformasi juga telah memberi peluang yang lebih besar
kepada masyarakat lokal untuk meniru pola-pola yang dikem-
bangkan pemerintahan Orde Baru.

BAB III
KEBIJAKAN HKm DI INDONESIA
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Mereka ikut menebang kayu di hutan tanpa kendali. Illegal
logging telah menjadi kata-kata dalam keseharian tanpa
penyelesaian. Bahkan di beberapa tempat, pemberantasan ille-
gal logging berarti telah menutup mata pencaharian masyara-
kat lokal. Bangsa ini akan menghadapi suatu bentuk kejahatan
yang sudah mengakar dan membudaya. Hutan yang rusak di
Indonesia kemudian dipandang sebagai akibat kesalahan da-
lam paradigma pengelolaan atau pemanfaatan hutan.

Selama ini, fokus pengelolaan hutan di Indonesia secara garis
besar murni melihat hutan sebagai fisik yang kurang dinamis.
Hutan lebih dilihat sebagai kumpulan kayu atau pohon bagaikan
benda mati yang tidak bergerak. Hutan dilihat sebagai sumber
daya alam yang bisa dieksploitasi untuk pemenuhan industri.
Faktor kepentingan ekonomi lebih menjadi titik berat dibanding
faktor konservasi atau pun kelestarian sumber daya hutan.

Hutan dilihat sebagai sesuatu yang sederhana. Hutan lebih
dilihat dari nilai kayu yang mampu menghasilkan uang. Hutan
tidak dilihat sebagai sesuatu yang lebih kompleks. Sebagai
contoh sederhana yaitu faktor manusia di sekitar hutan selama
ini lebih banyak terabaikan, fauna merana, keanekaragaman
hayati terancam musnah (Sepsiaji dan Fuadi, 2004).

Share of benefit tidak berjalan secara proposional dan
transparan. Daerah-daerah penghasil sumber daya alam yang
sangat besar dan penyumbang besar devisa negara hanya da-
pat “bantuan” dalam jumlah yang sangat kecil4.

4 Bantuan merupakan istilah penyaluran dana dari pusat ke daerah pada era
Orba. Dalam UU 22/1999 istilah ini sudah berubah menjadi dana perim-
bangan antara pusat dan daerah. Hanya saja dalam UU ini masih memakai
istilah ini yaitu bantuan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah
desa yang berupa bagian dari perolehan pajak dan restribusi daerah dan
bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
oleh pemerintah kabupaten.
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Ketidakadilan inilah yang dapat menyulut konflik berke-
panjangan antara pusat dan daerah. Konflik yang tak kunjung
selesai antara pusat dan daerah seperti yang terjadi di Aceh
(NAD) dan Papua. Semua disebabkan karena daerah dikuras
sumber dayanya tetapi masyarakat daerah tersebut hidup da-
lam ketidakadilan dan kemiskinan. Lahirnya desentralisasi
diharapkan menjadi solusi dan “pelipur lara” supaya negeri
ini tetap utuh. Desentralisasi juga dimaksudkan untuk me-
numbuhkan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik dalam
mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangun-
an dan penyelenggaraan negara. Kemandirian yang penuh ini-
siatif dari masyarakat sangat dituntut dalam desentralisasi
(Sepsiaji dan Fuadi, 2004).

Kebijakan otonomi daerah bukan hanya sebatas masalah
pemerintahan, tetapi juga berarti desentralisasi pengelolaan
sumber daya alam. Dengan kata lain, prinsip-prinsip yang
tertuang dalam kebijakan desentralisasi menjadi acuan dalam
pengelolaan sumberdaya alam termasuk pengelolaan sumber
daya hutan. Memasuki Orde Reformasi, sistem desentrali-
sasi terus merangkak perlahan dengan dibukanya “akses” ke-
leluasaan pemerintahdaerah untuk menyelenggarakan kewe-
nangan pemerintahan pada bidang tertentu. Penyelenggaraan
kewenangan tersebut termasuk pengelolaan sumber daya alam
(PSDA) yang dalam konteks ini khususnya pengelolaan sumber
daya hutan (PSDH), secara nyata sangat diperlukan (Sepsiaji
dan Fuadi, 2004).

Penyelenggaraan negara khususnya dalam pembangunan
kehutanan Indonesia tidak terlepas dari dua sistem yang sa-
ling bertentangan yaitu sistem yang bersifat sentralistik dan
desentralistik. PSDH yang sentralistik pernah jaya pada masa
Orde Baru. Seiring berjalannya waktu dan perubahan pemi-
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kiran, sistem yang sentralistik tidak lagi populer dan berang-
sur-angsur ditinggalkan. Hal ini karena sistem ini lebih meni-
tikberatkan pada kebijakan pengelolaan hutan yang terpusat,
tidak transparan, dan tidak partisipatif, serta “terlalu” eks-
ploitatif terhadap sumber daya hutan. Hal ini dibuktikan pa-
da era sentralisasi tersebut telah banyak mewarisi persoalan
kronis yaitu berupa kerusakan hutan yang tidak dapat terben-
dung lagi (deforestasi). Laju kerusakan yang terjadi mencapai
angka 1,6 juta Ha/tahun (Dephut, 2002), bahkan laporan dari
Baplan Dephut menunjukkan angka yang mencengangkan,
yaitu 3,8 juta Ha/tahun.

Deforestasi dan degradasi hutan tersebut diakibatkan oleh
adanya illegal logging, perambahan hutan, kebakaran hutan,
HPH yang kurang termonitor, dan segudang permasalahan lain-
nya. Di sisi lain mata rantai korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN) sulit terputus. Keadaan ini memperparah keadaan dunia
kehutanan Indonesia. Walaupun sistem sentralisasi telah ter-
bukti mengakibatkan kerusakan yang tidak sedikit, tetapi era
desentralisasi tidak secara otomatis dapat mengatasi keadaan
tersebut. Desentralisasi di beberapa kasus bahkan memperce-
pat laju kerusakan hutan. Pemberian Izin Pemungutan Hasil
Hutan Kayu (IPHHK) seluas 100 hektar yang terjadi di beberapa
kabupaten di Kalimantan Timur misalnya, justru menjadi fak-
tor yang berperan besar dalam percepatan laju deforestasi itu
sendiri. Hal ini karena mereka masih mengedepankan paradig-
ma timber management yang berfokus pada hasil hutan kayu
(Fuadi dan Rahman, 2004).

Pergeseran dalam paradigma pembangunan dari pendekat-
an pembangunan yang tersentralisasi dan top down menuju
pendekatan pembangunan partisipatif memberikan imbas juga
kepada pembangunan kehutanan, dari kehutanan industrial
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(konvensional) menuju kehutanan yang berbasiskan masyara-
kat. Dalam kepustakaan terdapat beberapa istilah yang digu-
nakan secara bergantian, saling melengkapi, atau bahkan ter-
tukar, yakni communiy forestry, social forestry, participatory
forestry, farm forestry, agroforestry, dan lain-lain (Suharjito,
dkk., 2000). Perkembangan wacana serta gagasan ini mendo-
rong pula dalam implementasi kebijakan negara. Kebijakan
yang muncul kemudian mencoba memfasilitasi serta mem-
buka akses SD hutan terhadap masyarakat. Kebijakan yang
muncul dalam memfasilitasi peran masyarakat dikeluarkan-
nya kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

A. Kebijakan Pemerintah Pusat

SK Menhut No. 622/Kpts-II/1995
Berbicara tentang HKm tidak terlepas dari sejarah perja-

lanan kebijakan di tingkat pusat (Departemen Kehutanan). Per-
tama kali kebijakan HKm dicanangkan pemerintah sebagai sa-
lah satu proyek nasional pada tahun 1995. Kebijakan di masa
menteri DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO dimulai de-
ngan dikeluarkannya SK Menhut No. 622/Kpts-II/1995. Dalam
SK Menhut No. 622/1995 tersebut pada prinsipnya HKm dile-
takkan dalam kerangka perizinan dalam pemanfaatan hutan
dan hak masyarakat dibatasi pada rehabilitasi hutan serta pe-
manfaatan hasil hutan non kayu. Pada perkembangannya, HKm
telah menjadi salah satu instrumen pembangunan kehutanan
versi pemerintah yang diakui sebagai model pembangunan
kehutanan berbasis masyarakat.

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 622/95 Peme-
rintah memberikan batasan mengenai hutan kemasyarakatan.
Disebutkan pada pasal 1 antara lain bahwa:
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(1) Hutan Kemasyarakatan adalah sistem pengelolaan hutan
berdasarkan fungsinya dengan mengikutsertakan masya-
rakat.

(2) Areal Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan hutan yang
ditetapkan untuk kegiatan Hutan Kemasyarakatan.

(3) Peserta adalah orang yang sumber kehidupannya dari
hutan atau kawasan hutan secara sukarela berperan aktif
dalam kegiatan Hutan Kemasyarakatan.

(4) Hasil hutan dari Hutan Kemasyarakatan adalah komoditi
hasil hutan bukan kayu.

Dengan redaksi “mengikutsertakan”, Kepmenhut di atas
jelas memposisikan masyarakat pada kondisi marjinal dan ti-
dak memberikan konsekuensi bahwa pengelolaan didasarkan
pada pendekatan partisipatif. Bahkan tampak jelas bahwa ma-
syarakat ditempatkan tak lebih hanya sebagai objek, yang ditun-
jukkan terutama oleh kedudukan masyarakat yang tidak setara
atau proporsional dengan Pemerintah. Bagian lain pasal ini
juga mengatur pembatasan hasil hutan, yakni hanya hasil hu-
tan bukan kayu. Pengaturan ini jelas diskriminatif, karena tidak
memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengelola dan
memanfaatkan hasil hutan lainnya, terutama kayu. Demikian
pula pada pasal 9 terdapat corak diskriminatif yang sangat
jelas, di mana peserta kegiatan hutan kemasyarakatan hanya
berhak untuk memungut dan memanfaatkan hasil hutan bukan
kayu.

Kekurangan yang lain adalah masyarakat hanya menjadi
pelipur lara serta tukang penanamaam hutan. Karena lahan
yang diikutkan dalam program ini hanya lahan yang kritis bah-
kan sudah rusak. Bisa dilihat dengan jelas bahwa masyaarakat
hanya diberi hak mengelola hutan tetapi tak dapat menikmati
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hasilnya. Kondisi mengikutsertakan masyarakat bagaikan pe-
merintah memberi gula-gula bagi rakyat yang ingin diikutser-
takan dalam pengelolaan SD hutan mungkin sebuah gula-
gula pahit (sebuah catatan dari diskusi dengan San Afri) dibe-
rikan ketika negara sudah kehabisan sumber dayanya untuk
melakukan reboisasi, tetapi adanya tuntutan rakyat untuk di-
libatkan maupun membuka akses hutan. Sebuah keadaan yang
sangat menguntungkan pemerintah seolah berbuat baik tetapi
sungguh membodohi rakyatnya.

Walaupun dari sisi ekologi ide untuk “memanfaatkan” atau
mengikutsertakan rakyat untuk mereboisasi hutan patut
dicatat. Ide untuk membuka akses hutan bagi masyarakat seki-
tar hutan nampak baik. Masyarakat digalakkan dalam program
penanaman hutan kritis diharapkan mampu menghijaukan hu-
tan. Dari sisi ini negara dapat menghemat biaya sedangkan
rakyat pun dilibatkan. Poin yang lain negara dapat memetik
hasilnya dengan mudah terutama tanaman kerasnya. Ini dapat
dilihat dalam pasal selanjutnya sebagai berikut.

KepMenhut 622/95 Pasal 9
Peserta kegiatan Hutan Kemasyarakatan berhak untuk me-
mungut dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu di da-
lam areal kerjanya sesuai dengan yang ditetapkan dalam
perjanjian dan berdasarkan ijin pemungutan yang diterbit-
kan oleh instansi kehutanan yang berwenang.

Di dalam pasal ini sekaligus memperlihatkan kebijakan
yang cenderung top-down alias tidak partisipatif karena tidak
melibatkan peserta HKm. Masih dalam pasal tsb, Dimana
masyarakat tidak dapat menentukan jenis tanaman yang pa-
ling produktif bagi mereka, tetapi justru tanaman ditentukan
pemerintah yang tentunya paling produktif bagai negara. Juga
dalam pasal lain Pasal 6 tentang penunjukan peserta nampak
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juga kebijakan yang top down. Karena penunjukan peserta
tidak transparan karena dalam pelaksanaannya penentuan ini
lebih diserahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan atas usul
Kepala Desa atau Ketua Kelompok, atau Pengurus Koperasi yang
bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Desa (Suharjito,
dkk., 2000).

KepMenhut 622/95 Pasal 6
(1) Peserta kegiatan Hutan Kemasyarakatan dapat berupa

perorangan, kelompok atau koperasi.
(2) Penunjukkan perorangan, kelompok atau koperasi se-

bagai peserta kegiatan Hutan Kemasyarakatan dilaku-
kan oleh Kepala Dinas Kehutanan Dati I berdasarkan
usulan Kepala Desa atau Kelompok, Pengurus Kope-
rasi yang bersangkutan diketahui oleh Kepala Desa.

(3) Peserta yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) membuat dan menandatangani Perjanjian de-
ngan Instansi Kehutanan di Daerah mengenai keikut-
sertaan di dalam kegiatan Hutan Kemasyarakatan ser-
ta kesanggupannya untuk mentaati segala ketentuan
yang berlaku.

(4) Contoh/model perjanjian ditetapkan oleh Direktur Jen-
deral Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan.

Dari berbagai ketentuan tersebut tampak pula bahwa hutan
kemasyarakatan dibangun bukan dengan proses self interest
suatu komunitas masyarakat untuk mengelola hutan. Dengan
kondisi seperti ini posisi tawar masyarakat jelas sangat inferior.

SK Menhut No. 622/1995 dari sisi ekologi mungkin me-
miliki sedikit kelebihan dimana HKm diletakkan pada kawasan
hutan lindung yang kritis. Dalam salah satu bagian SK ini dapat
dilihat bahwa KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN HU-
TAN KEMASYARAKATAN mencantumkan sebagai berikut.
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KepMenhut 622/95 Pasal 3
(1) Kawasan hutan yang dapat dilaksanakan kegiatan Hu-

tan Kemasyarakatan adalah kawasan hutan dengan
fungsi hutan lindung yang kritis dan perlu direhabi-
litasi dan/atau hutan produksi.

Dari keputusan ini pemerintah mencoba memasukkan
nilai ekologi. Nilai yang coba dikembangkan oleh negara de-
ngan melaksanakan rehabilitasi terhadap hutan.

Pemerintah melakukan penanaman kembali sekaligus me-
lakukan revitalisasi hutan kembali. Dukungan pemerintah
terhadap kebijkan yang sadar ekologis ini nampak pula dalam
pasal yang lain, yaitu,

KepMenhut 622/95 Pasal 3
(2) Kegiatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimak-

sud dalam ayat (1) mulai dari perencanaan, penanam-
an, pemeliharaan, perlindungan, pemungutan, peng-
olahan, dan pemasaran.

Nampak sebuah kebijakan yang mencoba memiliki kesa-
daran ekologi dan ini juga nampak dari kewajiban para peserta
untuk memiliki kesadaran ini. Dilihat dari aturan berikutnya,

KepMenhut 622/95 Pasal 11
Peserta Hutan Kemasyarakatan mempunyai kewajiban
untuk:
a. Terlibat secara langsung dalam proses penyusunan

rencana pengusahaan
dan pelaksanaan kegiatan Hutan Kemasyarakatan

b. Menjaga keamanan di dalam dan di sekitar Hutan Ke-
masyarakatan.

c. Memperbanyak tanaman dengan pengkayaan tanam-
an dan penanaman pada lahan-lahan yang kosong de-
ngan jenis pohon serbaguna/tanaman kehidupan.
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d. Melakukan penataan batas areal kerjanya sesuai de-
ngan yang telah
disetujui yang dituangkan dalam perjanjian.

e. Menjaga, mencegah dan mengambil segala tindakan
dalam pengendalian kebakaran hutan.

f. Menjaga dan mencegah kerusakan pohon-pohon ser-
ta hasil hutan lainnya di dalam areal Hutan Kemasya-
rakatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung ja-
wab dan/atau oleh ternak atau yang lainnya.

Dan ini juga didukung dengan fasilitasi maupun dukung-
an pemerintah dalam program ini. Dukungan dalam hal dana
maupun dukungan dalam bidang peningkatann kapasitas ang-
gota kelompok. Ini terlihat dalam aturan,

KepMenhut 622/95 Pasal 12
Biaya untuk kegiatan Hutan Kemasyarakatan dibebankan
kepada Pemerintah

KepMenhut 622/95
BAB X BIMBINGAN, PENGENDALIAN, PENGAWSAN
DAN PEMBINAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Dari beberapa pasal diatas kebijakan yang dikembangkan
memang seolah nampak pemerintah sadar ekologi. Kesadaran
ini dilihat pula dari adanya dukungan keuangan maupun fasi-
litasi yang lain. Masyarakat yang tergabung dalam HKm dapat
meminta pelatihan dari dinas.

Penting perlu dicatat bersama SK Menhut No. 622/1995
sebagai instrumen pemerintah dalam model pengelolaan hu-
tan berbasis masyarakat ternyata mengandung beberapa kele-
mahan. Pertama, bahwa dalam HKm, masyarakat hanya di-
ikutkan dalam mengelola hutan, tidak secara bersama-sama
dengan kedudukan setara bersama pemerintah dalam menge-
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lola hutan. Kedua, cenderung diskriminatif, pengelolaan hu-
tan oleh masyarakat lokal hanya pada hasil non kayu saja. HKm
dalam konsep ini hanya dapat dilaksanakan pada hutan
lindung yang kritis dan perlu direhabilitasi, bukan hutan lin-
dung yang masih baik. Ketiga, tidak transparan karena hanya
didasarkan penunjukkan Kepala Dinas Kehutanan setempat,
atas usul dari kepala desa dan pengurus koperasi, tanpa me-
libatkan masyarakat dengan cara partisispatif. Bentuk perjan-
jian kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah timpang
dan sepihak, banyak kewajiban dibebankan pada masyarakat
tetapi tidak pada pemerintah. Sementara di pihak pemerintah
dapat membatalkan izin dengan sepihak5. Keempat, memiliki
kesadaran ekologis dalam dukungan finansial dan kebijakan.
Kelima, kebijakan ini memiliki nilai terobosan dalam meng-
gerakkan rakyat demi partisipasi sekaligus eksploitasi.

SK Menhut No. 677/1998
Kebijakan HKm ini tidak bertahan lama seiring dengan per-

ubahan kebijakan kehutanan di Departemen Kehutanan. Ke-
bijakan HKm telah mengalami perubahannya. Perubahan per-
tama yaitu menjadi SK Menhutbun No. 677/Kpts-II/1998.
Kebijakan yang dibuat semasa pejabat menterinya Dr. Ir. MU-
SLIMIN NASUTION. Keluarnya membawa angin segar bagi ma-
syarakat karena ada kandungan dalam SK tersebut yang menun-
jukkan kemajuan substansi dibanding dengan SK sebelumnya.

Kemajuan secara substasi antara lain pertama, yaitu ten-
tang pengaturan cakupan areal HKm yang tidak hanya di hutan
produksi tetapi juga mencakup di hutan lindung. Ini dapat
dilihat dalam,

5 Lihat Warta FKKM Edisi Oktober 1998 Vol. 1 No 5
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KepMenhut No. 677/1998 Pasal 4 ayat
(1) Kawasan hutan yang dapat dijadikan areal hutan

kemasyarakatan adalah kawasan hutan produksi, hu-
tan lindung dan kawasan pelestarian alam pada zona-
si tertentu, yang tidak dibebani hak-hak lain di bi-
dang kehutanan.

Kedua, Kemajuan yang muncul dilihat darikejelasan hak
pakai atau pengelolaan hutan. Masyarakat sebagai pengelola
diberi hak kelola selama 35 Tahun. Sebuah kejelasan yang cu-
kup menyenangkan bagi penggelola. Mereka memilki hak ke-
lola yang jelas tanpa ketakutan sampai kapan kelola berakhir.
Walaupun hak mereka dapat dicabut sewaktu-waktu oleh men-
teri, tetapi kejalasan waktu terhadap hak kelola cukup melega-
kan. Dari sisi subtansi ini jelas dapat mendukung keberlanjutan
ekologi maupun konservasi hutan. Ini dapat dilihat dalam

KepMenhut No. 677/1998 Pasal 5 ayat
(4) Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan diberikan

untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun.

Ketiga, Dibentuknya Rencana Induk Pengusahaan Hutan
Kemasyarakatan (RIPHKm) yang merupakan rencana induk
pengusahaan hutan kemasyarakatan. Pemebentukannya disu-
sun untuk satu periode jangka waktu Hak Pengusahaan Hutan
Kemasyarakatan. Dalam penyusunan ini mencoba melibatkan
pihak luar seperti LSM, dan perguruan Tinggi. Sebuah ide
yang menyadari arti pentingnya peran serta rakyat dan sadar
gagasan partisipasi. Gagasan ini dapat dilihat dalam,

KepMenhut No. 677/1998 Pasal 6 ayat
(2) RIPHKM disusun oleh pemegang hak dengan pembi-

naan dari Kepala Kantor Wilayah, yang dapat dibantu
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oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Pergu-
ruan Tinggi,

Keempat. hasil hutan yang dapat dipungut masyarakat
tidak hanya non kayu (hasil di bawah tegakan dan manfaat
lingkungan lainnya), tetapi juga hasil hutan kayu. Memberi-
kan kesempatan yang lebih luas kepada mayarakat menikmati
hasil pokok yaitu kayu. Sebuah hasil hutan yang selama ini
hak preogratif negara dan masyarakat hanya sebagai penon-
ton,

Dan yang Kelima, Ide tentang ekowisata, dimana hutan
dapat dimanfaatkan dalam bentuk taman rekreasi. Masyarakat
dikenalkan bahwa hutan bukan hanya memiliki fungsi ekono-
mi dari hasil kayu dan non kayu tetapi huntan punya fungsi
ekologi. Bahkan ekologi dapat menghasilkan uang. Kesadaran
ekologi ternyata dapat menghasilkan uang juga. Ide keempat
serta kelima dapat dilihat dalam,

KepMenhut No. 677/1998 Pasal 7 ayat
(2) Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan pada kawasan

hutan produksi dilaksanakan dengan cara mengusa-
hakan hasil hutan non kayu dan komoditi lainnya
serta jasa rekreasi lingkungan, baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk diusahakan, yang
meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, perlin-
dungan, pengamanan, pemungutan dan pemasaran
yang berpedoman pada azas kelestarian.

(3) Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan pada kawasan
hutan lindung dilaksanakan untuk pengusahaan hu-
tan non kayu dan jasa rekreasi, baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk diusahakan.

(4) Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan pada kawasan
pelestarian alam dilaksanakan untuk mengusahakan
jasa rekreasi, pemanfaatan serta penangkaran satwa
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dan tumbuhan liar dengan tetap memperhatikan per-
lindungan sumberdaya alam hayati dan ekosistem-
nya.

SK Menhut No. 31/ 2001
Tiga tahun kemudian terjadi perubahan lagi atas kebijak-

an ini, tepatnya pada tanggal 12 Februari 2001 Menteri Kehu-
tanan DR NUR MAHMUDI ISMAIL mengeluarkan keputus-
an bernomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan HKm.
Salah satu alasan dikeluarkannya dua surat keputusan sebe-
lumnya, yakni SK Menhutbun No. 677/1998 dan No. 865/1999,
dianggap tidak sesuai lagi dengan UU No. 41/1999 (Konsideran
Menimbang huruf c). Untuk itu di bawah payung SK Menhut
No. 31/2001, Departemen Kehutanan mengelola sebuah proyek
HKm di 10 provinsi. Dalam beberapa tahun, proyek ini telah
melakukan langkah-langkah persiapan (pemetaan wilayah dan
penyiapan masyarakat) sampai akhirnya menghasilkan 13
usulan pencadangan dari 13 kabupaten. Kabupaten Gunung
Kidul adalah satu di antaranya. Hanya saja sampai sekarang
SK Menteri Kehutanan tentang pencadangan HKm tersebut
tak kunjung datang.

SK Menhut No. 31/ 2001 yang konsiderannya mengacu
pada UU No 22/1999, oleh sebagian kalangan kebijakan ini
dipandang dapat menjadi peluang besar implementasi desen-
tralisasi pengelolaan sumberdaya hutan. SK ini memuat ten-
tang kewenangan Bupati untuk memberikan izin kepada ke-
lompok masyarakat dalam pengelolan HKm; posisi pemerin-
tah kabupaten (Pemkab) untuk proaktif dalam memfasilitasi
masyarakat; partisipasi masyarakat, memperjuangkan keadil-
an ekonomi (share of benefit); dan pemberdayaan masyarakat
(empowering) dalam mengelola sumber daya hutan secara
lestari.
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Prinsip dasar yang menjadi salah satu pertimbangan dalam
pengembangan HKm adalah masyarakat sebagai pelaku utama.
Secara tersurat dalam KepMenhut No. 31/2001 pasal 2 me-
nyatakan bahwa “HKm diselenggarakan dengan berazaskan
kelestarian fungsi hutan dari aspek ekosistem, kesejahteraan
masyarakat yang berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya
alam yang demokratis, keadilan sosial, akuntabilitas publik,
serta kepastian hukum”. Sedangkan Pasal 3 menyatakan “Pe-
nyelenggaraan HKm bertujuan untuk memberdayakan masya-
rakat setempat dalam pengelolaan hutan, dengan tetap men-
jaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dalam
rangka meningkatkan kesejahteraannya”.

Penyelenggaraan HKm pada hakikatnya merupakan proses
berbagi peran dan tugas antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah dan masyarakat. Hal ini tertuang jelas dalam

KepMenhut Pasal 4 yang menyatakan bahwa ayat (1) 
“Ruang lingkup penyelenggaraan HKm meliputi pengaturan
tugas dan fungsi serta tanggung jawab pemerintah, pemerin-
tah daerah, dan masyarakat dalam aspek-aspek penetapan
wilayah pengelolaan, penyiapan masyarakat, perizinan,
pengelolaan, dan pengendalian”; serta (2) “Aspek-aspek pe-
nyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di-
laksanakan sebagai satu kesatuan mulai dari penetapan wila-
yah pengelolaan, penyiapan masyarakat, perizinan, pengelo-
laan, sampai dengan pengendalian”. Penyiapan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut merupakan upaya
untuk meningkatkan kesiapan kelembagaan masyarakat se-
tempat dalam pengelolaan HKm.

Perjalanan kebijakan HKm dengan mencermati ketiga ke-
bijakan menteri diatas mundul gambaran cukup kompleks.
Gambaran bahwa HKm masih nampak bias kekuasaan antara
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pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terjadinya
sebuah pelajaran tentang evolusi kekuasaan. Kebijkan yang
dibuat dengan semangat ini kentara ketika Penetapan kawasan
masih ditangan menteri. Pemerintah daerah cenderung hanya
jadi penonton semata.

Penetapan kebijakan ini memang ada sebuah proses evo-
lusi kebijakan. Proses evolusi yang nampak kentara adalah
semakin kuatnya kewengan Bupati dalam hal ini pemerintah
Kabupaten atau Kota dalam mengelola HKm. Pemerintah ka-
bupaten/kota semakin diberi kewenangan untuk mendukung
pengelolaan Hutan ini. Evolusi kebijakan dari ketiga ketetapan
menteri dapat dilihat dari tabel berikut:

No Substansi 
SK Menhut 

No. 622/1995 
SK Menhut 

No. 677/1998 
SK Menhut 
No. 31/2001 

1 Kawasan 
yang digarap 

Hutan lindung yang kritis 
atau rusak dan hutan 
produksi Hutan non HPH 
(Psl 3,1) 

Hutan lindung yang dan 
hutan produksi Hutan non 
HPH (Psl 4,1) 

Luas karena semua 
hutan negara (Psl 1,1) 

2 Pemberi Izin Menteri dari usul KanWil 
atau Dinas TK I (Psl 3,4) 

Menteri usulan dari 
Kanwil dengan 
rekomendasi Gubernur 
(Psl 4,3) 

Bupati ( Psl 1, ayat3 
dan 4) 
 

3 Peserta HKm Perorangan, kelompok 
dan koperasi (Psl 6,1) 

Koperasi (Psl 5,1) Kelompok dan 
Koperasi (Psl 11 dan 
17) 

4 Hak Peserta *Lahan per orang 4 ha 
(Psl 8) 
*Hasil Hutan Non kayu 
(Psl 9) 

*Hak Kelola 35 Tahun 
(Psl 5,4) 
*Hasil berbeda tiap jenis 
hutan; Hasil Kayu, dan 
non kayu khusus hutan 
produksi(Psl 7,2); pada 
hutan lindung hasil non 
kayu serta jasa rekreasi 
atau ekowisata (Psl 7,3) 

*Hak Kelola 25 
Tahun (Psl 20) 
*dua jenis izin 
sementara selama 3-5 
tahun untuk 
kelompok dan 
defenitif untuk 
koperasi (Psl 21) 
*Hasil Hutan kayu 
dan non Kayu (Psl 
1,2) 

 

Tabel 2
Evolusi Kebijakan HKm
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5 Kewajiban *Keamanan, penataan, 
pengolahan dan menjaga 
kawasan hutan (Psl 11)  
*Iuran HH non Kayu (Psl 
11) 

*penataan, pengolaham 
dan menjaga kawasan 
hutan (Psl 13)  
*Iuran HH(Psl 13) 

*penataan, 
pengolahan, 
rehabilitasi, menjaga 
kawasan hutan dan 
pemadaman 
kebakaran hutan (Psl 
46, 47 dan 55) 

6 Dana Pemerintah (Psl 12) Tidak jelas dari mana Dari kabupaten dan 
sumber lain (Psl 25) 

7 Pengawasan Dinas TK I dan TK II (Psl 
14,2) 

Kan wil (Psl 16) Pemerintah, Pem 
Prof, Pem Kab tetapi 
dominan di Pem Kab 
(Bab VI) dan 
Masyarakat dapat 
mengajukan gugatan 
(Psl 54) 

8 Penjabutan 
izin 

Dep Kehutanan (Psl 13,1) Menteri setelah ada 
peringatan 3 kali dari 
KanWil (Psl 15) 

Pem Kab (Psl 57, 2) 

9 Rentang 
kendali  

Dominasi Menteri paling 
menonjol 

Ada pendelegasiaan 
kewengan kepada KanWil  

Pendelegasian 
kewengan yang besar 
kepada Pem Kab 

10 Partisipasi Minim ada partisipasi dari 
pihak diluar departemen 

Terbuka partisipasi dari 
LSM,  PT (Psl 6,Psl 11) 

Terbuka partisipasi 
dari LSM,  PT dan 
bahkan masyarakat 
(Psl29;40. dan 54) 

11 Dukungan 
Pengetahuan 
Lokal   

Minim Ada (Psl 12) Ada (Psl 1 ayat1; 12 
ayat 3; 15 ayat 3, dll) 

 
Keterangan :
SK Menhut : Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Psl : Pasal, dalam kurung pasal kemudian ayat
Kan Wil : Kantor Wilayah
TK I : Dinas tingkat Provinsi
TK II : Dinas tingkat Kabupaten
Iuran HH : Iuran Hasil Hutan

Jelas bahwa sepanjang perjalanannya kebijakan pemerin-
tah pusat selalu mencari formula terbaru tetapi lemah dalam
implementasi. Kebijakan HKm dapat menjadi pelajaran tentang
inkonsistensi serta kegemaran negara membuat aturan. Aturan
seolah menjadi komuditi disatu sisi dan rakyat dalam sisi yang
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lain. Komoditi yang layak dipermainkan bahkan dibodohi. Ka-
lau tak mau disebut dikadali atau diakali semata oleh negara.

B. Kebijakan Pemerintah Daerah
Ketika kebijakan dan program Hutan Kemasyarakatan

(HKm) digulirkan ada harapan bahwa pelibatan masyarakat
sekitar dalam pengelolaan sumber daya hutan (PSDH) akan
meningkat secara signifikan. Dengan meyakini bahwa pelibatan
masyarakat sekitar hutan lebih mampu menjamin keamanan
dan kelestarian hutan, maka HKm menjadi salah satu solusi
untuk menekan laju deforestasi yang kian hari semakin tidak
tertangani. Partisipasi menjadi kata kunci dalam pelestarian
hutan karena kawasan hutan negara yang sangat luas tidak
mungkin bisa dimonitor dan diawasi oleh petugas Dinas Ke-
hutanan dan Perkebunan yang relatif terbatas jumlahnya. HKm
menjadi suatu terobosan yang menguntungkan banyak pihak
(win win solution) karena mempunyai prospek peningkatan
kesejahteraan masyarakat desa hutan dan membantu tugas
aparat dalam mengamankan hutan (Rahman, 2004).

Salah satu kawasan yang menjadi sasaran SK HKm ini
adalah hutan negara di Gunung Kidul. Areal hutan negara di
Gunung Kidul yang rusak cukup banyak. Ada sekitar 13.755
ha hutan negara di Gunung Kidul. Hutan ini belum diketahui
dengan pasti berapa prosentase hutan negara yang telah rusak.
Kerusakan ditengarai telah mencapai lebih dari 50% hutan ne-
gara di Gunung Kidul. Kerusakan ini disebabkan banyak faktor
baik dilihat dari faktor keterbatasan aparat yang bersangkutan,
masyarakat di sekitar hutan atau yang jauh dari hutan, keadaan
krisis ekonomi negara, dan tentu saja industri yang berkaitan
dengan kehutanan.
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Faktor-faktor ini sering bergerak menciptakan suasana
deforestasi secara berkaitan satu sama lain ataupun juga ber-
gerak sendiri-sendiri baik langsung maupun tidak langsung.
Faktor deforestasi yang bergerak secara langsung sebagai con-
tohnya adalah masyarakat sekitar hutan atau pun yang jauh
dari hutan dan melakukan pencurian kayu. Sedangkan faktor
yang bisa diasumsikan tidak secara langsung adalah industri
yang berbasis kehutanan telah ikut mendorong terjadinya de-
forestasi di Gunung Kidul. Pada hakikatnya faktor industrilah
yang paling kuat menjadi biang keladi atau penyebab defo-
restasi di Gunung Kidul pada umumnya.

Deforestasi hutan negara di Gunung Kidul terbesar dan
dengan frekuensi cepat dimulai pada tahun 1997 walaupun
sebelumnya juga telah mengalami deforestasi perlahan tapi
pasti. Deforestasi perlahan terjadi karena laju penebangan baik
legal maupun illegal di hutan negara yang pasti lebih cepat
daripada rehabilitasi hutan atau lahan. Sedangkan deforestasi
cepat disebabkan adanya krisis moneter di negeri ini. Krisis
moneter di Indonesia terutama ditandai dengan adanya nilai
tukar rupiah yang sangat lemah terhadap dollar. Sebagai aki-
batnya, eksportir mendapatkan keuntungan yang berlibat gan-
da karena adanya perbedaan nilai tukar mata uang terutama
terhadap dollar dalam perdagangan ekspor. Beberapa komodi-
tas ekspor terjadi “booming” yang salah satunya adalah komo-
ditas yang berasal dari industri kehutanan khususnya mebel
atau furniture. Krisis moneter telah mengakibatkan masyarakat
sekitar hutan yang terhimpit ekonominya beramai-ramai men-
jarah hutan yang mengakibatkan deforestasi.

“Booming” industri kehutanan khususnya mebel atau fur-
niture pada akhirnya menyebabkan peningkatan kebutuhan
kayu. Eskportir bersemangat untuk melakukan ekspor dan me-
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lakukan perluasan pasar ke negara-negara Eropa dan Amerika
untuk mendulang dollar. Eksportir mebel atau furniture men-
jadi kaya mendadak seiring dengan meningkatnya kebutuhan
kayu untuk memenuhi kebutuhan industri mebel yang ber-
orientasi ekspor. Apabila kita bersedia jujur, maka kebutuhan
akan kayu untuk industri tersebut banyak yang diperoleh
dengan cara legal maupun illegal yang disuplai dari berbagai
daerah. Adapun salah satu daerah menyuplai kayu adalah
Gunung Kidul. Suplai di Gunung Kidul bisa dikatakan ber-
sumber dari hutan rakyat dan juga hutan negara (Sepsiaji dan
Firman Fuadi, 2004).

Gunung Kidul pada akhir tahun 1997 dan 1998 atau pun-
cak masa krisis moneter menjadi penyuplai yang cukup besar.
Pada masa ini, masyarakat Indonesia secara umum dan juga
khususnya Gunung Kidul mengalami goncangan perekono-
mian. Sebagaimana orang asumsikan atau benar adanya bah-
wa masyarakat Gunung Kidul masih banyak yang miskin atau
masuk dalam program IDT (Inpres Desa Tertinggal), maka
pada masa krisis moneter secara logis bertambah berat beban
ekonomi yang ditanggung. Sebagai solusi dengan potensi
yang ada, maka memanfaatkan hutan negara dan juga hutan
rakyat untuk menutup atau meringankan beban ekonomi de-
ngan me-logging. Rakyat dengan sendirinya melakukan stra-
tegi adaptasi dengan melihat potensi dari lingkungannya sen-
diri maupun potensi yang ada di luar dirinya.

Ada permintaan yang tinggi dan ada kebutuhan ekonomi
yang mendesak sedangkan potensi ada di depan mata. Potensi
dapat diperoleh secara legal melalui hutan rakyat dan illegal
dapat melalui hutan negara. Sebagai akibatnya sejak akhir
tahun 1997, Gunung Kidul menyuplai kayu untuk untuk in-
dustri dengan kuantitas yang lumayan besar. Data yang diper-
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oleh pada tahun 2003, kayu yang keluar dari Gunung Kidul
tiap tahunnya mencapai kisaran 60 ribu kubik/tahun ke indus-
tri kayu di Klaten. Angka ini tentu saja bisa dikatakan kurang
akurat karena pada masa “booming mebel di Jepara” banyak
kayu dari Gunung Kidul yang juga dikirim ke Jepara.

Kayu dalam angka yang besar telah dikeluarkan dari Gu-
nung Kidul. Keadaan ini secara ideal memerlukan keseim-
bangan antara penebangan dan penanaman sehingga ada kon-
disi hutan yang lestari. Hutan rakyat dan hutan negara menja-
di sumber kayu di Gunung Kidul. Hutan rakyat tentu saja
tidak mengalami banyak permasalahan yang berkaitan dengan
sustainable kayu dan ekologinya, namun hal sebaliknya un-
tuk hutan negara. Rakyat atau masyarakat di Gunung Kidul
perlu diacungi jempol karena rakyat sudah membuktikan bah-
wa hutan rakyat mampu sustainable dengan cara kearifan lo-
kal dalam pengelolalaannya. Rakyat Gunung Kidul telah sadar
bahwa kayu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan pen-
ting untuk menopang kehidupan ekonomi. Kesadaran akan
kayu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi inilah yang men-
jadi penggerak masyarakat menjaga dan menanam tanaman
kayu di lahan milik secara berkelanjutan.

Kemudian munculnya Kebijakan HKm melalui SK Menhut
No. 31/Kpts-1I/2001 menjadi instrumen penting desentralisasi
karena memberikan kewenangan pemberian izin pengelolaan
HKm kepada Bupati/Walikota sebagaimana tersebut dalam
pasal 19 ayat 1. Jelas sudah bahwa HKm memenuhi kriteria
kebijakan yang tepat untuk mendorong proses desentralisasi
PSDH dan partisipasi masyarakat dalam PSDH yang diyakini
ampuh menahan laju deforestasi. Bagaimana HKm menjadi
prospek sumber pendanaan daerah yang jelas karena daerah
akan menerima bagian dari Provisi Sumber Daya Hutan, belum
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lagi jika ada kesepakatan bagi hasil antara masyarakat dan
Pemda dalam pengelolaan HKm.

Tetapi harapan itu harus benar-benar dijaga agar tidak
“layu sebelum berkembang” karena proses yang ditempuh
adalah sebuah jalan panjang. Sedikit kilas balik sejarah, sejak
keluarnya SK Menhutbun No.677/Kpts-11/1998 di Kabupaten
Gunung Kidul telah dilakukan kegiatan identifikasi dan in-
ventarisasi kawasan hutan negara untuk kegiatan HKm seluas
4.186 ha, meskipun penetapan pencadangan areal HKm ini
masih mengambang karena belum ada tanda tangan atau SK
Menteri Kehutanan yang mengatur. Hingga akhir Desember
tahun 2000 Kanwil Kehutanan DIY telah mengeluarkan 3 su-
rat izin awal kepada 3 kelompok tani di Gunung Kidul (Zain
Noor dalam Firman Fuadi, 2004).

Menyikapi perkembangan tersebut, Forum Komunikasi
Kehutanan Masyarakat Fasilitator Wilayah DIY (FKKM Fas-
wil DIY) melakukan studi untuk mengkaji permasalahan pe-
laksanaan kegiatan HKm di Gunung Kidul. Inisiasi yang dila-
kukan oleh FKKM Faswil DIY mendapatkan tanggapan yang
cukup positif dari berbagai stakeholder kehutanan di DIY.
Hasil studi tentang pelaksanaan HKm di Gunung Kidul yang
dipresentasikan dalam diskusi multipihak pada tanggal 25
Oktober 2001 mendapatkan banyak masukan yang dirumus-
kan dalam rencana tindak lanjut tentang advokasi kebijakan
dan pengorganisasian petani.

Proses ini dilanjutkan dengan diskusi multipihak pada
tanggal 10 November 2001 yang secara khusus membahas
tentang penyerahan kewenangan pengelolaan hutan di DIY.
Diskusi terakhir ini mengamanatkan kepada FKKM Faswil
DIY untuk memfasilitasi dengan pendapat (public hearing)
dengan DPRD DIY yang terlaksana pada tanggal 11 Desember
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2001. Hasil public hearing ini kemudian ditindaklanjuti oleh
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY dengan rapat
koordinasi bersama Dinas Kabupaten yang hasilnya dilapor-
kan kepada Gubernur Provinsi DIY. Bersamaan dengan itu
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY juga mengi-
rimkan surat kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan
dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan RI untuk
mengusulkan Penetapan Pencadangan Areal Hutan Kemasya-
rakatan di Provinsi DIY (Zain Noor dalam Firman Fuadi:
2004).

Akhirnva Menteri Kehutanan mengeluarkan surat no. 252/
Menhut-V /2002 kepada Gubernur DI Yogyakarta untuk mem-
berikan izin sementara melalui Bupati atas rekomendasi Gu-
bernur cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY.
Proses permohonan ulang izin HKm pun dimulai dan pada
tanggal 1 Maret 2003 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pro-
vinsi DIY mengeluarkan surat rekomendasi yang menyatakan
bahwa 35 kelompok tani hutan pemohon izin HKm telah me-
menuhi syarat administratif sehingga izin bisa dikeluarkan
oleh Bupati. Pada tanggal 14 Juni 2003 Bupati Gunung Kidul
telah menandatangani SK No. 213 tentang Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan yang menjadi pijakan hukum pengelolaan
HKm di Gunung Kidul. Dengan keluarnya SK ini mendorong
bupati mengeluarkan izin sementara pengelolaan HKm pada
35 kelompok. Izin yang dikeluarkan berlaku untuk sementara
5 tahun. Izin sementara itu sudah ditandatangani oleh Bupati.

Dalam SK Bupati No. 213/2003 menarik ketika menye-
butkan bahwa peserta HKm adalah Masyarakat setempat,
dimana masyarakat akan diberikan izin apabila telah mem-
bentuk kelompok tani. Kelompok tani yang diberkan izin ada-
lah kelompok tani yang sudah berbadan hukum tetap atau ber-
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bentuk koperasi (Pasal 3). Hal ini merupakan keputusan yang
sedikit berbeda dengan SK Menhut No. 31/2001yang me-
nyatakan peserta HKm yang mendapatkan izin hanya Koperasi.

Munculnya rekomendasi Dishutbun Provinsi DIY dan SK
Bupati Gunung Kidul tentang Pengelolaan HKm lazimnya akan
membuat publik menilai bahwa telah terjadi kesepahaman dan
kesepakatan antar pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten serta stakeholder kehutanan yang lain dalam
penyelenggaraan HKm. Namun ternyata masih banyak terjadi
perbedaan pemahaman tentang HKm antara para pihak yang
berkepentingan. Satu contoh misalnva, aparat Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Provinsi DIY masih merasa gamang tentang
peran mereka dalam penyelenggaraan HKm. Contoh lain adalah,
kelompok tani tidak sepakat dengan skema bagi hasil yang
ditetapkan pemerintah kabupaten melalui SK Bupati. Sementara
kalangan ornop menilai proses penetapan SK Bupati kurang
menghargai partisipasi masyarakat yang akan melaksanakan SK
tersebut. Kesepahaman dan kesepakatan antar stakeholder masih
menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk
kesuksesan pengelolaan HKm di Gunung Kidul.

Dapat dilihat adanya perbedaan yang mencolok dalam
aturan pembagian hasil hutan dalam SK Bupati No 213/2003
dengan Raperda HKm. SK Bupati No 213/2003 Pasal 12 ayat
(1) Hasil tanaman tumpangsari sepenuhnya menjadi hak Ke-
lompok Tani; ayat (2) Hasil tanaman pokok diatur sebagai
berikut : a) swadaya murn, bagian Pemerintah Daerah 40 %
(empat puluh persen) dan Kelompok 60 % (enam puluh per-
sen); b) bantuan bibit dari Pemerintah Daerah dan atau peme-
rintah Pusat, bagian Pemerintah Daerah 50 % (lima puluh
persen) dan Kelompok 50 % (lima puluh persen); c) bantuan
penuh dari Pemerintah Daerah dan atau pemerintah Pusat,
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bagian Pemerintah Daerah 75 % (tujuh puluh lima persen)
dan Kelompok 250 % (dua puluh lima persen); dan ayat (3)
Pengaturan hasil sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah diku-
rangi Provisi Sumber Daya Hutan dan kewajiban lain terhadap
Pemerintah Pusat.

Aturan tentang bagi hasil dalam Raperda HKm draft V
lebih merujuk pada keinginan masyarakat seperti Pasal 24 ayat
1) Hasil tanaman non kayu sepenuhnya menjadi hak kelompok
tani hutan (KTH) pemegang izin pengelolaan hutan kemasyara-
katan (IPHKm); ayat 2) Hasil hutan kayu yang diperoleh dari
pengelolaan hutan kemasyarakatan, dikenakan provisi sumber
daya hutan sebesar 10% (sepuluh prosen) per meter kubik dari
kayu yang diperdagangkan; ayat 3) Pengelolaan hutan kemasya-
rakatan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah setelah
dikenakan provisi sumberdaya hutan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), dikenakan ketentuan bagi hasil 20% (duapuluh
prosen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh prosen)
untuk kelompok tani hutan (KTH) pemegang izin pengelolaan
hutan kemasyarakatan (IPHKm); dan ayat 4) Bagian yang dite-
rima pemerintah daerah dari provisi sumber daya hutan dan
bagi hasil selanjutnya merupakan pendapatan asli daerah.

C. Tarik-Ulur kebijakan

Implikasi dari keluarnya UU 22/19996 adalah penyerahan
kewenangan dari Pemerintah kepada daerah. Uniknya, PP 25
tahun 2000 sebagai turunan dari UU 22/1999 tidak secara spe-
sifik menyebutkan kewenangan apa yang akan diserahkan ke-
pada pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah ini malah terle-
bih dahulu menjelaskan kewenangan Provinsi untuk menyu-

6 Sekarang malah sudah diganti dengan UU 32/2004
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sun pedoman-pedoman sehingga kewenangan daerah hanya
diletakkan sebagai pelaksana pedoman-pedoman tersebut.
Daerah kemudian mengalami disorientasi karena pada awal-
nya mendapat angin segar, tetapi kemudian sulit bernapas
karena sempitnya ruang gerak untuk inisiatif lokal. Inkonsis-
tensi peraturan perundangan inilah yang menimbulkan si-
tuasi penuh ketidakpastian dan menyebar bibit konflik.

Per,wujudan konflik secara konkret dapat dilihat pada
perbedaan sudut pandang antara pemerintah kabupaten dan
pemerintah Provinsi tentang kewenangan masing-masing
pihak dalam pengelolaan hutan negara di DIY. Pemerintah
Kabupaten Gunung Kidul misalnya, dalam berbagai kesem-
patan dan pemberitaan di media massa menyuarakan wacana
perlunya kewenangan pengelolaan hutan berikut asset dan
personil diserahkan kepada daerah. Sementara pihak Peme-
rintah Provinsi DIY tetap berpegang pada kebijakan pusat
yang memberikan kewenangan pemangkuan kawasan hutan
negara di Provinsi DIY kepada Dinas Kehutanan dan Perke-
bunan Provinsi DIY. Implikasi situasi ini bisa dilihat dalam
penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (HKm), SK Menhut-
bun No. 31/Kpts-II/2001 yang memberikan kewenangan ke-
pada Bupati untuk mengeluarkan izin pengelolaan HKm
tetapi karena kewenangan pemangkuan kawasan hutan ne-
gara masih di tangan provinsi membuat Bupati lambat me-
respons permohonan izin HKm yang diajukan oleh masya-
rakat.

Konflik serta serta ketidakpastian peraturan semakin
diperparah dengan digantikannya UU 22/1999 dengan UU
32/2005. UU yang baru dikeluarkan semakin menambah ru-
wetnya pelaksaan HKm di Gunung Kidul, ketika UU ini be-
lum memiliki PPP yang menjadi penjabaran dari UU. Jelas
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pijakan pelaksaan kebijakan HKM di Gunung Kidul semakin
ruwet serta kurang kejelasan aturan.

Keadaan ini diperburuk dengan lemahnya sosialisasi
yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat c.q. Departemen Kehu-
tanan tentang peraturan perundangan terkait. PP No. 34 tahun
2002 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelo-
laan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan
Hutan sudah cukup jelas mengatur tentang kewenangan pem-
berian izin yang dalam pasal 37 menyebutkan bahwa izin
usaha pemanfaatan kawasan:
a. diberikan oleh Bupati atau Walikota dengan tembusan

kepada Menteri, Gubernur, dan instansi yang bertanggung
jawab di bidang kehutanan setempat apabila berada di
dalam wilavah kabupaten/ kota;

b. diberikan oleh Gubernur dengan tembusan kepada Men-
teri, Bupati atau Walikota dan instansi yang bertanggung
jawab di bidang kehutanan setempat apabila berada di
lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan

c. diberikan oleh Menteri dengan tembusan kepada Guber-
nur dan Bupati atau Walikota apabila berada di lintas pro-
vinsi.

Sehingga mestinya tidak perlu ada keraguan tentang ke-
wenangan bupati dan gubernur dalam pengelolaan HKm. Ke-
wenangan bupati sebagai kepala daerah memberikan izin ten-
tunya tidak bertentangan dan tidak selayaknya dipertentang-
kan dengan kewenangan provinsi dalam pemangkuan kawas-
an hutan negara di DIY.

Munculnya rekomendasi Dishutbun Provinsi DIY dan
SK Bupati Gunung Kidul tentang Pengelolaan HKm lazimnya
akan membuat publik menilai bahwa telah terjadi kesepa-
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haman dan kesepakatan antar pemerintah provinsi dan peme-
rintah kabupaten serta stakeholder kehutanan yang lain da-
lam penyelenggaraan HKm. Namun ternyata masih banyak
terjadi perbedaan pemahaman tentang HKm antara para pi-
hak yang berkepentingan. Satu contoh misalnva, aparat Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY masih merasa ga-
mang tentang peran mereka dalam penyelenggaraan HKm.
Contoh lain adalah, kelompok tani tidak sepakat dengan ske-
ma bagi hasil yang ditetapkan pemerintah kabupaten melalui
SK Bupati. Sementara kalangan ornop menilai proses pene-
tapan SK Bupati kurang menghargai partisipasi masyarakat
yang akan melaksanakan SK tersebut. Kesepahaman dan ke-
sepakatan antar stakeholder masih menjadi pekerjaan rumah
yang harus diselesaikan untuk kesuksesan pengelolaan HKm
di Gunung Kidul.

Dalam situasi seperti itu muncul inisiatif Komisi B DPRD
Kabupaten Gunung Kidul untuk merancang peraturan daerah
(Raperda) tentang pengelolaan HKm yang diharapkan bisa
menjadi payung hukum bagi semua pihak. Tawaran ini men-
dapat sambutan hangat kalangan perguruan tinggi dan LSM
yang bergabung dalam wadah Konsorsium Pengembangan
Hutan Kemasyarakatan (KPHKm). Pembahasan draft Raperda
ini dilakukan dalam beberapa kali diskusi untuk kemudian
dikonsultasikan kepada masyarakat luas. Konsultasi Publik
Raperda HKm ini dilakukan pada berbagai tingkatan mulai
dari tingkat kelompok, tingkat Bagian Daerah Hutan (BDH);

dan tingkat Kabupaten. Proses penyusunan Raperda partisi-
patif ini diharapkan bisa meminimalisir konflik setelah Raper-
da disahkan. Sekarang proses Raperda ini berada pada status
Draft V yang telah di-daftarkan oleh Komisi B DPRD Kabupaten
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Gunung Kidul kepada Pimpinan Dewan untuk diagendakan
pembahasannva dalam Sidang Paripurna.

Kebijakan pemerintah terasa tidak selamanya memihak dan
menguntungan rakyat. Kebijakan pemerintah pusat c.q. Depar-
temen Kehutanan yang terus berubah-ubah menimbulkan kebi-
ngungan di tingkat bawah (pelaksanaan) terutama bagi Peme-
rintah Daerah (Pemda). Perubahan ini berimbas kepada kelom-
pok (masyarakat) berupa tidak adanya kejelasan hukum ber-
kenaan dengan perizinan pengelolaan HKm sebelumnya ber-
larut-larut. Perubahan SK Menhut tentang HKm berimplikasi
pada proses perizinan yang sudah berjalan hampir 6 (enam)
tahun lebih sejak tahun 1999 hingga sampai 2004 baru keluar
dalam bentuk izin sementara. Perjalanan ini telah memakan
banyak biaya dan waktu yang tidak sedikit bagi masyarakat
yang mengajukan izin HKm. Sebenarnya perizinan merupakan
kunci bagi kelompok (KTH) dalam menggarap hutan. KTH ma-
sih diuji kesabarannya untuk men-dapatkan izin HKm 25 ta-
hun. Besar harapan dan apa mau dikata, semoga izin sementara
HKm (5 tahun) bukan merupakan alat atau proses untuk meng-
ulur waktu yang endingnya merupakan penolakan izin tetap
25 tahun.

Kebijakan pemerintah daerah berupa Perda dapat menjadi
pemicu konflik. Tata urutan perundang-undangan RI menun-
jukkan Perda memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada SK
Bupati. Pemda Gunung Kidul sudah menerbitkan SK Bupati
No. 213/2003 Pasal 12 yang isinya justru tidak sesuai dengan
keinginan petani, terutama masalah bagi hasil. Kenyataannya
sebagian besar KTH tidak menerima skema bagi hasil ini (La-
poran Tahunan KPHKm, 2004). KTH lebih menerima skema
yang ada dalam Raperda HKm.
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Satu hal yang sebaiknya tidak dilewatkan adalah masalah
alokasi APBD ke program HKm. APBD tahun 2003 menyebut-
kan alokasi dana untuk program HKm sebesar 45 juta (Sum-
ber: salah satu anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul perio-
de 1999-2004). Secara nyata 35 KTH menerima bantuan ma-
sing-masing 1 juta sehingga yang dikeluarkan untuk HKm ha-
nya sebesar 35 juta. Dana yang 10 juta belum diketahui alo-
kasinya atau kemana larinya.

Dana 35 juta oleh kelompok digunakan untuk berbagai
macam kepentingan tergantung kondisi kelompok masing-ma-
sing. Ada indikasi penggunaan uang bantuan tersebut di ke-
lompok kurang jelas. Hutan negara di Gunung Kidul mempu-
nyai potensi yang cukup besar untuk meningkatkan PAD na-
mun sepertinya pemerintah kurang memperhatikan peluang
ini, sehingga alokasi APBD untuk HKm juga sangat kecil. Alo-
kasi yang sangat kecil ini tentu saja sesuai dengan tersendat-
sendatnya program HKm selama ini.

Tarik ulur kabupaten dan provinsi tentang kewenangan
pemanfaatan dan pemangkuan kawasan hutan terjadi sejak
ditetapkannya UU No 22/1999. Perwujudan konflik secara
kongkrit dapat dilihat pada perbedaan sudut pandang antara
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi tentang ke-
wenangan masing-masing pihak dalam pengelolaan hutan ne-
gara di DIY. Seperti yang akan dibahas dalam Bagian 4 Desen-
tralisasi Setengah Hati: Salah Satu Masalah HKm, bahwa antara
Pemprov dan Pemkab sama-sama ngotot atas kewenangan terse-
but. Pada akhirnya Pemkab cenderung mengalah dan menanti
kebaikan hati Pemprov dalam hal kewenangan hutan negara
ini.

HKm yang sebenarnya juga mengatur share benefit antara
pusat dengan daerah dan antara masyarakat dengan Pemkab



91

Pengembangan Hutan Berbasis Rakyat Berkelanjutan

yaitu mengatur bagi hasil dan provisi sumber daya hutan.
Provisi sumberdaya hutan sebesar 10 % diatur dalam Per-
aturan Pemerintah (PP) No. 74/1999 tentang Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen
Kehutanan dan Perkebunan. Bagian daerah yang bersangkutan
dari penerimaan provisi sumberdaya hutan sebesar 32 % se-
perti yang diatur dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah
(PP) No 104/2000 tentang Dana Perimbangan yang merupakan
peraturan pelaksana UU No. 25/1999.

Dana ini dapat digunakan untuk rehabilitasi dan perbaikan
kualitas sumber daya hutan. Pendapatan asli daerah yang
bersumber dari bagi hasil dengan kelompok masyarakat meru-
pakan sumber penerimaan yang berasal dari masyarakat dan
aset daerah yang kemudian disebut pendapatan asli daerah
(PAD). Kabupaten Gunung Kidul dalam urusan sumber PAD
ini diatur dalam Pasal 12 SK Bupati No. 213/2003 dan juga
tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gu-
nung Kidul (Raperda) tentang Hutan Kemasyarakatan yang ma-
sih digodog oleh DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hutan Kemasyarakatan te-
lah melalui uji publik dan akademik karena telah dibahas di
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan dikonsultasikan ke
masyarakat dari tingkat kelompok tani, Bagian Daerah Hutan
(kecamatan), sampai dengan kabupaten. Raperda ini adalah
hasil inisiatif DPRD periode 1999-2004, dan sekarang bola ada
di tangan DPRD periode 2004-2009.

Demikian perjalanan Kebijakan Hkm yang sudah coba
dilihat dalam keputusan daerah. Sebuah perjanan yang penuh
tarik-ulur kekuasaan antar pemerintah sendiri. Sebuah feno-
mena yang memunculkan asumsi bahwa negara tidak tunggal,
negara masih gamang dalam membuat kebijakan yang me-
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mihak kepada rakyat, disisi lain nampak bahwa SD hutan
masih dilihat sebagai second sector sehingga layak dilupakan,
kecuali ini sudah bersentuhan dengan uang maka menjadi
pemikat. Kebingungan negara ini menampakkan bahwa ke-
lanjutan HKm menjadi bumerang yang buruk bagai keberlan-
jutan ekosistem hutan. Nampak jelas bahwa kuasa negara ter-
hadap sumber daya alam belum terdistribusi dengan jelas
dan tepat.
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Basis sosial serta budaya masyarakat yang muncul sebagai
aktualisasi serta potensi masyarakat dalam pengembangan
hutan yang lestari. Basis sosial dan budaya dalam kriteria
ini kemudian dilihat antara lain dalam interaksi atau hubung-
an antar pihak dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Komu-
nikasi serta jalinan interaksi antar aktor macam apa yang
mendorong pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan. Se-
buah interaksi yang tentunya saling menguntungkan ataukah
saling merugikan antar mereka. Hubung para aktor HKm di
Gunung Kidul dilihat dalam paparan bab berikut.

Hal kedua yang dilihat mendorong hutan berkelanjutan
tentang mekanisme yang terdapat dalam masyarakat untuk
mengelola secara partisipatif dan efektif. Pengembangan HKm
yang efektif serta partisipatif ini dilihat dari dikembangkan-
nya komunitas atau pengembangan kelompok sebagai wadah
bersama. Komunitas akan dilihat bagaimana peran serta meka-
nisme kelembagaannya dalam pengembangan HKm tersebut.
Program HKm merupakan program yang dikembangkan da-
lam rangka penjembatanan penguasaan hutan oleh negara dan
rakyat.

BAB IV
BASIS SOSIAL DAN BUDAYA RAKYAT

DALAM PENGEMBANGAN HKm
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Selayaknya program yang kemudian dilakukan dengan
pelibatan komunitas atau kelompok sekitar hutan patut dicer-
mati. Program ini dititik beratkan pada semangat peningkatan
peran komunitas sekitar hutan. Komunitas kedepan yang pada
akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Paparan yang kemudian dilihat untuk mendorong pe-
ngembangan HKm lestari adalah yang tak kalah penting kita
harus melihat adanya pengetahuan lokal sebagai strategi pe-
ngembangan hutan versi rakyat. Pengetahuan lokal macam apa
yang ada dalam masyarakat diharap dapat mendorong pengem-
bangan hutan yang berkelanjutan. Pengetahuan rakyat dalam
mengelola SDH sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka
diharap mampu mendukung hutan lestari dan berkelanjutan.

A. Aktor HKm di Gunung Kidul
Kabupaten Gunungkidul dengan keadaan fisik, sosial, eko-

nomi, dan budaya menunjukkan sangat mendesak untuk se-
gera ditangani penyelesaian permasalahan lingkungan hidup,
tanah, air, dan plasma nutfah. Hutan dan kehutanan sebagai
salah satu tumpuan penyangga kehidupan perlu pemikiran,
perencanaan, dan pelaksana pembangunannya secara lebih
serius untuk kelestarian fungsi ekologi tanpa mengabaikan
aspek sosial dan ekonomi.

Hutan negara di Kabupaten Gunung Kidul seluruhnya se-
luas 13.221,5 ha, merupakan kurang lebih 8,90% luas daratan
Kabupaten Gunung Kidul (146.539 ha) tersebar memanjang
dari Kecamatan Semin sampai Kecamatan Panggang dengan
batas luar 361,15 km. Hal ini kurang menjamin fungsi hutan
sebagai tumpuan utama berdasarkan prinsip konservasi sum-
ber daya alam dan plasma nutfah yang diamanatkan UU
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Nomor 41 tahun 1999 pasal (3) sebesar-besar kemakmuran
rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:
(a) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup

dan sebaran yang proporsional;
(b) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi

konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk
mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan eko-
nomi, yang seimbang dan lestari;

(c) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
(d) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapa-

sitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, ber-
keadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu
menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta keta-
hanan terhadap akibat perubahan perubahan eksternal;

(e) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berke-
lanjutan, di mana semua hutan di wilayah Republik Indo-
nesia juga kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di samping fungsi ekonominya sebagai sumber bahan ba-
ku untuk kepentingan bahan bangunan, industri, pemenuhan
kayu bakar masyarakat, peningkatan pertumbuhan pendapat-
an daerah dan lain-lain.

Di sisi lain tekanan terhadap ketertiban hutan negara di
mana gangguan atau tekanan tersebut berupa pencurian dan
penggarapan liar yang berkembang tak terkendali. Selain itu
kepemilikan lahan garapan masyarakat yang relatif sempit
(kurang lebil 0,56 ha/KK), menjadikan pemenuhan kebutuhan
hidup masyarakat menjadi suatu masalah yang perlu ditin-
daklanjuti. Serta keinginan meletakan hutan dalam fungsinya
entuk menjaga keseimbangan ekosistem.
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Mengingat permasalahan tersebut di atas, kebijakan pe-
merintah melalui KepMenHut No. 31/Kpts/2000 untuk mere-
habilitasi hutan melalui program pengembangan hutan kema-
syarakatan (HKm) dapat dijadikan suatu pemecahan alternatif
pemecahan hutan melalui keterlibatan masyarakat secara par-
tisipatif, melalui satu pendekatan, yaitu bagaimana dalam
pengelolaan hutan lestari di Indonesia mampu meningkatkan
partisipasi masyarakat termasuk masyarakat setempat Seba-
gai konsekuensi kebijakan pemerintah yang tidak hanya meng-
utamakan pemodal besar dalam pengelolaan hutan.

Dengan melihat kompleksitas permasalahan yang diha-
dapi akibat banyaknya pihak yang berkepentingan dalam pe-
ngelolaan sumber daya hutan, Departemen Kehutanan telah
memutuskan bahwa salah satu faktor yang sangat penting
untuk menunjang keberhasilan pengelolaan hutan lestari ada-
lah perlunya melibatkan masyarakat setempat dalam pengelo-
laan hutan.

Mereka harus dijadikan semakin mantap apabila diperkuat
dengan keterlibatan mitra usaha lainnya, sehingga seluruh
modal pembangunan (pemerintah, swasta, dan modal sosial
yang ada pada masyarakat) dapat didayagunakan secara op-
timal.

Pelaksanaan pengembangan hutan kemasyarakatan yang
dilaksanakan mulai tahun 1997 berdasarkan SK. Menhut No.
677 tahun 1998 hingga KepMenHut No. 31/Kpts/2001. Res-
pons masyarakat di Gunung Kidul sangat positif terhadap
program hutan kemasyarakatan, karena masyarakat merasa
terlibat dalam pengelolaan hutan. Selain bertujuan untuk me-
rehabilitasi dan mereboisasi hutan masyarakat juga menda-
patkan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hi-
dupnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa keterlibatan ma-
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syarakat dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pengelolaan
hutan.

Dalam pengembangan HKm sebenarnya juga merupakan
hasil dari “perlawanan” petani terhadap negara. Sebagaimana
diungkapkan Scott (2000), menunjukkan bahwa dalam ba-
nyak bentuk perlawanan petani patut diduga bahwa para pela-
kunya tetap membisu ketika ditanya apa maksud dan tujuan
mereka. Keamanan diri mereka mungkin tergantung kepada
sikap diam dan keadaan tanpa nama. Jenis perlawanan ini
sendiri mungkin untuk keefektifannya dengan bergantung
pada timbulnya konformitas, maksud-maksud mereka mung-
kin tertanam erat dalam sub kultur kelas petani dan dalam
perjuangan rutin yang dianggap sebagai sesuatu yang harus
dilakoni seperti memberikan nafkah dan kelangsungan hidup
rumah tangga, sehingga tidak perlu artikulatif. Ibarat ikan
tak akan pernah berdiskusi tentang apa itu air.

Begitu juga yang terjadi dan tergambar dalam masyarakat
HKm Gunung Kidul sebagai komunitas. HKm Gunung Kidul
memiliki keunikan tersendiri karena banyak pihak yang terli-
bat di dalamnya. Sebagai contoh, unsur legislatif yang di be-
berapa tempat lain mandul justru di Gunung Kidul cukup
punya kekuatan untuk membela masyarakat peserta HKm.

Perjuangan terus dilakukan demi pembelaannya terhadap
kaum petani HKm. Petani pun terus berjuang walaupun be-
lum berani bersuara lantang di depan pemerintah kabupaten
tentang kebenaran. Mereka kini menanti hampir 6 (enam)
tahun akan turunnya izin tetap 25 tahun dalam pengelolaan
HKm, bukan sekedar izin sementara. Di sisi lain keterlibatan
LSM dan perguruan tinggi juga ikut meramaikan pergulatan
HKm Gunung Kidul.
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Kompleksitas masalah di Gunung Kidul yang luas kawa-
sannya tidak ada sepersepuluh (1/10) luas pulau Kalimantan,
tetapi dalam fokus kehutanannya tidak kalah rumit dengan
Borneo. Hasil pembahasan serta fenomena di atas kiranya te-
lah layak bagi seseorang untuk berasumsi, beropini, atau bah-
kan menghakimi. Zaman reformasi diyakini termasuk zaman
merdeka yang ikut memberi nuansa pada dunia kehutanan
yang mengerucut ke HKm Gunung Kidul. Menimbang elemen-
elemen HKm yang ada, mungkinkah kita menciptakan suatu
mosaik yang indah di Gunung Kidul? Ada peluang, ada kesem-
patan, ada harapan, ada lahan gundul tapi me-nganggur, ada
negara yang tampaknya boleh diragukan untuk membangun
lahan gundul, ada pemerintah dan semua unsur terkait yang
berhak memberi izin pengelolaan HKm, ada masyarakat se-
tempat yang mempunyai asa, ada kearifan lokal, ada kemiskin-
an, ada ketidakpercayaan, ada kesombongan, ada ketakutan,
ada rakyat yang berserikat dan berkumpul, ada kepentingan,
ada GNRHL, ada social forestry (SF), ada harapan proyek kehu-
tanan, ada nuansa politik dan politisi, ada wajah dan omongan
lama dengan topeng baru, ada “lagu lama”, ada badut-badut,
dan seterusnya. Tanpa maksud mencela, semoga tidak ada apa-
apa dalam setiap yang “ada”.

Pertanyaan besar kemudian muncul, siapa aktor yang ber-
main dalam menyusun mosaik tanpa harus ada perpecahan
lagi? Mampukah mosaik tersebut memberi tempat yang lebih
lapang kepada masyarakat KTHKm di Gunung Kidul?

HKm pada dasarnya merupakan program yang digagas
pemerintah untuk memberikan akses yang lebih kepada ma-
syarakat dalam mengelola sumber daya hutan. Hal ini demi
terwujudnya suatu kondisi masyarakat sekitar hutan atau ma-
syarakat lokal yang semakin sejahtera kehidupannya dengan
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tetap memperhatikan kelestarian fungsi hutan. Kesejahteraan
masyarakat lokal dan kelestarian hutan merupakan dua hal
yang integral dan saling melengkapi.

Dengan kata lain, hutan tidak akan lestari apabila masya-
rakat sekitar hutan tidak diberi akses yang lebih luas secara
nyata, baik de yure maupun de facto dalam pengelolaan sum-
ber daya hutan. Tanpa akses yang memadai, masyarakat masih
saja hidup di bawah garis kemiskinan dan termarginalkan
secara ekonomi serta sosial politik. Juga berlaku sebaliknya,
masyarakat sekitar hutan selamanya tak akan sejahtera, bila
mana hutannya merana, rusak, dan tidak dapat dimanfaatkan
secara optimal oleh masyarakat luas dan khususnya masya-
rakat sekitar hutan.

Dengan terbukanya akses dalam mengelola hutan oleh
masyarakat dalam HKm mampu mendorong masyarakat me-
ngelola hutan. Pembukaaan akses hutan dalam HKm di Gu-
nung Kidul ini membuka pula peta aktor yang terlibat dalam
pengembangan program ini. Para pemain yang ingin menda-
pat bagian dari program ini. Di dalam pengembangan hutan
yang berkelanjutan pengetahuan tentang aktor siapa saja yang
bermain dapat membantu kita mengetahui seberapa besar pro-
gram ini dapat berkelanjutan. Dari diagram dibawah ini nam-
pak beberapa aktor yang dapat dipetakan.
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Sumber: Laporan Tahunan KPHKm 2003/2004

Diagram VI
Hubungan aktor HKm

Keterangan:

 : Hubungan kurang harmonis/ada konflik

 : Menunjukkan lebih berkuasa atau ada
 interaksi kekuasaan satu arah

 
: Ada hubungan/interaksi
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Aktor utama dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan
adalah petani (masyarakat). Petani di sini dilihat dengan dua
aktor yang berbeda. Satu petani non HKm, petani non Hkm
dilihat sebgai komunitas yang mnegelola hutan negara tetapi
belum memiliki izin atau bahkan tanpa izin. Mereka mengelola
hutan negara yang terletak didekat tempat tinggal mereka. La-
han hutan negara mereka manfaatkan untuk menanam tanaman
pangan bukan dikelola untuk didapat tanaman kerasnya. Lahan
yang mereka kelola disamping dekat dengan tempat mereka
tinggal tetapi juga lahan yang biasanya sudah gindul atau lahan
yang tanaman kerasnya sudah hilang (dipanen maupun dija-
rah).

Kelompok kedua dari petani adalah Petani Hkm sendiri.
Petani yang mengelola hutan negara karena sudah memilki
izin pemanfaatan lahan dari pemerintah. Tetapi Petani HKm
sebagai pelaku selalu berada pada posisi subordinat, tidak se-
tara dengan pemerintah dan aktor lain terutama pedagang ka-
yu. Posisi ini dapat dikatakan posisi terlemah dalam berhadap-
an dengan aktor lain. Kelemahan ini bukan karena petani tidak
memiliki kemampuan untuk bersuara lantang menolak apabila
terjadi kesewenangan yang dilakukan pemerintah dalam mem-
berlakukan kebijakannya.

Perlu diingat, suatu kelompok masyarakat yang terlembaga
dan terorganisasi dengan baik akan memiliki kekuatan yang
lebih dibandingkan dengan hanya satu dua orang atau satu
kelompok saja. Oleh karena itu, kebutuhan akan jaringan petani
yang kuat dan efektif merupakan kebutuhan utama petani juga.
Jaringan petani yang kuat diharapkan mempunyai posisi tawar
(bargaining position) petani yang semakin kuat. Kekuatan pe-
tani dapat lebih dimobilisasi untuk melakukan “perlawanan”
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terhadap kebijakan pemerintah (baca: penguasa) yang cende-
rung merugikan petani.

Kebutuhan penguatan kapasitas dan kemampuan (capa-
city building) kelompok tani hutan tidak hanya dalam masa-
lah penguatan teknis-teknis kehutanan dan penguatan kelem-
bagaan (institutional building) saja. Jaringan kelompok-kelom-
pok yang terlembaga atau terorganisasi dengan baik perlu
diciptakan. Kelompok tani hutan (KTH) yang berjumlah 35
kelompok sebenarnya memerlukan jaringan yang kuat dan
profesional untuk dapat bergerak dan melakukan advokasi
diri apabila ada kebijakan yang merugikan. Organisasi jaring-
an kelompok juga harus mandiri dan mampu terlepas dari
hegemoni yang menguasai sektor kehutanan, oleh karena itu
kekompakan jaringan sangat diperlukan.

Masyarakat petani di Gunung Kidul sebenarnya sudah
memiliki wadah jaringan petani yaitu Paguyuban KTHKm
se-Gunung Kidul. Paguyuban ini terdiri dari perwakilan ma-
sing-masing KTH yang pada inti awalnya secara fungsional
dapat menampung aspirasi KTH. Lebih jauh lagi, paguyuban
dapat menjadi wadah komunikasi antar kelompok tani, penga-
yom kelompok tani, serta sebagai corong semua kelompok
tani terhadap pihak-pihak luar yang berkepentingan terhadap
mereka. Posisi petani yang selama ini selalu lemah, marginal,
tidak diindahkan dalam proses-proses politik dan pengam-
bilan kebijakan termasuk dalam proses perencanaan dan pe-
ngelolaan sumber daya hutan dapat teratasi. Jaringan ini da-
pat untuk memperkuat posisi tawar petani di tingkat ekster-
nal, walaupun sampai saat ini paguyuban belum dapat mem-
posisikan sebagai wadah jaringan petani yang ideal. Seorang
pakar hutan rakyat mengungkapkan pendapatnya bahwa
lembaga semacam paguyuban selayaknya menjalin hubungan
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baik dengan semua pihak, tetapi tidak menjadi kepanjangan
tangan pihak manapun.

Wakil-wakil dari KTHKm di Gunung Kidul pernah ber-
kumpul dan memutuskan untuk membentuk Paguyuban
KTHKm. Paguyuban ini terbentuk pada pertemuan antara
kelompok tani, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun),
beberapa LSM, dan PKHR (Pusat Kajian Hutan Rakyat Fakultas
Kehutanan UGM). Kesamaan kepentingan untuk membangun
HKm dapat menyatukan langkah dan pikiran dalam paguyuban
yang terbentuk. Pada tataran ideal, paguyupan ini akan mampu
memayungi kelompok tani HKm Gunung Kidul dan dapat men-
jadi wadah yang mengikat. Lebih jauh lagi, paguyuban dapat
memainkan perannya yang lebih strategis baik ke dalam mau-
pun ke luar tanpa merugikan semua pihak. Peran ke dalam
yaitu di KTHKm sendiri, paguyuban diharapkan sebagai or-
ganisasi dapat mempercepat keberhasilan roda KTHKm baik
di tingkat perizinan sampai lapangan, pada konsep sampai
praktek, di tingkat kelembagaan sampai program, dst. Oleh
karena itu, idealnya paguyuban dapat bertahan dan berfungsi
baik selama ada KTHKm di Gunung Kidul.

Tujuan utama dibentuknya Paguyuban KTHKm adalah se-
bagai alat untuk menyampaikan aspirasi KTHKm kepihak-pi-
hak yang berkepentingan terutama pemerintah. Adanya pagu-
yuban seyogyanya dapat meningkatkan posisi tawar KTH di
mata pemberi izin karena aspirasi dapat disampaikan lebih
kuat. Lebih jauh lagi, paguyuban diharapkan mampu menjadi
penghubung atau mediator antara pemerintah (Dishutbun) de-
ngan KTHKm sebagai pihak yang menginginkan izin HKm.
Pada posisi ini, minimal paguyuban dapat mempercepat ko-
munikasi antara pemerintah dengan KTH.
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Secara faktual, paguyuban selama ini sudah bekerja wa-
laupun belum memenuhi keinginan semua pihak. Pihak Dis-
hutbun sering menggunakan paguyuban sebagai perantara un-
tuk berhubungan dengan kelompok. Paguyuban kemudian
memfasilitasi kebutuhan kelompok. Ada hubungan timbal
balik antara Dishutbun dengan paguyuban yang pada posisi
ini paguyuban lebih banyak memfasilitasi. Sebagai contoh ber-
fungsinya paguyuban adalah BP DAS bekerja sama dengan
paguyuban untuk mengelola sejumlah dana proyek BP DAS.
Pada sisi fakta yang lain terjadi titik tekan dari banyak tubuh
KTH yang menyatakan bahwa kinerja paguyuban belum meme-
nuhi keinginan. Ada banyak keinginan wajar yang diharapkan
terpenuhi dari berdirinya paguyuban yang diantaranya or-
ganisasi paguyuban aktif dengan adanya pertemuan rutin, pagu-
yuban membuat program yang disampaikan kelompok, tercip-
tanya jaringan sehingga adanya sambung rasa antara kelompok
dengan paguyuban yang saling interaksi saling membutuhkan,
dan terciptanya paguyuban sebagai suatu wadah yang mengikat
kelompok.

Sebagaimana yang pernah terungkap, paguyuban pada ha-
kikatnya dapat menempati posisi yang strategis bagi HKm di
Gunung Kidul. Sejauh ini, paguyuban bisa dikatakan belum
maksimal menjalankan fungsinya karena masih terdengar
ucapan ketidakpuasan terhadap kinerja paguyuban walaupun
hal ini merupakan hal biasa bagi suatu organisasi yang ber-
umur muda7. Hambatan bagi perkembangan paguyuban yang
lambat mungkin dikarenakan oleh posisi paguyuban sendiri

7 Paguyuban sudah dinyatakan dibekukan oleh 27 KTHKm dari 35 KTHKm
se-Gunungkidul saat acaara konsultasi public Raperda HKm tingkat kabu-
paten di Hotel Sahid Raya pada tanggal 20 Desember 2003. Lihat “De-
sentralisasi versus Deforestasi”, 2004.
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yang memungkinkan untuk menempati posisi strategis di an-
tara KTH, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang peduli terha-
dap HKm.

Posisi strategis paguyuban sangat potensial menimbulkan
konflik kepentingan baik konflik kepentingan antar individu
dalam tubuh paguyuban maupun kemungkinan konflik antar
kubu dalam peta politik organisasi bahkan tidak menutup
kemungkinan ada “api” dari luar tubuh paguyuban. Sejauh
ini, fakta di lapangan juga menunjukan justru paguyuban yang
secara harfiah “guyub” berarti rukun, ternyata menyimpan kon-
flik yang ditimbulkan oleh berbagai kepentingan baik secara
kelompok maupun individu. Sebagian anggota paguyuban tam-
pak kurang puas dengan kinerja paguyuban. Seharusnya mu-
syawarah jika ada yang tidak puas dengan kinerja paguyuban.
Sebagai lembaga yang baru, wajar jika ada yang tidak puas de-
ngan kinerja paguyuban. Hal ini terjadi karena belum ada pedo-
man (AD/ART) dan belum menyusun program kerja.

Aktor yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya adalah
pemerintah (pusat maupun daerah). Posisi pemerintah dalam
hal ini adalah sebagai regulator, fasilitator, dan mediator. Se-
cara de facto masyarakatlah pemegang hak kelola, sedangkan
pemerintah merupakan pemilik hutan secara de jure. Bila
paradigma ini tidak dibangun maka akibatnya pemerintah
akan selalu superior dalam pengelolaan hutan. Semua kebi-
jakan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan hutan bersifat
terpusat (sentralistik) dan tidak partisipatif (melibatkan ba-
nyak pihak khususnya masyarakat). Catatan dalam bab sebe-
lumnya menunjukkan, masyarakat hanya dimobilisasi tena-
ganya, mblandong, dalam proses pemanenan dan penanam-
an. Keamanan hutan menjadi tanggung jawab mutlak petugas
kehutanan yang penuh dengan keterbatasan. Masyarakat yang
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berpotensi sama sekali tidak dilibatkan dalam keamanan dan
pemanfaatan hutan negara, apalagi dalam proses perencana-
an, pelakasanaan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi,
jelas tidak dilibatkan pada masa lalu. Pemerintah dan masya-
rakat seharusnya bekerja sama mutualisme dalam pemanfaat-
an dan pelestarian hutan.

Aktor berikutnya Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
dan perguruan tinggi (PT) idealnya bisa bermitra atau ber-
oposisi dengan pemerintah, bukan sebagai bagian dari legal-
itas suatu proyek. Sifat konfrontatif, kompromis, ataupun per-
suasif terhadap pemerintah dalam membela atau memihak
kaum petani menjadi mindset para aktifis LSM. LSM telah
dicap sebagai provokator masyarakat untuk melakukan per-
lawanan pada penguasa. Cap ini terkesan negatif apabila tan-
pa melihat penyebab pelaku keterpurukan negeri tercinta ini.
Aktivis LSM sendiri melihat sebagai suatu kewajaran dan
bahkan menjadi daya juang untuk terus melakukan pembela-
an baik dengan cara konfrontatif maupun kolaboratif dan
kooperatif dengan pemerintah. Oleh karena itu, posisi LSM
dan PT bukan hanya sebagai pembantu dalam proses pemba-
ngunan hutan tetapi juga memiliki posisi penting. Sebagaima-
na contoh nyata dalam proses pengembangan hutan kemasya-
rakatan di Gunung Kidul, posisi petani sebagai aktor utama,
pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan mediator, se-
dangkan KPHKm sebagai konsorsium antara PT dan LSM di-
posisikan sebagai pihak luar yang netral dalam membantu
proses pengembangan HKm tersebut.

Aktor berikutnya KPHKm (Konsorsium Pengembangan
Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Gunung Kidul) yang
digerakkan oleh para penggiat Forum Komunikasi Kehutanan
Masyarakat atau FKKM Faswil DIY (baca: pengurus FKKM
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Faswil DIY) ketika melakukan studi untuk mengkaji beberapa
permasalahan pelaksanaan kegiatan HKm Gunung Kidul de-
ngan beberapa stakeholder. Kegiatan studi ini juga dimaksud-
kan untuk melaksanakan amanat Lokakarya para pihak kehu-
tanan yang berlangsung di Hotel Wisanti pada tahun 2001 yang
menyepakati 3 isu:
1) pengelolaan hutan rakyat,
2) hutan desa dan
3) HKm untuk menjadi prioritas dalam pengelolaan hutan

di DIY. Proses-proses selanjutnya kegiatan pengawalan
pengelolaan HKm Gunung Kidul dilakukan dengan mem-
bawa “bendera” FKKM Faswil DIY seperti:
1) Pemaparan (ekspose) hasil Kajian Pelaksanaan Hutan

Kemasyarakatan (HKm);
2) Diskusi Multipihak Penyerahan Kewenangan Penge-

lolaan Hutan Negara di Provinsi DIY;
3) Audensi dan Publik Hearing dengan Komisi B DPRD

Provinsi DIY;
4) Sarasehan Kelompok Tani HKm se-Gunungkidul;
5) Pertemuan Jaringan Petani (Paguyuban); Pelatihan Ke-

lompok Tani HKm se-Gunungkidul;
6) Audensi dengan DPRD Gunungkidul; dan
7) Asistensi masing-masing kelompok dengan memban-

tu pembuatan aturan internal dan rencana kelola se-
bagai syarat adminitrastif pengajuan izin HKm dilak-
sanakan pada bulan Juni-Juli oleh masing-masing
LSM dan PKHR.

Empat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pusat
Kajian Hutan Rakyat Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal
1 April 2003 bersepakat untuk mende-klarasikan berdirinya
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“Konsorsium Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Kabupaten Gunungkidul”. Empat LSM yang tergabung dalam
konsorsium tersebut adalah: PERSEPSI (Perhimpunan untuk
Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial), PERDIKAN
(Perkumpulan Peduli Lingkungan), YP2SU (Yayasan Pening-
katan dan Pengembangan Sumberdaya Umat) dan Yayasan
SHOREA. Sebelumnya 5 lembaga yang tergabung dalam kon-
sorsium tersebut lebih sering dikenal dengan nama FKKM
Faswil DIY. Seiring dengan pengembalian fungsi FKKM sebagai
forum, maka konsorsium inilah yang bertugas melakukan ber-
bagai kegiatan dengan masyarakat.

Peran dan fungsi strategis KPHKm sebenarnya berawal
dari proses kegiatan HKm di Gunungkidul yang mengalami
stagnasi. Stagnasi ini disebabkan karena proses pencadangan
HKm yang sampai saat ini belum kelar, adanya tarik ulur
kewenangan pengelolan antara Pemerintah Provinsi dan Pe-
merintah Kabupaten, lambatnya proses perizinan HKm, dan
proses penyiapan masyarakat oleh Pemda yang kurang ter-
program. Proses perizinan sebetulnya sejak diberlakukannya
SK Menhutbun No. 677/1998 sampai mengalami perubahan
SK Menhut No. 31/2001. Peran dan fungsi strategis KPHKm
adalah untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat
dan advokasi kebijakan pelaksanaan HKm Gunung Kidul.

Peran dan fungsi KPHKm diimplementasikan dalam ber-
bagai bentuk program yang terencana. Tujuan dari program-
pragram tersebut adalah:
(1) meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat

dalam pengelolaan kawasan hutan melalui skema HKm;
(2) meningkatkan kemampuan berorganisasi untuk memper-

baiki posisi dan daya tawar masyarakat terhadap stake-
holder kehutanan yang lain;
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(3) memfasilitasi penyelesaian persoalan yang berkaitan de-
ngan HKm;

(4) mendorong munculnya Perda Pengelolaan Sumber Daya
Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM);

(5) melakukan inisiasi pembentukan dan pengembangan Fo-
rum Pemerhati Hutan yang didukung oleh elemen multi-
pihak;

(6) mendokumentasikan seluruh proses pengembangan
HKm Gunung Kidul.

Pengurus KPHKm terdiri dari orang-orang yang aktif dan
peduli dalam khasanah hutan kemasyarakatan yaitu; Zain
Noor Rahman, S.Hut. (Yayasan SHOREA) sebagai penang-
gung jawab program KPHKm dan sekarang digantikan oleh
saudara Eko Budi Wiyono,S. Hut. dengan Puji Raharjo, S.TP.
(Perkumpulan Peduli Lingkungan/PERDIKAN) sebagai pe-
nanggung jawab dalam administrasi dan keuangan. Sedang-
kan Ir. San Afri Awang, M.Sc. dari PKHR Fakultas Kehutanan
UGM sebagai penasehat program tersebut yang sekarang aktif
sebagai Dewan Pertimbangan Nasional (DPN) FKKM.

Pola HKm Gunung Kidul terlihat memiliki nuansa yang
khas. Antara pemerintah dan masyarakat diharapkan memi-
liki hubungan kemitraan yang baik. Hubungan kemitraan di-
perlukan suatu hubungan yang setara dan seimbang. Sedang-
kan LSM dan PT sebagai pihak yang netral lebih bersifat mem-
bantu dengan proses negoisasi, fasilitasi, dll. di antara peme-
rintah dan masyarakat. Hubungan tersebut lebih dikenal de-
ngan hubungan aktor multipihak. Sebelum mengurai lebih
jauh masalah hubungan multipihak kita dapat mem-bahas
aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan HKm Gu-
nungkidul.
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Berdasarkan atas kesamaan tujuan dan kehidupan ma-
syarakat di Gunung Kidul banyak yang membentuk
kelompok tani. Inisiatif tidak sepenuhnya dari masyarakat
tetapi pembentukan kelompok tersebut cukup menjadi batu
loncatan untuk membentuk kelompok yang lebih mandiri
dan demokratis. Banyak KTHKm yang awal berdirinya tidak
partisipatif, dominasi pengurus terjadi dalam setiap proses
pengambilan keputusan. Sedangkan, beberapa kelompok
yang dikelola dengan baik maka lambat laun karena pengaruh
dari luar atau pun kesadaran sendiri dapat membentuk
kelompok yang lebih demokratis. Keputusan kelompok
demokratis diputuskan dengan musyawarah kelompok.

Dari beberapa hak yang mencoba melihat tentang peme-
taan aktor HKm dapat diambil beberapa pelajaran, Pelajaran
pertama, HKm telah mendukung konsep desentralisasi sum-
ber daya hutan. Kebijakan dalam SK Menhut No. 31/2001 te-
lah membuka lebar-lebar pada pemerintah daerah dalam hal
ini Bupati untuk mengatur dalam pemberian izin pada kelom-
pok masyarakat dalam pengelolaan hutan negara. Pemkab juga
diberi kewenangan untuk mengevaluasi dan memonitoring
jalannya implementasi HKm. Dalam hal ini desentralisasi
yang dikonsepkan dalam UU 22/1999 sejalan dan didukung
dengan adanya kebijakan ini, sehingga peran Bupati dalam
pengembangan HKm dapat terus ditingkatkan.

Pelajaran kedua, HKm yang dikembangkan di Gunung
Kidul telah mampu membuka akses sumber daya hutan bagi
rakyat. Rakyat diberi hak untuk mengelolaan hutan negara.
Tetapi disisi yang lain pengelolaan yang dilakukan ternyata
masih membuat kebinggungan dengan hanya diberinya izin
sementara. Kepastian tentang kelola selanjutnya ini akan dapat
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menimbulkan masalah kedepan terutama keselamatan hutan
sendiri.

Pelajaran ketiga, Dalam interaksi antar aktor patut dicatat
adanya aktor cukup berperan dalam mendorong HKm lestari
adalah KPHKm. KPHKm sebagai sebuah forum komunikasi
antara PT dan LSM ternyata cukup mampu mendorong pe-
ngembangan HKM menjadi lebih baik.

Pelajaran keempat, dalam perkembangannya ternyata hu-
bungan antar aktor HKm masih sangat kuat kesenjangan ke-
kuasaanya. Pedagang dalam posisi yang lain memiliki peng-
aruh lebih kuat terhadap petani. Negara yang berfungsi seba-
gai penyeimbang justru gagap menyikapi keadaan ini. Negara
malah membuat kebijakan yang kadang merugukan petani.

Pelajaran kelima, konflik yang muncul antar aktor sangat
sering muncul dilapangan tetapi minim penyelesainya. Perlu
dikembangan sebuah lembaga atau forum yang mampu mem-
fasilitasi sekaligus menye-lesaikan masalah ini. Konflik yang
muncul pada dasarnya dapat membahayakan keberlanjutan
program HKm itu sendiri sekaligus mengancam kelestarian
ekosistem hutan juga.

B. Pengelolaan Hutan Berbasis Komunitas
Maksud pengembangan program pengelolaan hutan ke-

masyarakatan, adalah sebagai sistem pengelolaan sumber da-
ya hutan yang akan mengedepankan peran masyarakat setem-
pat dalam pengelolaan hutan dan keterlibatan berbagai pihak.
UU No. 41 tahun 1999 dan PP No. 34 tahun 2002 pasal 51
menyebutkan secara explicit bahwa pemberdayaan masyarakat
setempat di dalam dan sekitar hutan dilaksanakan dalam rang-
ka penguatan kelembagaan masyarakat dalam pemanfaatan hu-
tan. Di samping itu, pengembangan hutan kemasyarakatan
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merupakan wujud implementasi kebijakan desentralisasi
dalam bidang kehutanan, karena dalam penyelenggaraan pro-
gram hutan kemasyarakatan, peranan pemerintah daerah
(pemda), terutama pemerintah kabupaten akan sangat pen-
ting, karena seluruh aspek teknis pelaksanaan program hutan
kemasyarakatan akan menjadi tanggung jawab pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.

Tujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah terwu-
judnya kelestarian sumber daya hutan dan kesejahteraan
masyarakat, khususnya yang bermukim di dalam dan sekitar
kawasan hutan yang peng-hidupannya bergantung pada ke-
giatan yang berbasis pada sumber daya hutan. Untuk mencapai
tujuan tersebut, kebijakan ini diharapkan dapat:
(a) membangkitkan kegiatan ekonomi masyarakat di dalam

dan sekitar hutan;
(b) mempercepat rehabilitasi hutan dengan mendayaguna-

kan semua sumber daya pembangunan: masyarakat, pe-
merintah, dan dunia usaha dalam kelembagaan kemitraan
pengelolaan hutan; dan

(c) meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat (formal
dan non formal) dalam rangka me-ningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut, pengem-
bangan hutan kemasyarakatan adalah tidak sekadar memberi-
kan alternatif agar mereka terlibat dan mengelola hutan, me-
lainkan juga pemberian kesempatan dan kepercayaan kepada
masyarakat hutan untuk bersama­sama mengelola sumber da-
ya hutan agar dapat dicapai kesejahteraan rakyat dengan senan-
tiasa memperhatikan upaya pelestarian sumber daya alamnya.
Berdasarkan hal tersebut di atas, pengembangan hutan kema-
syarakatan adalah:
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(a) pemerataan pembangunan;
(b) mengembangkan partisipasi rakyat;
(c) mewujudkan kemandirian dan melaksanakan desentralisasi;
(d) perlindungan dan pelestarian surnber daya alam; dan
(e) keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah digaris-
kan, maka pengembangan hutan kemasyarakatan mengacu
pada kebijakan umum sebagai berikut:
a. Hutan kemasyarakatan merupakan sistem pengelolaan

hutan mencakup semua dimensi atau aspek secara kompre-
hensif, yang meliputi penataan dan perencanaan, peman-
faatan hutan (kayu dan non kayu, termasuk jasa lingkung-
an) dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan
lahan dalam rangka memulihkan dan meningkatkan pro-
duktivitasnya serta perlindungan dan konservasi hutan
dan lahan. Jadi hutan kemasyarakatan tidak hanya mem-
bicarakan perlakuan dalam pengelolaan hutan secara par-
sial, seperti pemanfaatan, rehabilitasi, atau konservasi hu-
tan saja.

b. Pengembangan hutan kemasyarakatan melalui sistem
pengelolaan yang komprehensif tidak untuk mengubah sta-
tus fungsi, tetapi tidak untuk memberikan hak dan tang-
gung jawab mengelola hutan pada areal yang ditetapkan
dalam suatu kelembagaan pengelolaan hutan kemasyara-
katan. Kelembagaan hutan kemasyarakatan merupakan legi-
timasi terhadap pencadangan kawasan, struktur kemitra-
an, struktur manajemen hutan, dan manajemen usaha ter-
masuk penyediaan permodalan dalam sistem pendukung
lainnya.
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c. Dalam kelembagaan yang dimaksud melekat tugas, tang-
gung jawab dan hak-hak masing-masing mitra yaitu ma-
syarakat, pemerintah (pusat dan daerah) serta mitra lain.
Pengembangan kelembagaan merupakan proses trans-
formasi dari sistem yang ada dan dilakukan secara berta-
hap. Dengan demikian, pengembangan hutan kemasyara-
katan merupakan program jangka panjang melengkapi dan
memperkuat pengalaman pengelolaan hutan kemasyara-
katan bersama masyarakat.

Pengembangan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Gu-
nung Kidul ini dirintis sejak tahun 1999 melalui kegiatan
pembinaan dan peningkatan usaha pencegahan dan pemulih-
an kerusakan hutan, tanah, dan air. Kegiatan tersebut dilaksa-
nakan pada areal kawasan hutan yang diusulkan untuk pen-
cadangan pengelolaan hutan kemasyarakatan seluas 4.186,4
ha yang sampai saat ini sudah dikelola seluas 1.087,25 ha
oleh 35 kelompok tani hutan kemasyarakatan. Prioritas ke-
giatan hutan kemasyarakatan ini dapat dijadikan modal dasar
untuk pengembangan model social farestri/ (SF) lebih lanjut.

Pengembangan hutan kemasyarakatan ini sangat penting,
selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ke-
lestarian hutan, juga untuk bahan kajian dan masukan dalam
rangka peletakan kebijakan pengelolaan hutan di pusat dan
di daerah pada masa yang akan datang.

Menilik lebih jauh sebetulnya kelompok tani hutan kema-
syarakatan yang ada di Gunung Kidul umumnya berbasis mo-
dern dan bersifat elitis. Sulit dijumpai kelompok tani di Gu-
nung Kidul yang berbasis lokal (budaya/adat istiadat) dan
juga sulit dijumpai kelompok tani yang tidak “dikuasai” oleh
segelintir orang dalam proses keorganisasian. Kelompok-ke-
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lompok tani HKm di Gunungkidul seluruhnya merupakan
lembaga atau organisasi yang mengarah dengan basis modern.

Ciri khas yang menonjol yaitu kepengurusannya menggu-
nakan struktur organisasi modern. Struktur kepengurusan
yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, dibantu be-
berapa seksi yang melaksanakan tugas-tugas teknis, menunjuk-
kan bahwa mereka dibentuk dengan mengacu pada organisasi
modern.

Berdasarkan sejarah pembentukkannya, kelompok tani ber-
asal dari sekumpulan orang yang ikut mblandong8 dan proyek
penggarapan lahan terbuka (habis ditebang) yang menurut isti-
lah mereka program penghijauan.

KTH biasa hidup di satu desa dan atau beberapa dusun di
sekitar hutan. Pada awalnya, masyarakat tersebut dimobilisasi
oleh petugas kehutanan dan beberapa tokoh masyarakat untuk
membentuk kelompok proyek penghijauan. Kelompok hanya
“diketuai” atau dikelola oleh satu orang sebagai koordinator
proyek. Proyeknya pun bersifat insidental, bila ada proyek ma-
ka kelompok baru berkegiatan. Kelompok terus berkembang
seiring dengan perkembangan kas kelompok dan kebutuhan
kelompok yang semakin luas. Setelah adanya kegiatan yang
berkaitan dengan uang (kas kelompok), maka kelompok mulai
membentuk pengurus yang lengkap yaitu ketua, bendahara,
dan sekretaris. Kelengkapan pengurus disesuaikan dengan ke-
butuhan kelompok di lapangan. Pembentukan beberapa seksi
atau pokja (kelompok kerja) seperti seksi dana, seksi pembi-

8 Blandong adalah tenaga kerja yang pekerjaannya menebang kayu. Istilah
ini berasal dari kata Blandongdiensten (Dinas Blandong) dari bahasa
Belanda yang telah menjadi kata seharian masyarakat sekitar hutan.
Lihat Hasanu Simon dalam Aspek Sosio-Teknis Pengelolaan Hutan Jati
di Jawa, Pustaka Pelajar, 2004.
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bitan, seksi blok petak dan sebagainya merupakan perwujudan
perkembangan kelompok yang semakin baik.

Sebagai organisasi yang berbasis modern tidak selamanya
dapat melaksanakan asas-asas yang lazim digunakan dalam
organisasi modern. Sebagai contoh, ada hal unik dalam pem-
bagian tugas dan kewajiban pengurus. Kebijakan pengelolaan
keuangan di beberapa kelompok tani hutan bukan di tangan
ketua atau bendahara, tetapi di tangan sekretaris. Bendahara
hanya sebagai kasir (pencatat) keluar masuknya uang, tanpa
sedikit pun diberi wewenang untuk mengeluarkan uang, tan-
pa sepengetahuan ketua atau sekretaris.

Ada juga kelompok-kelompok yang cenderung elitis yang
didominasi oleh tokoh-tokoh atau elit di kelompoknya ter-
utama dalam pengambilan keputusan kelompok. Kelompok
ini biasanya didominasi oleh satu atau dua orang yang me-
nonjol dalam pengambilan keputusan kelompok. Keputusan
yang didominasi tokoh-tokoh elit biasanya menyangkut pe-
nentuan wakil atau utusan keluar dan juga dalam hal-hal yang
berkaitan dengan keuangan. Dominasi atau “kekuasaan” se-
macam ini dapat dikhawatirkan berdampak buruk dalam tu-
buh kelompok. Keadaan ini dapat dipahami apabila kita meli-
hat sejarah terbentuknya kelompok yang merupakan bentukan
dari beberapa orang elit yang dekat dengan pengelola (baca:
penguasa) hutan seperti mandor, mantri, dan sinder. Bahkan
ada beberapa kelompok yang didirikan oleh mantan mandor,
mandor aktif, dengan atau tanpa mantri bersama tokoh masya-
rakat setempat yang disegani untuk mendirikan kelompok.
Biasanya kelompok terbentuk karena tujuan yang insidental
seperti adanya perlombaan atau proyek penghijauan. Pada
perkembangannya ada juga kelompok yang berusaha melaku-
kan demokratisasi atau mengikis dominasi tokoh-tokoh ter-
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tentu dalam kelompok seperti mengutamakan musyawarah
dalam pengambilam keputusan, tranparansi dalam pertang-
gungjawaban keuangan dan program kelompok.

Pelajaran pertama, hampir pada seluruh kasus yang
dikaji sistem penguasaan sumberdaya lahan dan hasilnya ada
pada individu atau keluarga. Berdasarkan kasus-kasus terse-
but, tampaknya masyarakat lebih memberikan kebebasan ke-
pada anggotanya untuk berusaha memenuhi kebutuhan-ke-
butuhan pangan, sandang, papan, pendapatan, dan kebutuh-
an hidup lainnya. Hak individu memang diperoleh sebagai
hasil karya individu, misalnya ladang dibuka dari hutan pri-
mer maka hak atas ladang tersebut ada pada individu yang
membuka untuk pertama kalinya

Pola penguasaan lahan individu tampaknya akan semakin
dominan akan digantikan dengan pengelolaan berkelompok
pada masa yang akan datang. Pertambahan penduduk akan
membuat penggunaan lahan semakin intensif dan mengu-
rangi lahan-lahan milik komunal. Lahan-lahan komunal yang
dipertahankan terutama lahan yang fungsi utamanya untuk
lingkungan (pengendalian tanah longsor atau erosi tanah),

Pelajaran kedua, ada kecenderungan sistem penguasaan
lahan yang individual relatif lebih berorientasi komersial,
sedangkan yang komunal lebih berorientasi subsistem. Sis-
tem penguasaan individual meletakkan tanggung jawab pe-
ngelolaan ada pada individu pengelola yang memegang hak.
Hak yang dimiliki individu kemudian perlu didorong untuk
menjadi sebuah kesepahaman kelompok. Kesepahaman ke-
lompok yang pada akhirnya dapat mendorong pengelolaan
yang lebih berkelanjutan.
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C. Kearifan Lokal
Kearifan lokal dalam konteks pembangunan atau peme-

liharaan lingkungan sering menjadi wacana bagi kalangan
praktisi kebijakan maupun akademisi. Wacana ini dikembang-
kan sebagai upaya melawan isu global serta wacaana dominan
yang merugikan negara ketiga. Ketika kerusakan lingkungan
mucul menjadi gejala yang akut di dunia ketiga, kesalahan
ini dibebankan kepada negara ketiga dalam kegagalannya me-
ngelola SDA. Padahal yang sesungguhnya negara ketiga me-
miliki nilai serta norma yang sadar lingkungan bahkan lebih
baik dari pengetahuan yang dimiliki negara maju. Nilai serta
pengetahuan yang sangat sadar adanya keseimbangan ekologi
dalam pembangunan.

Kearifan lokal merupakan kepandaian atau strategi penge-
lolaan alam semesta yang berwajah manusia dan menjaga ke-
seimbangan ekologis yang sudah berabad-abad yang sudah
teruji oleh bencana, kendala alam dan keteledoran manusia.
Dalam hubungan interaksi antara manusia dengan alam ke-
arifan lokal dilihat sebagai pengetahuan yang utuh serta ber-
kembang dalam budaya atau etnik tertentu untuk memenuhi
kebutuhan hidup secara berkelanjutan sesuai dengan kondisi
lingkungannya (Susanto, 2001) Pengetahuan lokal inilah yang
akan dilihat sebagai salah satu cara alternatif yang dapat
dikembangkan dalam HKm di Gunung Kidul.

Pengalaman sekian waktu dan dirasakannya akibat-akibat
kerusakan hutan telah membuka kesadaran manusia akan arti
penting kelestarian hutan. Kesadaran ini membawa pergeser-
an paradigma pembangunan hutan yang sebelumnya menga-
nut timber management. Sistem pengelolaannya yang serupa
tanpa memperdulikan faktor-faktor sosial dan ekologi kemu-
dian bergeser ke paradigma social forestry (SF) dan community
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forestry (CF). Faktor-faktor sosial dan ekologi mulai muncul
dan diperhatikan secara serius. Pemikiran pelibatan masyara-
kat lokal dalam pembangunan hutan semakin kuat.

Perkembangan konsep pembangunan hutan yang berke-
lanjutan dengan melibatkan masyarakat sebetulnya sudah cu-
kup lama berkembang. Paradigma yang ditawarkan oleh pihak
yang mengaku berpihak pada rakyat kemudian menawarkan
suatu pengelolaan hutan yang berbasis kerakyatan atau ma-
syarakat yang populer dengan istilah SF dan CF. Konsep SF
sendiri sudah cukup lama dikenal dalam dunia kehutanan.
Sekarang ini telah menjadi icon pemerintah c.q. Departemen
Kehutanan. SF dalam pelaksanaannya mempunyai wujud ber-
macam-macam seperti hutan rakyat, GNRHL, HKm, PHBM
(Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat).

Kelahiran CF sebagai bukti keberadaan kearifan lokal da-
lam pengelolaan hutan yang berbasis ekologis. Bentuk-bentuk
yang dapat dikategorikan CF atau Kehutanan Masyarakat (KM)
seperti Pengelolaan Repong Damar Krui-Lampung Barat, hutan
rakyat di Gunungkidul, dan sebagainya9. Akibat kegagalan da-
lam pengelolaan hutan yang beruntun, banyak pemerhati dan
orang yang peduli terhadap nasib hutan dan masyarakat di
sekitar hutan untuk mengikuti konsep kehutanan masyarakat
(KM) atau CF. Konsep CF bisa dikatakan lahir sebagai sikap
kepedulian terhadap pengelolaan hutan dan juga terhadap rak-
yat. Lahirnya istilah serta konsep ini diakui bukan dari Indo-
nesia, tetapi sangat relevan dan cocok dengan keadaan dunia
kehutanan di Indonesia. Karena dalam bebrapa hal sebenarnya
Indonesia memilikiki kearifan lokal yang berisi tentang pe-
manfaatan hutan tetapi sadar ekologi juga.

9 Perbedaan antara CF dan SF adalah CF dimunculkan dari inisiatif rakyat
dan SF dimunculkan dari inisiatif pemerintah.
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Sebagian besar masyarakat Gunung Kidul bermata pen-
caharian petani dan buruh tani. Buruh tani atau petani peng-
garap adalah petani yang tidak memiliki lahan milik. Di Gu-
nung Kidul jumlah petani ini lebih lebih banyak dari pada
petani yang memiliki lahan milik yang cukup. Rata-rata bu-
ruh tani hanya memiliki lahan pekarangan untuk pemukiman.
Luasnya rata-rata sekitar 0,1 ha. Sebagian lagi memiliki lahan
di tempat lain. Mereka menyebutnya wana atau alas. Mereka
betul-betul menggantungkan hidupnya dari lahan milik baik
yang berupa ladang, persawahan, dan pekarangan.

Sejak dulu hutan merupakan sumberdaya alam yang pa-
ling penting bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Hutan
merupakan sumber pakan ternak, kayu bakar (rencek), buah-
buahan, madu, dan juga sumber air pada musim kemarau.
Termasuk juga telah menjadi sumber ekonomi keluarga secara
langsung yaitu dari hasil tanaman semusim. Langkah memi-
sahkan kehidupan masyarakat lokal dengan hutan merupakan
tindakan yang tidak bijak dan sembrono.

Masyarakat diorganisasi dengan membentuk ke-lompok-
kelompok (lembaga) menurut kebutuhan dan kepentingannya.
Kelompok masyarakat yang berbasis agama membentuk ke-
lompok Yasinan, kelompok Remaja Masjid, kelompok Tahlil-
an, dll. Ada juga kelembagaan yang berbasis umum seperti
arisan RT/RW, simpan pinjam, kelompok pemuda, dan lain
sebagainya. Masyarakat Gunung Kidul tentu saja mayoritas
berprofesi sebagai petani, maka banyak tumbuh kelompok
masyarakat dengan basis pertanian dan kehutanan. Kelompok
ini biasa disebut dengan Kelompok Tani Hutan (KTH). Kegiat-
an awalnya adalah proyek penanaman di hutan negara. Ke-
giatan rutinnya adalah arisan dan simpan pinjam.
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Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan yang lazim dikenal
dengan sebutan KTHKm merupakan kelompok tani yang se-
cara nyata telah mengelola lahan HKm sejak terbitnya SK
Menhut No 622/1995. Mereka mengelola lahan hutan negara
dengan sistem tumpangsari karena memang aturan menghen-
daki seperti itu. Kebutuhan akan lahan garapan (untuk perta-
nian) semakin mendesak, maka mereka akan terus masuk da-
lam hutan negara untuk melakukan proyek penanaman dan
pemeliharaan (2-3 tahun).

Petani yang tergabung dalam KTHKm pada umumnya me-
miliki modal sosial (social capital) berupa kemauan dan ke-
mampuan. Kemauan dan rasa handarbeni terhadap hutan
negara (HKm) sudah tidak diragukan lagi. Pengajuan izin pe-
ngelolan HKm oleh masyarakat bukanlah main-main. Kese-
riusan ini dibuktikan dari kesabaran petani yang sejak tahun
1995 mengikuti proyek HKm dan secara resmi mengajukan
izin HKm ke pemerintah (Dinas Kehutanan dan Perkebunan)
tahun 1999 (SK 677/1998). Izin sementara selama 5 tahun su-
dah turun, tetapi masyarakat masih harus diuji kesabarannya
dengan menanti izin definitif (tetap) selama 25 tahun. Tanpa
izin tetap maka masyarakat tidak akan dapat bagian dari hasil
tanaman Jati.

Sebetulnya petani telah mengelola lahan HKm sejak tahun
1995-1996 dengan sistem tumpang sari. Hasilnya pun dapat
dilihat sampai sekarang di beberapa blok petak tanaman HKm
seperti di Semanu. Adanya dorongan dari berbagai pihak ma-
ka petani pun mengajukan izin HKm pada tahun 1999. Kata-
kanlah “kesetiaan dan kesabaran” petani sudah teruji dengan
penantian yang cukup panjang keluarnya izin tetap 25 tahun
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tersebut10. Pada awalnya hal yang mendorong mereka meng-
ajukan izin adalah masyarakat kekurangan lahan garapan.
Rata-rata lahan garapan mereka adalah 0,25 ha. Satu keluarga
dengan jumlah tanggungan rata-rata 5 (lima) orang, maka luas-
an lahan garapan tersebut masih tergolong kurang atau masih
sempit. Selain itu, pengajuan izin disebabkan adanya jaminan
ekonomi yang baik sebagai kompensasi mengelola hutan sela-
ma 25 tahun yaitu bagi hasil tanaman pokok Jati sebagai ben-
tuk kontrak sosial masyarakat dengan pemerintah seperti yang
tertera di SK Menhut No. 31/2001.

Pengalaman dan kemampuan yang tidak ternilai telah di-
miliki petani dalam membangun hutan rakyat. Keberhasilan ma-
syarakat Gunung Kidul dalam membangun hutan rakyat me-
rupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan petani. Seperti
yang dilukiskan dalam “Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan”
(Awang, 2000), masyarakat Kapur Selatan berhasil membangun
hutan rakyat. Keberhasilan ini merupakan buah tangan anak-
anak bangsa di belahan Kapur Selatan. Keberhasilan mengelola
hutan rakyat yang mencapai luas 24.531 ha (64%) dari luas hutan
di Gunung Kidul seluas 38.286 ha dapat menjadi cermin
pemerintah khususnya Pemda. Singkatnya, persoalan kesiapan
dan kemampuan masyarakat untuk menerima “amanah” izin
pengelolaan HKm (IPHKm) bukan menjadi persoalan mendasar.
Tinggal bagaimana pemerintah dapat beritikat baik dan bersegera
untuk memproses agar izin tetap tersebut segera turun. Hal ini
dapat menjadi bukti kepercayaan pemerintah terhadap
masyarakat untuk memegang amanah tersebut11. Masyarakat

10 Sampai tulisan ini disusun, izin sementara 5 (lima) tahunan HKm ke-35
KTHKm tersebut sudah ditandatangai Bupati, dan sebagian besar telah di-
serahterimakan kepada kelompok.

11 Sebuah kepercayaan dalam suatu relasi antara berbagai pihak atau dua
pihak adalah sangat diperlukan.
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dapat mengakulturasi teknologi pembangunan hutan rakyat
dengan teknologi pembangunan hutan negara.

Kemampuan, kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan hutan menjadi landasan pengembangan
hutan kemasyarakatan di Gunung Kidul. Taruhlah “mungkin”
dijumpai kesulitan, kemampuan petani tinggal sedikit “di-
poles” agar dapat menerapkan pengalamannya dalam pemba-
ngunan hutan rakyat (HR) untuk pembangunan hutan negara
khususnya HKm.

Kesiapan dan kemampuan petani dapat diperkuat untuk
terus melakukan proses capacity building (penguatan kapa-
sitas), institutional building (penguatan kelembagaan), dan
pelatihan teknis kehutanan (silvikultur) yang difasilitasi oleh
Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta KPHKm atau pihak-
pihak lain yang peduli terhadap HKm.

Pengetahuan lokal yang layak disimak antara lain dari sis-
tem pengelolaan hasil mereka memilki mekanisme yang dapat
meminimalkan konflik anatar anggota, maupun diluar anggota,
Maupun kemampuan mereka dalam menambah kas kelompok.
Misalnya bila ada anggota kelompok melakuan pengolahan
lahan biasa disebut perayaan atau gugur gunung, maka anggota
kelompok lain membantu dan masing-masing anggota dibayar
lebih kurang Rp 2.000. Uang tersebut bukan menjadi milik
mereka yang bekerja tetapi kemudian menjadi uang yang masuk
kas kelompok. Dan bila ada anggota kelompok izin atau tidak
datang dalam acara “gugur gunung” tersebut orang tersebut
didenda Rp 5000 yang juga masuk kas kelompok. Sebuah tero-
bosan yang menarik ketika mereka menyadari kelompok perlu
berkembang dan butuh uang.

Di dalam hal hasil mereka memiliki aturan bahwa hasil
dibagi secara adil antara milik anggota dengan milik kelom-
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pok. Tanaman tmpang sari menjadi milik anggota tetapi ta-
naman pokok sebagian menjadi milik kelompok (hasil berkisar
5%-15% untuk kelompok). Dan bila terjadi kematian dari ang-
gota mereka juga sudah mengatur tentang hak waris. Hak waris
mereka atur karena hak penggunanan lahan dalam jangga pan-
jang maka ini menjadi keputusan kelompok juga. Tetapi bila
tak ada yang jadi ahli waris bisanya hak anggota menjadi hak
kelompok yang dikelola bersama.

Meraka juga mengenal yang namanya ketahanan ekonomi.
Petani HKm sejak awal merupakan petani biasa juga. Petani
yang sejak awal sadar kebutuhan hidup sangat tidak terduga.
Maka dimilikinya pengetahuan untuk melakukn penanaman
lahan maupun optimalisasi pekerjaan dengan memperhitung-
kan kebutuhan mereka. Misal jangka pendek mereka menanam
tanaman ketela, empon-empon (jahe, kunir,dll) atau hasil yang
mudah dipanen. Jangka panjang mereka memelihara ternak
serta tanaman keras tentunnya. Dan untuk kebutuhan sehari-
hari mereka ada yang membuat minuman instant ataupun juga
usaha lain.

Dalam hal penanaman, pemulian tanaman, maupun pa-
nen mereka memiliki keasadaran ekologis cukup besar. Mereka
memilih tanaman yang dapat hihup dengan tumpang sari seka-
ligus memiliki ketahanan ekologis. Mereka memuliakan tanam-
an dengan memakai pupuk organik dari buangan ternak mereka
yang lebih murah dan ramah lingkungan. Kesepakatan pun
dibuat dalam masa panen mereka menyepakati dalam aturan
main kelompok bahwa panen dilakukan tidak dengan serentak
tapi per petak, sehingga mereka dapat tetap menjaga ekosistem.
Pengetahuan lokal dalam HKm ini memang layak kita lihat
serta kita pelajari demi pengembangan hutan yang lebih berke-
lanjutan.
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Sebuah pengetahuan yang sangat dalam serta layak dija-
dikan sebuah referensi kita bahwa masyarakat punya dan kaya
pengetahuan. Kemudian kita layak untuk mengelola serta me-
ngembangkan. Di sisi inilah strategi yang coba dikembangkan
untuk terus mengolah pe-ngetahuan lokal ini. Kita mencoba
menggali ilmu serta pengetahuan dari rakyat kita berguru di
desa dan bertanya pada rakyat. Merekalah yang mengetahui
keadaan yang paling cocok bagi peningkatan kesejahteraan me-
reka. Ke depan gagasan yang didapat dari mereka dapat dikem-
bangkan menjadi pengetahuan yang lebih sistematis dan ber-
guna.

Kecepatan kita mengimpor teori serta pengetahuan yang
menggejala di birokrasi bahkan dilakukan lebih cepat dan mem-
babi-buta oleh intelektual kita terutama kampus. Patut disadari
bahwa pengetahuan yang dikembangan dari negara lain kadang
tidak cocok bahkan cenderung menciderai pengetahuan lokal.
Sudah seharusnya kalau kemudian kita mencoba kembali
berguru di desa dan bertanya pada rakyat. Pengetahuan mereka
tentang pengelolaan suber daya alam dan khususnya hutan
mereka tentu lebih tahu karena pengetahuan lokal serta ke-
arifan lokal masyarakat jauh lebih teruji serta sesuai dengan
keadaan mereka. Maka kedepan pengembangan ilmu pengeta-
huan di kampus mupun perumus kebijakan yang pada akhir-
nya dapat tercipta kebijakan yang sadar akan kearifan lokal.

Pelajaran pertama, HKm bertujuan untuk memberdaya-
kan masyarakat lokal dalam pelestarian hutan dan peningkat-
an kesejahteraan masyarakat lokal. Konsep ini dapat menun-
jukkan bahwa selama ini pola antroposentris dalam pengelo-
laan hutan tidak lebih baik dari pola atau konsep harmoni.
Tesis bahwa hutan lestari dan masyarakat sejahtera akan sa-
ling berhubungan dan mempengaruhi sangat beralasan. Hu-
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tan selamanya tidak akan lestari apabila masyarakat sekitar
hutan tidak sejahtera. Agar masyarakat sekitar hutan sejahtera
maka diperlukan pelibatan dalam proses pembangunan dan
pemanfaatan hutan. Masyarakat sekitar hutan di-harapkan ti-
dak lagi terpinggirkan baik secara struktural dan sistemik
dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Pelajaran kedua, Masyarakat memiliki pengetahuan lokal
yang sangat sadar ekologi. Meraka menyadari betul bahwa
hutan sudah selayaknya bukan hanya memilki fungsi ekonomi
tetapi juga untuk keselamatan ekosistem. Dan pengetahuan
yang dimiliki ini layak dipelajari serta dijadikan ilmu pengeta-
huan kita.

Singkatnya, HKm memiliki prospek dan peluang untuk
upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya hutan, baik dilihat dari aspek ekonomi, sosial politik,
ekologi, dan bahkan juga hukum. Aspek ekonomi HKm bisa
dijadikan sumber penerimaan pendapatan daerah apabila
digali secara optimal. Dalam pengelolaan HKm terdapat dua
skema sumber pendapatan daerah yaitu dari provisi sumber
daya hutan dan bagi hasil (share benefit) dengan kelompok
masyarakat pemegang izin pengelolaan HKm (IPHKm). Peme-
rintah kabupaten dapat dilibatkan dalam aspek sosial HKm.
Pemerintah, berbagai unsur masyarakat, dan pemerhati hutan
(Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi) dapat
bersama-sama mewujudkan pemberdayaan masyarakat setem-
pat dalam pengelolaan hutan dalam rangka meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat. Peran multipihak dalam hal ini cukup
strategis untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang partisi-
patif dan memihak masyarakat. Satu hal yang perlu diingat,
HKm juga mempunyai potensi mewujudkan perbaikan eko-
sistem atau lingkungan yang lebih baik.
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A. Inisiasi Forum HKm
Munculnya banyak permasalahan serta tantangan dalam

pengembangan HKm di Gunung Kidul perlu segera diantisi-
pasi. Antisipasi ini sangat penting ketika HKm sebagai se-
buah implementasi kebijakan hutan yang lebih memberi porsi
besar kepada masyarakat. Sebuah kesempatan yang sangat
penting kemudian mendorong masyarakat lebih cerdas me-
ngelola hutan dengan berkelanjutan. Sehingga kalaupun mun-
cul permasalahan layak segera dibuat solusinya. Keruwetan
serta permasalahan yang timbul terutama di tataran
komunitas dapat dilihat sebagai berikut.

Munculnya kelompok-kelompok yang cenderung elitis
yang didominasi oleh tokoh-tokoh atau elit di kelompoknya
terutama dalam pengambilan keputusan kelompok. Kelompok
ini biasanya didominasi oleh satu atau dua orang yang me-
nonjol dalam pengambilan keputusan kelompok. Keputusan
yang didominasi tokoh-tokoh elit biasanya menyangkut pe-
nentuan wakil atau utusan keluar dan juga dalam hal-hal yang
berkaitan dengan keuangan. Dominasi atau kekuasaan semacam
ini dikhawatirkan berdampak buruk dalam tubuh kelompok.

BAB V
INISIASI DUKUNGAN KEBIJAKAN

HKm DI GUNUNG KIDUL
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Permasalahan didalam kelompok sendiri tentang
kebutuhan penguatan kapasitas dan kemampuan (capacity
building) kelompok tani hutan. Kebutuahn ini tidak hanya da-
lam masalah penguatan teknis-teknis kehutanan dan penguatan
kelembagaan (institutional building) saja, akan tetapi juga
kapasitas serta kemampuannya dalam melakukan negosiasi
dengan pihak lain yang perlu dikembangkan. Komunitas masih
sangat lemah dalam kemampuan menegosiasikan kepentingan-
kepentingan mereka.

Dalam sisi yang lain ternyata perkembangan hubungan an-
tar aktor HKm masih sangat kuat ke-senjangan kekuasaanya.
Pedagang dalam posisi yang lain memiliki pengaruh lebih kuat
terhadap petani. Negara yang berfungsi sebagai penyeimbang
justru gagap menyikapi keadaan ini. Negara malah membuat
kebijakan yang kadang merugikan petani. Sebuah keadaan yang
membuat petani HKm semakin terjepit dan kurang berperan
dalam menentukan arah HKM ke depan.

Konflik yang muncul antar aktor sangat sering muncul
dilapangan tetapi minim penyelesainya. Perlu dikembangan
sebuah lembaga atau forum yang mampu memfasilitasi sekali-
gus menyelesaikan masalah ini. Konflik yang muncul pada
dasarnya dapat membahaya-kan keberlanjutan program HKm
itu sendiri sekaligus mengancam kelestarian ekosistem hutan
juga.

Permasalahan di atas akan dapat diatasi apabila para pihak
tersebut duduk satu meja membahas permasalahan dan solusi
pemecahannya secara bersama. Kedepan kemudian dalam
penelitian ini akhirnya dikembangkanlah sebuah inisiasi fo-
rum komunikasi HKm. Dalam hal ini forum HKm mencoba
mengembangkan sifat kemitraan yang harus selalu dikembang-
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kan untuk mencapai kesetaraan multipihak12. Idealnya forum
multipihak membangun kesetaraan, dinamisasi dan demo-
kratisasi (Sepsiaji dan Fuadi, 2004). Mereka datang dari ins-
tansi atau pihak yang berbeda dan tentunya memiliki hak dan
kewajiban yang berbeda sesuai dengan bidang tugasnya,
tentunya dalam HKm Gunung Kidul harus ada kesamaan visi
dan misi. Menyamakan visi dan misi HKm Gunung Kidul men-
jadi penting manakala dalam perkembangannya banyak masa-
lah yang timbul dan melibatkan banyak pihak. Kesamaan ini
akan menjadi momentum baik untuk membangun hutan yang
lebih sinergis dan sistemis, sehingga tidak ada pihak-pihak
yang dirugikan. Kedepan Jaringan kelompok-kelompok yang
terlembaga atau terorganisasi dengan baik perlu diciptakan.

Forum HKm tingkat BDH (Bagian Daerah Hutan) merupa-
kan salah satu bentuk untuk membangun kesetaraan multipi-
hak. Duduk bersama untuk menyelesaikan berbagai permasa-
lahan lapangan baik silvikultur (teknis kehutanan), keamanan
hutan, kejelasan peran, dan juga kemandirian kelompok tani.
Keberhasilan pengembangan hutan diasumsikan bila keempat
hal tersebut dapat tercapai dengan baik. Aspek silvikultur dari
penyiapan lahan sampai dengan pemeliharaan menjadi faktor
penting keberhasilan tanaman. Keberhasilan tanaman juga di-
pengaruhi oleh keamananan hutan yang baik. Keamanan yang
dilakukan masyarakat diasumsikan berhasil dengan merujuk
pada pembagian peran komunikasi dalam melakukan pengelo-
laan hutan rakyat selama ini yang dapat berhasil, sehingga nan-
tinya kerusakan hutan karena pencurian dan perambahan hu-
tan dapat ditekan. Hal tersebut kemudian akan dapat tercapai

12 Multipihak yang dimaksudkan adalah kumpulan beberapa pihak yang
berkepentingan dalam HKm Gunungkidul seperti BDH, RPH, CDK,
Camat, Pemerintah Desa, BDH, dan kelompok tani.
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dengan baik apabila kelompok dapat lebih mandiri dan pro-
fesional dalam mengelola HKm Gunung Kidul.

Inisiatif Forum HKm yang telah dikembangkan dalam me-
ngelola HKm antara lain, Pertemuan Jaringan Petani (Pagu-
yuban); kedua, Pelatihan Kelompok Tani HKm se-Gunungki-
dul; Asistensi masing-masing kelompok dengan membantu
pembuatan aturan internal dan rencana kelola sebagai syarat
adminitrastif pengajuan izin HKm dilaksanakan pada bulan
Juni-Juli oleh masing-masing LSM dan PKHR.

Inisiasi forum yang telah dikembangkan ternyata cukup
membantu petani mengelola hutan lebih baik. Petani pada sisi
yang lain lebih memahami posisi mereka. Petani kemudian
dapat meningkatkan posisi tawarnya pada pihak lain. Men-
dorong mereka lebih untuk berdaya. Inisiasi macam inilah yang
layak terus dikembangkan serta didorong.

Inisiasi Forum HKm yang telah maupun akan dikembang-
kan selama inilah yang akhirnya dapat diharapkan meningkat-
kan kemandirian kelompok. Kemandirian kelompok yang di-
dukung dengan kemampuan kelompok untuk mengurusi diri
sendiri maupun mengkomunikasikan dengan pihak lain. Ini-
siasi yang dapat menumbuhkan kemandirian serta kesejajaran
antar aktor yang dapat mendukung program HKm berkelanjut-
an dan Hutan Lestari.

B. Inisiatif Perda : Mengatasi Ketidakpastian Hukum
Tarik ulur antara kabupaten dan provinsi sampai sekarang

pun tak kunjung selesai. Beberapa pihak ada yang mengatakan
bahwa tarik ulur tersebut bukan karena unsur keistimewaan
provinsi yang berbentuk kerajaan. Keistimewaan hanya seputar
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, hal lainnya sama
saja dengan daerah lain. Permasalahan tarik ulur itu sampai
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sekarang juga belum diberikan provinsi ke kabupaten. Ada
masalah kewenangan hutan yang tak kunjung selesai. Masalah
ini memang masalah yang cukup rumit. Ada pendapat yang
mengatakan bahwa provinsi sepertinya mengulur-ulur proses
penyerahan kewenangan ini karena kurangnya political will
provinsi, sehingga tidak segera diberikan provinsi. Provinsi
melihat belum siapnya kabupaten menerima kewenangan
tersebut. Kabupaten dinilai belum mampu secara SDM untuk
mengelola hutan yang begitu luasnya. Bisa jadi kekhawatiran
ini betul karena untuk mengelola hutan negara yang begitu
besar membutuhkan personil dan pembiayaan yang tidak
sedikit.

Sebagian kalangan juga berpendapat bahwa stagnasinya
tersebut karena provinsi takut tidak mendapatkan jatah lebih
besar (PAD) hasil sumberdaya hutan. Padahal hutan di Gunung
Kidul paling luas se-DIY, hampir mencapai 77,48%. Provinsi
bisa kehilangan sumber daya alamnya yang notabene akan me-
nurunkan PAD provinsi. Mungkin dua pendapat ini menjadi
benar, manakala kewenangan itu betul-betul diserahkan sepe-
nuhnya ke kabupaten. Hal ini dapat memberi jawaban perta-
nyaan apakah ternyata kabupaten tidak sanggup mengelola
hutan dengan baik atau memang di pihak provinsi merasa ter-
kurangi PAD-nya dari sumberdaya hutan. Pengelolaan sumber
daya hutan selama ini masih jauh untuk dikatakan baik,
sehingga perolehan PAD pun juga kurang dari sektor ini. Se-
mua tesis tersebut dapat dibuktikan apabila provinsi mem-
berikan jawaban yang pasti dan jelas. Sedangkan kabupaten
masih kenceng tapi malu-malu (belum berani terang-terangan)
untuk meminta hak kelola tersebut. Suatu dilema yang bila
tidak segera diselesaikan akan panjang akibatnya. Korban yang
di depan mata adalah HKm Gunung Kidul, termasuk nanti
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payung hukum berupa SK Bupati maupun Peraturan Daerah
(Perda).

Berdasarkan uraian di depan kita dapat membaca dan
menganalisis berbagai masalah HKm. Berbagai masalah di
HKm dapat diruntut dari masalah kebijakan yang tidak mantap;
adanya dukungan kebijakan yang di atasnya cenderung menge-
biri eksistensi HKm; ada masalah lapangan (petani) yang juga
dapat dikatakan belum sepenuhnya siap; ada kendala psiko-
logis di pemerintah daerah untuk mengambil sikap yang tegas;
ada mentalitas petani; ada mentalitas aparat yang masih ber-
jiwa Orba, dan sebagainya. HKm jika dilihat dari kacamata
positif mengandung segudang prospek dan peluang yang
menjanjikan. Saat ini merupakan waktu untuk pihak-pihak
terkait dan peduli mengambil inisiatif yang sehat dan bersih
demi sebuah implementasi yang sistematis serta konkrit agar
HKm di Gunung Kidul lestari.

Stagnan dalam kebijakan HKm menjadikan masalah
pengelolaan hutan serta kepastian hukum lemah. Kondisi ini
jelas kurang menguntungkan bagi komunitas mengelolaan hu-
tan. Pada sisi yang lain kondisi mengancam keberlanjutan hu-
tan itu sendiri. Maka kemudian dilakukan sebuah inisiatif un-
tuk menggagas kebijakan daerah dalam hal ini inisiatif Perda.
Inisiatif Perda yang telah muncul dalam kondisi ini dilihat
sebagai sebuah perjalanan panjang bagi penciptaan kepastian
hukum.

Inisiasi yang telah dikembangkan ini antara lain oleh
beberapa pihak yang konsen dalam HKm di Gunung Kidul
tergambar daalam proses berikut. Proses-proses kegiatan pe-
ngawalan pengelolaan HKm Gunung Kidul dilakukan dengan
membawa “bendera” FKKM Faswil DIY seperti:
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(1) Pemaparan (ekspose) hasil Kajian Pelaksanaan Hutan
Kemasyarakatan (HKm); Dalam persentasi tentang pelak-
sanaan HKm di Gunung Kidul terungkap tentang perlunya
advokasi kebijakan. Diskusi multipihak pada tanggal 25
Oktober 2001 dirumuskan pula tentang perlunya peng-
organisasian petani.Proses berikutnya atau proses

(2) Diskusi Multipihak Penyerahan Kewenangan Pengelolan
Hutan Negara di Provinsi DIY; Dalam diskusi pada tanggal
10 November 2001 dibahas secara khusus tentang perlunya
penyerahan kewenangan pengelolaan hutan di DIY. Dalam
diskusi terakhir ini pula mengamanatkan kepada FKKM
Faswil DIY untuk mengadakan public hearing dengan
DPRD DIY. Tahapan berikutnya atau tahapan

(3) Audensi dan publik hearing dengan Komisi B DPRD
Provinsi DIY;

(4) Sarasehan Kelompok Tani HKm se-Gunung Kidul; Hasil
dari public hearing ditindaklanjuti oleh Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Provinsi dengan mengadakan rapat ko-
ordinasi dengan 4 (empat) Dinas Kabupaten yang hasilnya
dilapor-kan kepada Gubernur Provinsi DIY. Bersamaan
dengan itu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY
juga mengirimkan surat kepada Direktur Jendral Rehabi-
litasi Lahan dan Per-hutanan Sosial Departemen Kehutan-
an RI untuk mengusulkan Penetapan Pencadangan Areal
Hutan Kemasyarakatan di Provinsi DIY sebagai tindak lan-
jut surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan
nomor 349/Kwl-III/2000 tanggal 13 Juli 2000.

Perkembangan ijin HKm seakan membentur tembok ka-
rena selalu kembali pada permasalahan pencadangan yang
belum selesai, harus ada penyempurnaan dan sebagainya.
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Namun pada akhirnya Menteri Kehutanan mengeluarkan
surat no. 252/Menhut-V/2002 kepada Gubernur DI Yogyakarta
untuk memberikan ijin sementara melalui Bupati atas reko-
mendasi Gubernur cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pro-
vinsi DIY. Menindaklanjuti surat tersebut akhirnya Gubernur
memberikan surat rekomendasi no. 522/0647, kepada Bupati
Gunung Kidul untuk mengeluarkan ijin sementara kepada
kelompok pemohon hak pengelolaan HKm (HPHKm) di Gu-
nung Kidul, setelah kelengkapan berkas usulan diselesaikan.

Proses inisiasi yang telah dilakukan berikutnya keenam
6) Audensi dengan DPRD Gunungkidul; Dalam audensi dise-
pakati untuk mengembangkan kerjasama antar pihak untuk
membuat Perda. Perda yang akan dikembangkan merupakan
inisiatif DPRD (dilakukan lewat jalur DPRD Kab Gunung
Kidul). Inisiasi bersama yang dilakukan untuk mengoptimal-
kan peran DPRD serta lebih memanfaaatkan Fungsi DPRD
dalam fungsi legislasi.

DPRD dalam kerangka desentralisasi berfungsi untuk
pelaksanaan politik otonomi daerah yaitu sebagai mitra ekse-
kutif maupun sebagai pengemban pelaksanaan kedaulatan
rakyat (demokratisasi) di daerah. Peran yang jelas dari DPRD
ini adalah menghasilkan produk hukum yang legal dan me-
lalui kajian yang partisipatif, akademik, serta dapat menca-
kup berbagai pihak. Salah satu produk hukum tersebut adalah
peraturan daerah (Perda) inisiatif yang mengatur pengelolaan
hutan kemasyarakatan di Gunung Kidul. Proses penyusunan
rancangan Perda (Raperda) HKm melalui suatu rangkaian kaji-
an dan dialog yang panjang. Proses penyusunan Raperda HKm
ini telah berjalan dan mencapai draft yang ke-5. Proses kajian
tersebut dilakukan dari tingkat tim perumus, konsultasi publik



135

Pengembangan Hutan Berbasis Rakyat Berkelanjutan

di tingkat kelompok tani, tingkat BDH, dan tingkat kabupaten.
Proses terakhir (April 2004),

Raperda tersebut telah diajukan pada rapat paripurna
DPRD tetapi terganjal oleh masa bakti dewan yang mengalami
pergantian. Pembuatan Raperda lewat legislatif (Komisi B
DPRD Kabupaten Gunungkidul) cukup tanggap pada kebu-
tuhan petani akan payung hukum yang kuat dengan berini-
siasi menyusun draft Raperda yang lebih partisipatif, akomo-
datif, dan transparan. Raperda ini sudah melalui proses
panjang diawali dengan penggodogan oleh Tim Kecil di Wis-
ma Kagama UGM dengan bekerjasama dengan Pusat Kajian
Hutan Rakyat (PKHR) Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta
dan Konsorsium Pengemba-ngan Hutan Kemasyarakatan
(KPHKm) Gunungkidul bersama dengan banyak pihak terma-
suk petani. Selanjutnya hasilnya dikonsultasikan pada banyak
pihak dari tingkat kelompok tani sampai tingkat kabupaten
di Hotel Sahid Raya Yogyakarta. Sudah banyak masukan dari
banyak pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan draft Ra-
perda tersebut. Sekarang bola ada di tangan Dewan periode
2004-2009 yang baru dilantik bulan Agustus 2004. Tentunya
besar harapan dipikulkan di pundak-pundak dewan yang ba-
ru. Dewan yang baru dilantik masih ada muka lama, tetapi
diharapkan lebih berpihak pada rakyat. Anggota dewan yang
dipilih rakyat seharusnya memihak demi kepentingan rakyat.
Salah satu wujud keberpihakkannya adalah memperjuangkan
keberhasilan HKm.

Salah satu kemajuan lain dari inisiasi Perda lewat DPRD
adalah masuknya anggaran HKm dalam APBD. Penyusunan
anggaran APBD merupakan kerja yang dilakukan oleh Pemda
dan DPRD. Salah satu item anggaran APBD dialokasikan
untuk HKm. Alokasi ini bisa dikatakan sebagai investasi da-
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lam HKm karena HKm mempunyai potensi untuk meningkat-
kan PAD dari skema bagi hasil yang cukup besar. Hasil in-
vestasi dari HKm diharapkan dapat dipergunakan untuk
pembangunan di Kabupaten Gunung Kidul. Pada sisi yang
lain masuknya HKm dalam APBD menujukkan adanya perha-
tian PEMDA dan DPRD terhadap HKm. Sebuah ujud dukung-
an dari kebijakan yang cukup baik.

Pada akhirnya inisiatif keberpihakan pada rakyat dapat
diawali dengan menggodog kebijakan yang partisipatif,
transparan, dan akomodatif. Beberapa kebijakan yang harus
segera diselesaikan serta didorong kedepan antara lain, per-
tama, SK Menhut tentang pencadangan HKm, SK Menhut
tentang pencadangan HKm sudah diajukan sejak tahun 1999
tetapi sampai sekarang belum juga dirampungkan. SK penca-
dangan ini sangat menentukan pengembangan HKm Gunung-
kidul selanjutnya. Tanpa SK ini tidak mungkin cadangan HKm
Gunung Kidul yang seluas 4.186,4 ha dapat terealisasikan.
Sementara ini baru seluas 1.089,4 ha (26%) yang diberikan
pada masyarakat.

Kedua, seperti yang sudah dibahas dimuka Raperda. Ra-
perda tentang HKm, Kebijakan kedua yang penting dan perlu
dirampungkan adalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
HKm. Peraturan daerah di Kabupaten Gunung Kidul sendiri
baru pertama kali dirumuskan melalui suatu proses yang di-
nilai banyak kalangan cukup partisipatif dan transparan yaitu
Perda HKm. Raperda ini telah dapat menampung aspirasi ma-
syarakat tani dengan mengakomodir bagi hasil antara petani
dan pemerintah sebesar 80% untuk petani dan 20% untuk
pemerintah. Tarik ulur kepentingan masalah bagi hasil ini
sangat kentara, apalagi pemerintah telah memberikan 3 (tiga)
opsi bagi hasil yang berbeda dengan keinginan petani seperti
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yang tertuang dalam SK Bupati 213/2003 pasal 12. Bagi hasil
antara pihak petani dan pemilik lahan negara sampai saat ini
belum tuntas dan dianggap bisa diselesaikan kemudian.

Ketiga, Keputusan penyerahan kewenangan pengelolaan
hutan kepada kabupaten. Perlu sebuah dorongan yang kuat
untuk segera memberikan kewenagan kabupaten mengelola
hutan secara jelas. Penyerahan kewengan ini membutuhkan
political will pemerintah pusat maupun Provinsi. Keputusaan
inilah yang layak terus ditekan kedepan.

Keempat, Pembentukan Koperasi, munculnya persyarat-
an koperasi dalam perizinan definitif surat ini dapat menjadi
landasan hukum yang kuat bagi kelompok tani untuk menge-
lola lahan HKm dengan lebih baik. Berbagai persoalan lapang-
an baik lahan maupun kelembagaan dapat segera dibenahi ber-
sama-sama. Kemandirian dan profesionalisme serta komitmen
dan keseriusan kelompok sangat diharapkan oleh semua pihak
khususnya Pemerintah Daerah (Pemda) c.q. Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul. Setidaknya hal ini
juga berimbas pada Dishutbun me-wakili Bupati dalam proses
perizinan HKm yang selama ini kurang percaya kepada masya-
rakat KTHKm.

Inisiasi serta inisiatif yang sedang dikembangkan dalam
pengelolaan serta dorongan kebijakan HKm kedepan patut
didukung. Munculnya kebijakan dalam hal ini Perda kedepan
dapat sedikit menjawab munculnya ketidakpastian hukum.
Kebijkan yang muncul dapat menciptakan kepastian hukum
yang pada giliranya dapat mendorong pengelolaan hutan ke-
masyarakatan yang lebih berkelanjutan.



138

Eko Priyo Purnomo



139

Pengembangan Hutan Berbasis Rakyat Berkelanjutan

A. Kesimpulan
Kerusakan hutan akibat pemanfaatan hutan yang seram-

pangan dan cenderung meminggirkan komunitas sekitar hu-
tan kemudian menimbulkan polemik. Polemik ini kemudian
diambil sebuah solusi untuk melibatkan komunitas dan ma-
syarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan.
Ide untuk melibatkan masyarakat sekitar hutan ini tertuang
dalam gagasan membangun Hutan Kemasyarakatan. Dimana
ide ini dilakukan ketika masyarakat sekitar hutan ternyata
tidak dapat ikut menikmati hasil hutan. Masyarakat sekitar
hutan hanya menjadi penonton dari eksploitasi hasil hutan.
Untuk itu Hutan Kemasyarakatan dikembangkan untuk lebih
meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar hutan untuk da-
pat mengakses sumber daya hutan yang pada gilirannya mam-
pu meningkatkan ekonomi.

Pemanfaatan hutan yang memberikan akses pada masya-
rakat sekitar hutan dalam hutan kemasyarakatan ini kemudi-
an perlu kita lihat dari kacamata yang lain. Sebuah kacamata
yang harus dipahami oleh para komunitas yang coba melaku-
kan pemanfataan hutan. Cara pandang yang coba dipakai ada-
lah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan atau sus-
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tainable development. Pemanfaatan hutan dengan mencoba
mensinergikan keberlanjutan aspek ekonomi, keberlanjutan
aspek sosial, serta keberlanjutan ekologi.

Penguasaan dan pengelolaan program HKm di Gunung
Kidul merupakan kacamata yang patut dilihat dalam mencoba
pengembangan hutan yang berkelanjutan. Pengembangan hu-
tan yang berkelanjutan coba dilihat dari penguasaan lahan
hutan. Pengusaan lahan merupakan salah satu hal yang pen-
ting demi kepastian siapa yang berhak mengelola. Kepastian
hak kuasa hutan di Indonesia masih terjadi tarik ulur antar
kuasa negara dengan kuasa rakyat.

Negara merasa paling berhak untuk menguasai serta me-
ngelola sumber daya hutan Hak penguasaan ini dimiliki seba-
gai amanat konstitusi. Amanat yang konstitusi yang masih
layak dipertanyakan apakah memang negara yant berhak atau
rakyatlah yang berhak karena rakyat yang sejak awal memiliki
hak kuasa atas SDA. Perdebatan antara hak kuasa rakyat dan
negara terus berlangsung. Munculnya dorongan perubahan
paradigma pembangunan dari sentralistik ke desentralisasi,
dari state based menuju community based menambah ken-
cang perubahan kebijakan negara dalam mengelola hutan.

Perdebatan hak-hak atas sumber daya hutan yang men-
jadi salah satu permasalahan pokok kehutanan Indonesia ti-
dak akan pernah selesai, karena substansi kebijakan yang di-
keluarkan justru menghambat pertumbuhan, bahkan memati-
kan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan. Pada-
hal dalam sumber daya hutan telah melekat fungsi-fungsi
publik yang harus tetap terpelihara. Pemerintah, dengan rasa
percaya diri yang berlebihan, merasa memiliki kewenangan
penuh untuk mengatur hak publik atas manfaat hutan. Sete-
lah pembangunan kehutanan terbukti menghasilkan rusaknya
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sebagian besar sumber daya hutan saat ini, pemerintah acap
kali mempublikasikan pemakluman terhadap kegagalan kon-
trol, akibat ketimpangan perbandingan jumlah orang yang du-
duk dalam pemerintahan dengan luas hutan yang harus di-
kontrol. Padahal kebijakan kehutanan selama ini memang tidak
menghargai nilai-nilai masyarakat, dan semakin menjauhkan
partisipasi mereka dalam usaha-usaha pelestarian dan pemera-
taan manfaat hutan.

Maka HKm sebagai sebuah solusi dari penguasaan dan
pengelolaan hutan dikeluarkan pemerintah. HKm pada dasar-
nya merupakan program yang digagas pemerintah untuk mem-
berikan akses yang lebih kepada masyarakat dalam mengelola
sumber daya hutan. Hal ini demi terwujudnya suatu kondisi
masyarakat sekitar hutan atau masyarakat lokal yang semakin
sejahtera kehidupannya dengan tetap memperhatikan kelesta-
rian fungsi hutan. Kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestari-
an hutan merupakan dua hal yang integral dan saling meleng-
kapi. Dengan kata lain, hutan tidak akan lestari apabila ma-
syarakat sekitar hutan tidak diberi akses yang lebih luas secara
nyata, baik de yure maupun de facto dalam pengelolaan sumber
daya hutan. Tanpa akses yang memadai, masyarakat masih saja
hidup di bawah garis kemiskinan dan termarginalkan secara
ekonomi serta sosial politik. Juga berlaku sebaliknya, masyara-
kat sekitar hutan selamanya tak akan sejahtera, bilamana hu-
tannya merana, rusak, dan tidak dapat dimanfaatkan secara
optimal oleh masyarakat luas dan khususnya masyarakat seki-
tar hutan.

Kacamata yang dicoba untuk melihat pengembangan HKm
di Gunung Kidul yang berkelanjutan ada dua. Pertama sisi
kebijakan serta dukungan negara terhadap proram ini. Kebijakan
atau dukungan macam apa yang dilakukan negara apakah men-
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dorong pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan. Kacamata
kedua adalah aspek sosial, dan budaya. Dalam kriteria ini yang
kemudian dilihat tentang hubungan antar pihak dalam penge-
lolaan hutan berkelanjutan serta dilihat pula tentang meknis-
me yang terdapat dalam masyarakat untuk mengelola secara
partisipatif dan efektif.

Dari sisi kebijakan kacamata pertama melihat bahwa HKm
merupakan produk kebijakan yang sudah berlangsung cukup
panjang. Pertama kali kebijakan HKm dicanangkan pemerintah
sebagai salah satu proyek nasional pada tahun 1995. Kebijakan
dimasa menteri DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO dimu-
lai dengan dikeluarkannya SK Menhut No. 622/Kpts-II/1995.
Yang kemudian berubah perubahan pertama yaitu menjadi SK
Menhutbun No. 677/Kpts-II/1998. Kebijakan yang dibuat se-
masa pejabat menterinya Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION. Dan
kebijakan ini diperbarui dengan dikeluarkannya keputusan
oleh Menteri Kehutanan DR NUR MAHMUDI ISMAIL menge-
luarkan keputusan bernomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penye-
lenggaraan HKm.

Semakin seringnya kebijakan diganti dan diperbarui me-
nambah daftar panjang keruwetan program HKm. Pasang surut-
nya program ini memperlihatkan kepada kita bahwa negara
masih selalu menggunakan metode try and error. Masih mun-
culnya kegamangan serta keraguan dari negara dapat memper-
parah kerusakan hutan ini sendiri. Kekeliruan ini ditambah
dengan munculnya tarik-ulur antara pemerintah pusat dengan
daerah. Kurang jelas aturan main serta tumpang-tindihnya
aturan yang dibuat maish menjadi kelaziman ternyata. Penye-
lenggaraan HKm pada hakikatnya merupakan proses berbagi
peran dan tugas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah
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dan masyarakat. Ternyata digagalkan atau menjadi kurang op-
timal justru dilakukn sendiri oleh negara.

Dari sisi kebijakan ini pula nampak bahwa perhatian peme-
rintah dalam pengembang hutan berbasis rakyat masih minim.
Dan sekaligus nampak bahwa ke-berpihakan pemerintah dalam
penyelamatan hutan masih kurang. Poduk peruturan yang di-
keluarkan negara masih nampak kurang dalam pelaksanaan
maupun pengawasanya. Dalam pelaksaanan nampak bahwa
kebijakan ini cenderung tidak partisipasif dan cenderung sen-
tralistik.

Dari sisi ekologi kebijakan ini pada awalnya membuka ke-
mungkinan perbaikan lahan hutan menjadi lebih baik. Negara
mendorong perbaikan fungsi lahan. Dimana masyarakat dido-
rong untuk lebih mempertimbangkan aspek ekologi. Masyara-
kat dengan difasilitasi oleh negara baik dari sisi finansial mau-
pun dukungan kelembagaan mereka dicoba lebih memperhati-
kan aspek ekologis. Kebijakan yang sadar ekologis coba dibuat
demi kebaikan fungsi lahan. Tetapi kembali pada tataran imple-
mentasi kebijakan ini masih sangat kurang. Nampak dari ke-
adaan di Gunung kidul bahwa mayarakat lebih banyak meng-
ambil inisiatif dan bahkan membiayai sendiri demi kebaikan
lahannya.

Kemudian dari kacamata sosial dan budaya komunitas yang
mencoba mengembangankan HKm di Gunung Kidul dapat dili-
hat yang lebih sebaliknya. Komunitas ternyata lebih siap dalam
mengembamgan HKm dalam keinginannya yang mendorong
keberlajutan hutan itu sendiri. Mereka memiliki aturan main
yang mendorong kemunculan kearifan lokal. Pengetahuan me-
reka dalam pengelolaan hutan ternyata lebih baik serta lebih
mumpuni untuk menyelamatkan hutan. Bahkan pengetahuan
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mereka serta pengembangan hutan yang berbasis komunitas
dapat menjadikan hutan lebih baik.

Walaupun dari sisi hubungan para aktor masih nampak
aktor yang dominan serta aktor yang inferior. Dimana petani
sebagai aktor utama ternyata berada dalam posisi yang masih
lemah ketika berhadapan dengan pedagang. Tetapi hal ini mam-
pu disiasati mereka dengan mereka berkelompok serta memba-
ngun jaringan antar mereka. Keinginan meningkatkan kapasitas
serta bargaining posisi menjadi kerja yang mereka sadari. Mere-
ka kemudian mempererat diri dalam sebuah komunis yang
diharapkan mampu mendorong mereka lebih kuat ketika ber-
hadapan dengan aktor yang lain.

Hkm di Gunung Kidul nampak merupakan pekerjaan kita
bersama yang patut terus kita dorong. Kebijakan ini sudah
mencoba melakukan share benefit antara negara dengan rakyat.
Dan sudah selayaknya semangat ini tetap kita jaga serta kita
dorong. Dimana ide serta kebijkan ini juga dalam rangkaian
mendorong penggelolaaan hutan yang lebih berkelanjutan. Se-
hingga hutan dalam posis sebagai fungsi peyangga ekosistem
tetap terjaga jangan sampai aktor baru yang muncul tetapi seka-
ligus aktor perusak hutan yang baru juga muncul.

B. Saran
Beberapa hal yang kemudian perlu dilakukan bersama

dalam pengembangan HKm yang berkelanjutan antra lain :
Petama, Jaringan petani yang kuat diharapkan mempu-

nyai posisi tawar (bargaining position) petani yang semakin
kuat. Kekuatan petani dapat lebih dimobilisasi untuk melaku-
kan “perlawanan” terhadap kebijakan pemerintah (baca: pe-
nguasa) maupun pasar yang cenderung merugikan petani. Kebu-
tuhan penguatan kapasitas dan kemampuan (capacity building)
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kelompok tani hutan tidak hanya dalam masalah penguatan
teknis-teknis kehutanan dan penguatan kelembagaan (institu-
tional building) saja. Jaringan kelompok-kelompok yang ter-
lembaga atau terorganisasi dengan baik perlu diciptakan.

Kedua, Berhubungan dengan peran LSM dan PT, Pola HKm
Gunungkidul terlihat memiliki nuansa yang khas. Antara pe-
merintah dan masyarakat diharapkan memiliki hubungan ke-
mitraan yang baik. Hubungan kemitraan diperlukan suatu hu-
bungan yang setara dan seimbang. Dimana posisi LSM dan
PT sebagai salah satu pihak lebih bersifat membantu dengan
proses negoisasi, fasilitasi, dll. di antara pemerintah dan
masyarakat

Ketiga, Kita perlu mendorong berkembangnya pengetahu-
an lokal atau local wisdom dimasyarakat. Karena ternyata ma-
syarakat memilki pengetahuan lokal yang sangat sadar ekologi.
Meraka menyadari betul bahwa hutan sudah selayaknya bukan
hanya memiliki fungsi ekonomi tetapi juga untuk keselamatan
ekosistem. Dan pengetahuan yang dimiliki ini layak dipelajasi
serta dijadikan ilmu pengetahuan kita.

Keempat, dari segi kebijakan sudah sepatutnya dibuat se-
buah master plan yang jelas tentang pengelolaan hutan berbasis
masyarakat. Diperjelas siapa saja yang dapat mengakses hutan,
serta siapa yang layak terlibat. Terutama sekali kebijkan ini
berada pada level kebupaten. Posisi kabupaten atau kota men-
jadi pengatur kebijakan HKm kedepan.

Kelima, Pada sisi yang lain ketika kebijakan hutan berbasis
masyarakat yang sadar ekologi sudah ada maka pemerintah
perlu mengurangi intervensinya. Intervensi ini terutama dalam
tataran operasional serta teknis yang sudah dapat dilakukan
bahkan menjadi peran masyarakat sendiri.
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